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DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 



Tentang 

GIRO 



Dewan Syari'ah Nasional setelah 

Menimbang : a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahtera-an 

dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa 
perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang 
penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, yaitu simpanan 
dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 
penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran 
lainnya, atau dengan pemindahbukuan; 

b. bahwa kegiatan giro tidak semuanya dapat dibenarkan oleh 
hukum Islam (syari'ah); 

c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) 

memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk 
mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam 

pelaksanaan giro pada bank syari'ah. 

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29: 

H\ JLGU \°JlA o£3l \-S U 

0 fc"** * 1" «* " 

jj Cp- 

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 

antaramu...". 



2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: 

...Z j 2>! 'jJ 



"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...". 

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1: 

O »4 1 O Jlo f 1 o ^ T " 0 * \ " £ \ T'' 

J I jSjl I jial (jjAll Igjl u 



"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..." 

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2: 

jSjl! j 

"dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...." 
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Hadis Nabi riwayat al-Thabrani: 

p. (JH3I £30 lol <_il]ax3l Juc- (_jj IjJjIj) (jli£ 

AjIo Aj Vj tllilj Aj 'Jp Vj tlpi-J A_J jjJ V (j! Ajp_i«^a 

Zul ^.L*» A^a^jjbi ^1 j 3 t lillo (J*3 (jls iAola^ OjJ£ djlo 

^(_}jAuc. (_jc. JajujjVl ^3 ^gjl^)jJ*a\l oljj) ojUpS puij aJIj AjIc. 



"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai 
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak 
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak 
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia 
( mudharib ) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan 
yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 
membenarkannya" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas). 



6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: 

J\ £p : aTjj 3 I p3 ;'JU puTj aJj Alt Ju^ pp q\ 

A*L p eljj) ^11] V CP jPp p! j ^plj Pi 

(<- . CF 



"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli 
tidak secara tunai, muqaradhah ( mudharabah ), dan mencampur 
gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan 
untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 



7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi: 

air ^ p! 'j m 



i || ^ 0 * 0 S Obi '' O'" ^ Ot 3 



arp tpl y uip vi pijP 'jjiiip j 

.(<— ijc. <jj (jc. p! oljj) 



"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf). 

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada 
orang, mudharib ) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak 
ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu 
dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuhu, 1989, 4/838). 



9. Qiyas. Transaksi mudharabah, yakni penyerahan sejumlah harta 
(dana, modal) dari satu pihak (malik, shahib al-mal) kepada 
pihak lain ('amil, mudharib) untuk diperniagakan 

(diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai 
kesepakatan, digiyaskan kepada transaksi musagah. 



10. Kaidah fiqh: 

<> 'J£ y VI ^ ’J-Vl 



"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya." 

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang 
mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



Ketiga 



usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula 
orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai 
kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, 
diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut. 

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./l April 2000. 



MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG GIRO 

: Giro ada dua jenis: 

1. Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang 
berdasarkan perhitungan bunga. 

2. Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang 
berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah. 

: Ketentuan Umum Giro berdasarkan Mudharabah: 

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal 
atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau 
pengelola dana. 

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan 
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya 
mudharabah dengan pihak lain. 

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai 
dan bukan piutang. 

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah 
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan 
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan 
nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 

: Ketentuan Umum Giro berdasarkan Wadi'ah: 

1. Bersifat titipan. 

2. Titipan bisa diambil kapan saja (on ca II). 

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk 
pemberian (’ athaya ) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H . 

1 April 2000 M 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 
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Prof. KH. Ali Yafie 



Drs. H. A. Nazri Adlani 
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DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang 

TABUNGAN 



Dewan Syari'ah Nasional setelah 

Menimbang : a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan 

dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan 
jasa perbankan; dan salah satu produk per-bankan di bidang 
penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu 
simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan 
menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi 
tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya 
yang dipersamakan dengan itu; 

b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh 
hukum Islam (syari'ah); 

c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan 
fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank 
syari'ah. 

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29: 

y % JL12L 'jU\ 1'jLj ynll U 

°Cf- 

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 

antaramu...". 

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: 

..tf, yj yii. 

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...". 

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1: 

SJtiL I*j9jt \°J^\ t*|t L 

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..." 

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2: 

. . . L$ j j2> l>!jbuj . . . 

"dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...." 
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Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas: 

p. (JIPl £34 l^l >— lllaP 4UC- (_JJ \j4Jjuj 

AjI3 Aj Vj tlplj Aj 'Jp Vj tlp*J A^J jjJ V (j! Ajp_i«^a 

<)!ll ^gl * jj pl ^jjuj A^a^jjbi ^Ij 3 t til]j (J*3 (jls 4plaj 4p djl4 

^(jjluc. j_jjl j_jC- JoajjVI (_g3 jalall olj o jl^ts ^luij aJIj AjIc. 



"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai 
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak 
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak 
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia 
( mudharib ) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan 
yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 
membenarkannya" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas). 



6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: 

J\ : aTjj 3 I q£& : 'JIS pfj 4j y 

A*L p eljj) V PP jplU p! JPlj ,A 



"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli 
tidak secara tunai, muqaradhah ( mudharabah ), dan mencampur 
gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan 
untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 



7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi: 



Vl (jjJ-J j 3'V 

el jj) Cal (JaJ jf V^a» V) fygj-aj^p pC. j 

.(PjC. (jj JJAC- (j C. <_£i* pl 



"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf). 



8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada 
orang, mudharib ) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak 
ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu 
dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuhu, 1989, 4/838). 



9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi 
musaqah. 

10. Kaidah fiqh: 

pp jz. tp p y vi apvi p-^i p y-vi 



"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya." 

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang 
mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam 
usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula 
orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai 
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kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, 
diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut. 

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./l April 2000. 



MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG TABUNGAN 

: Tabungan ada dua jenis: 

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan 
yang berdasarkan perhitungan bunga. 

2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan 
prinsip Mudharabah dan Wadi'ah. 

: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah: 

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau 
pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau 
pengelola dana. 

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan 
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya 
mudharabah dengan pihak lain. 

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai 
dan bukan piutang. 

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah 
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan 
dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan 
nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 

: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah: 

1. Bersifat simpanan. 

2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasar-kan 
kesepakatan. 

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk 
pemberian (’ athaya ) yang bersifat sukarela dari pihak bank. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H . 

1 April 2000 M 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Sekretaris, 



Prof. KH. Ali Yafie 



Drs. H. A. Nazri Adlani 
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DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang 

DEPOSITO 

Pil 



Dewan Syari'ah Nasional setelah 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan 
dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa 
perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang 
penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu 
simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah 
penyimpan dengan bank; 

b. bahwa kegiatan deposito tidak semuanya dapat dibenarkan oleh 
hukum Islam (syari'ah); 

c. bahwa oleh karena itu, DSN mempandang perlu menetapkan 
fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan deposito pada bank 
syari'ah. 

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29: 

ap °d % JWW I’jTJ \-S u 

0 * 1 " " 
jj CP- 

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 

antaramu...". 

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: 

-4 Ajj 2)1 'CySj\ liku 'jj ‘j£. 

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...". 

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1: 

o »4 4 o Ao f 4 o T " o * 4 3 f 7" 

P jP*JU I j3jl I ji-al (jJpJI IgJl U 

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..." 

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198: 

. . . ^ j ;> i d i uk ^ d$... 



'...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu ..." 
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5. Hadis Nabi riwayat Thabrani: 



Jc . Ajj\jJ»x (JlUl £34 1^1 c_)l]ax3l 4UC- <_jj IjJjjui (jl_S 

AjG Aj Vj tlplj Aj 'Jjjj Vj A_J jjJ V (j! AjA.lj-tfa 

<)!ll ^.L*» pl A^a^jjbi ^ 1 j 3 t til]j (J *3 (jls iAola^ JLl^ djl 4 

^(_}jAuc. (_jjI (_jc. JajujjVl o jU^ls aJIj AjIc. 



"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai 
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak 
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak 
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia 
(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan 
yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 
membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas). 



6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: 



J\ ya :aTjj3! m ^ :'J13 'faj <$j &l JL* ^1 y 

a^u 'oi\ «i jj) yai v pp j 

( s t> 



"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli 
tidak secara tunai, muqaradhah ( mudharabah ), dan mencampur 
gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan 
untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 



7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi: 

vi (jjp-uPt (jj-j > -' a ^ 

el Ual^p. (JaJ j V^a>. V) ^ j 

.(PjC- (jj JJAC- (j C. pil 



"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf). 



8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada 
orang, mudharib ) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak 
ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu 
dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuhu, 1989, 4/838). 

9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi 
musaqah. 

10. Kaidah fiqh: 

.g-pjp jc. s ji} y vi a^i? 3 p tjuvi 

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya." 



11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang 
mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam 
usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula 
orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai 
kemampuan dalam memproduktif-kannya. Oleh karena itu, 
diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut. 
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Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./l April 2000. 



MEMUTUSKAN 



: FATWA TENTANG DEPOSITO 
: Deposito ada dua jenis: 

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito 
yang berdasarkan perhitungan bunga. 

2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan 
prinsip Mudharabah. 

: Ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah: 

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal 
atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau 
pengelola dana. 

2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan 
berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip 
syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya 
mudharabah dengan pihak lain. 

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai 
dan bukan piutang. 

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah 
dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito 
dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 

6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan 

nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H . 

1 April 2000 M 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Sekretaris, 



Prof. KH. Ali Yafie 



Drs. H. A. Nazri Adlani 
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DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang 

MURABAHAH 

0 9 J I 0 

Dewan Syari'ah Nasional setelah 

Menimbang : a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran 

dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli; 

b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melang- 
sungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai 
kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi 
yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan 
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba; 

c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan 
fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank 
syari'ah. 

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29: 

s jlis o>£ -J V\ J±.OL ^ l'J&V 1-jL.i 0a4l pf u 

p- 3 ' j5 °Cf- 

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling 
memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
sukarela di antaramu...". 

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275: 

...gjTfjkjy? i ftrjkfj... 

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba...." 

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1: 

... Ijijl Ipii (jjjil l$jiL 

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...." 

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280: 

, " " O-' 'i! t*'*' 4 . ^ 0 ^ 0 > " 4 O l' 

* J ^ lA p) J 

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai ia berkelapangan..." 
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5. Hadis Nabi saw.: 



^jl j jc. £Jj 31 Uftj! ; Jla ^luij Aji j Ajjc. Jjjl auI Jjjj; ^ji 4jc <&l ^ ^ j '. -^1 Jjjt , li ^_ii 

(u 1 ^ 



Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." 
(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu 
Hibban). 



6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: 



J\ yat :4 Tjj3! m ^ :'JIS aJIj £& JL* y 

A^u ’jjl ft | jj) ^ V pp j^ilb 'Jll ,a 1 «jO j 



L> 

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli 
tidak secara tunai, muqaradhah (m ud ha raba h), dan mencampur 
gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan 
untuk dijual/" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 



7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi: 



q> *jkt °J ikiia vi ^ yiki 

ajk ‘jkt y vi j& oJ4^j 

.(l_SjC- J^C- (jc. Jjll oljj) 



"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram" (HR. Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf). 



8. Hadis Nabi riwayat jama'ah: 

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu 
adalah suatu kezaliman..." 



9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad: 

.aZJLj Al b> £jau pkjl! J 



"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu 
menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya." 



10. Hadis Nabi riwayat 'Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam: 

^3 AjIc. <l!ll JL .3 4lll 

"Rasulullah saw. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual 
beli, maka beliau menghalalkannya." 





11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara 
Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal. 161; 
lihat pula al-Kasani, Bada'i as-Sana'i, juz 5 Hal. 220-222). 



12. Kaidah fiqh: 

J* ® ’ifi 'd V! ^ cisuia j LF— Vi 



"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya." 




rgsmitra.com 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno 

Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 
1420 H./l April 2000. 

MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG MURABAHAH 

: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah: 

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang 
bebas riba. 

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah 
Islam. 

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 
yang telah disepakati kualifikasinya. 

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu 
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya 
yang diperlukan. 

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan 
akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus 
dengan nasabah. 

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus 
dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 

: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah: 

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian 
suatu barang atau aset kepada bank. 

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan 
pedagang. 

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 
nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan 
perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum 
perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak 
harus membuat kontrak jual beli. 

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 
pemesanan. 

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya 
riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus 
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa 
kerugiannya kepada nasabah. 
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Ketiga 



Keempat 



Kelima 



Ketujuh 



Ketua, 



7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari 
uang muka, maka 

a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, 
ia tinggal membayar sisa harga. 

b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank 
akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak 
mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. 

Jaminan dalam Murabahah: 

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius 
dengan pesanannya. 

2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang 
dapat dipegang. 

Hutang dalam Murabahah: 

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi 
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang 
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. 
Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan 
keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk 
menyelesaikan hutangnya kepada bank. 

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah 
tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. 
Ia tidak boleh memperlambat pemba-yaran angsuran atau 
meminta kerugian itu diperhitungkan. 

Penundaan Pembayaran dalam Murabahah: 

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 
penyelesaian hutangnya. 

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, 
atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, 
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi 
Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah. 

Bangkrut dalam Murabahah: 

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan 

hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi 

sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 26 Dzulhiiiah 1420 H . 

1 April 2000 M 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris, 



Prof. KH. Ali Yafie 



Drs. H. A. Nazri Adlani 
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Menimbang 



Mengingat 



A -v-v . a J 4_^.Lq 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang 

JUAL BELI SAHAM 



o o £ ^ i o 



Dewan Syari'ah Nasional setelah 



: a. bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan 
pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, 
disebut dengan salam, kini telah melibatkan pihak perbankan; 

b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, 
DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang salam untuk 
dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syari'ah. 

1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282: 

...i'jj&ts ^1 jj'cu Pi l*jLI \j 

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis. . . ". 

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1: 

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad -akad itu .... " 

3. Hadis Nabi saw.: 



j ol t J 1 taji ‘ 3^2 pT. ■. . 4 JI J A ilr. lul ^T. AjC. Jjjl ■ ■— j iS la— uj ^_)i 



(i'h*. 



"Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
'Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.'" 
(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu 
Hibban). 



4. Hadis riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda: 

.f cs^l f pjjj f ‘(j* CjT^ I> 

"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia 
melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang 
jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, Sahih 
al-Bukhari [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36). 



5. Hadis Nabi riwayat jama'ah: 






"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu 
adalah suatu kezaliman..." 



6. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad: 

.aZJLj £jau JaJ jll 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



Ketiga 



Keempat 



"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu 
menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya." 



7. Hadis Nabi riwayat Tirmizi: 



'Jkl jl V! 0^3 

'Jkt jt Haji H\ 



CJtt ^ i n 

1^31'c 



(eijc. Qi jjac- (j& Jpll eljj) 



"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram" (Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf). 



8. Ijma. Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (ijma') atas 
kebolehan jual beli dengan cara salam. Di samping itu, cara 
tersebut juga diperlukan oleh masyarakat (Wahbah, 4/598). 



9. Kaidah fiqh: 



.1 Jc- y vi Ji 

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya." 



Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H. /4 April 2000. 



MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG JUAL BELI SAHAM 
Ketentuan tentang Pembayaran: 

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa 
uang, barang, atau manfaat. 

2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. 

3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. 

Ketentuan tentang Barang: 

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. 

2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 

3. Penyerahannya dilakukan kemudian. 

4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan. 

5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 

6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis 
sesuai kesepakatan. 

Ketentuan tentang Salam Paralel {lS j' 

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat: 

a. Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan 

b. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. 

Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya: 

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya 
dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. 
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Kelima 



Keenam 



Ketua, 



2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih 
tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. 

3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih 
rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh 
menuntut pengurangan harga (diskon). 

4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang 

disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang 

sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut 
tambahan harga. 

5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu 
penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak 
rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: 

a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, 

b. menunggu sampai barang tersedia. 

: Pembatalan Kontrak: 

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak 
merugikan kedua belah pihak. 

: Perselisihan: 

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah 
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 29 Dzulhiiiah 1420 H . 

4 April 2000 M 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Sekretaris, 



Prof. KH. Ali Yafie 



Drs. H. A. Nazri Adlani 
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DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang 

JUAL BELI ISTISHNA' 



Dewan Syari'ah Nasional, setelah 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering 
memerlukan pihak lain untuk membuatkannya, dan hal seperti 

itu dapat dilakukan melalui jual beli istishna' (^ 'i > An» Vt), yaitu 
akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang 
tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati 
antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, 
sh ani')) 

b. bahwa transaksi istishna' pada saat ini telah dipraktekkan oleh 
lembaga keuangan syari'ah. 

c. bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang istishna' untuk 
menjadi pedoman. 



1. Hadis Nabi riwayat Tirmizi: 

‘jkt ‘J ^ jk vi 

lk!> j\ f jk tiaji % J* J 

<jj jjac- CP fi' jj) 



"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram" (HR. Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf). 



2. Hadis Nabi: 



^ji (j -C. LoA^)_1C.j (j_jl eljj) j 

Autjui 



"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR, 
Ibnu Majah, Daraguthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri). 



3. Kaidah fiqh: 

.l^kjjkS Jz. Ui y VI *kl#1 OXalka3l J 



"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya." 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



Ketua, 



4. Menurut mazhab Hanafi, istishna' hukumnya boleh (Jawaz ) 
karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak 
masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya. 

: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 

Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H. /4 April 2000. 

MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG JUAL BELI ISTISHNA' 

: Ketentuan tentang Pembayaran: 

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa 
uang, barang, atau manfaat. 

2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 

3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. 

: Ketentuan tentang Barang: 

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. 

2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 

3. Penyerahannya dilakukan kemudian. 

4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan. 

5. Pembeli (pembeli, mustashni') tidak boleh menjual barang 
sebelum menerimanya. 

6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis 
sesuai kesepakatan. 

7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan 
kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk 
melanjutkan atau membatalkan akad. 

Ketiga : Ketentuan Lain: 

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan 

kesepakatan, hukumnya mengikat. 

2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di 
atas berlaku pula pada jual beli istishna'. 

3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 29 Dzulhiiiah 1420 H . 

4 April 2000 M 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Sekretaris, 



Prof. KH. Ali Yafie 



Drs. H. A. Nazri Adlani 
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DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 



NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang 

PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) 



Dewan Syari'ah Nasional setelah 



j-<^.^)]| ii! ^joij 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana 
lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan 
dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad 
kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama 
(malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang 
pihak kedua ('amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku 
pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai 
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak; 

b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah 
Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang 
mudharabah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29: 

rjik j 'j 'jg j! vi jluju r^v i*jU ^ 4 

j- 3 * JJ Cp 

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di 

antaramu...". 

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1: 

o }.% J» < i o Jlo f i o T " o • Si < " < " 

P jajdu I j3jl I (jjpjl l^Jlu 

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...." 

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: 

tLakj °jU . 

...’C J ill 

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...". 

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani: 

(JUolI 1 ^ (j-J (jjjl ) »11 IjJjJuj jLS 

4_j lili a ‘j V (jf 
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CjG 5U j Vj <J 'JJjj Vj tl jkj 



4_la^_jaj £_1 j_ 3 c ^j. ; <i_jJa tiLJj (J_x3 (j)— ^ pj_£ 

di ^juoj 4JI j Aj 31 <&1 ^glx^a lil (J j_joj^) 

.(^Uc. (jc. Ja^jVl ^ gJ Jfkll 



"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai 
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak 
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak 
membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia 
(mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan 
yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 
membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas). 



5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib: 

fji X . aJSj X ’Jh\ JL^ XII ‘J 

’jl il ^1 £21 

o-e- x u-4 s| jj) £-2) v r 0 A' j » — . x 



"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli 
tidak secara tunai, muqaradhah ( mudharabah ), dan mencampur 
gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan 
untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 



6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf: 









Uli 






VJ jj-j Jjlk yill 

ud-all j (J_lf j! 






"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram." 



7. Hadis Nabi: 



<_S-^ (j-C. LaAj_JC.j ^ 4_^.La (j-jl eljj) J)\ j 

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR, 
Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri). 

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada 
orang, mudharib ) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak 
ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu 
dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuhu, 1989, 4/838). 

9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi 
musaqah. 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



10. Kaidah fiqh: 

Jz. c^LU^i! Ji 

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya." 

: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 

Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H. /4 April 2000. 

MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) 

: Ketentuan Pembiayaan: 

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan 
oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) 
membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan 
pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau 
pengelola usaha. 

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan 
pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan 
kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha). 

4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 
disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak 
ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi 
mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam 
bentuk tunai dan bukan piutang. 

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat 
dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan 
kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada 
jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, 
LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. 
Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti 
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati 
bersama dalam akad. 

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme 
pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan 
fatwa DSN. 

9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban 
atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib 
berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. 

: Rukun dan Syarat Pembiayaan: 

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus 
cakap hukum. 

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 
kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 
menunjukkan tujuan kontrak (akad). 

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
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Ketiga 



c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh 
penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan 
syarat sebagai berikut: 

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika 
modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut 
harus dinilai pada waktu akad. 

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan 
kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, 
sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai 
kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus 
dipenuhi: 

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh 
disyaratkan hanya untuk satu pihak. 

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus 
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan 
harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan 
sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan 
kesepakatan. 

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 
mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung 
kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan 
disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai 
perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia 
dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa 
campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak 
untuk melakukan pengawasan. 

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan 
pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi 
tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. 

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam 
dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhara- 
bah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam 
aktifitas itu. 

: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan: 

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. 

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah 
kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. 

3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena 
pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), 
kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau 
pelanggaran kesepakatan. 

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
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penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 



Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 29 Dzulhiiiah 1420 H . 

4 April 2000 M 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 



Prof. KH. Ali Yafie 



Drs. H. A. Nazri Adlani 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang 

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH 

Dewan Syari'ah Nasional setelah 

Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejah- 

teraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, 
antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan 
berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 
suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan 
kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko 
akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan; 
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b. bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam 
kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keun-tungan 
maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga 
keuangan syari'ah (LKS); 

c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 
syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa 
tentang musyarakah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 

Mengingat : 1. Firman Allah QS. Shad [38]: 24: 

. [ . J* U oyij cjUJllaJI I 

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 
bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada 
sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan 
amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini.... " 

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1: 

fjsji i'jU 

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...." 

3. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Flurairah, Rasulullah 
SAW berkata: 

p U iyis UI : 'Jj% b! 

Ua^I Uli Uiikt 

.WAj 



"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang 
bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak 
yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari 
mereka." (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari 
Abu Hurairah). 

4. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: 

^ "U ^ V) (JjU-jgiUi 

Vi ,-Jc 4 4' At r , avk ‘j_kt "J 

,lll> ‘Jkt ji 

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram." 

5. Taqrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh 
masyarakat pada saat itu. 

6. Ijma' Ulama atas keboleh musyarakah. 

7. Kaidah fiqh: 

SmJA Jk- 1» i» 'd % J O-Vi 
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Memperhatikan 



Menetapkan 



"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya." 

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H. /13 April 2000. 



MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH 

Beberapa Ketentuan: 

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 
kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 
menunjukkan tujuan kontrak (akad). 

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan 
memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan 
perwakilan. 

b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan 
setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. 

c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah 
dalam proses bisnis normal. 

d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain 
untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah 
diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah 
dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa 
melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. 

e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 
menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. 

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) 

a. Modal 

1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau 

yang nilainya sama. 

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti 
barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal 
berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan 
tunai dan disepakati oleh para mitra. 

2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, 
menyumbangkan atau menghadiahkan modal 
musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar 
kesepakatan. 

3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak 
ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya 
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. 

b. Kerja 
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1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; 
akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh 
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh 
menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. 

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah 
atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan 
masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan 
dalam kontrak. 

c. Keuntungan 

1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk 
menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu 
alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. 

2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara 
proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak 
ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan 
bagi seorang mitra. 

3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika 
keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau 
prosentase itu diberikan kepadanya. 

4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan 
jelas dalam akad. 

d. Kerugian 

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara pro- 
porsional menurut saham masing-masing dalam modal. 

4. Biaya Operasional dan Persengketaan 

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. 

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 08 Muharram 1421 H . 

13 April 2000 M 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, Sekretaris, 



Prof. KH. Ali Yafie 



Drs. H. A. Nazri Adlani 
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DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 



Tentang 

PEMBIAYAAN IJARAH 

. 0 ti i t 0 




Dewan Syari'ah Nasional setelah 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu 
barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu 
akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau 
jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, 
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu 
sendiri; 

b. bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga 
keuangan syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah; 

c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk 
dijadikan pedoman oleh LKS. 

1. Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32: 



\' ' W * ® * z 'u a ' 0 % '• i".° " t *. 0 » 'A *' ' - ' 0 " 0 % «•" 0 -* f 

4-^1 (*V * U* * ^4^ Ua_ui3 1 J 

i ^ * 0 ' 0 $ $ * 0 ' 'i * & ' \ \ % 0 ' ' ++0 'i 0 ^ * 0 ' 4 ' 0 'i' ' 4' oj 

\ k \ ^ , hi jj C \\ ^ jJauu \ \ (LljAj) 

' o Z' o ' 4 Z o ' o ' ' 4 j 5 

• U J* ^74 Cj tu^^uuj 



"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu ? Kami 
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 
kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka 
atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar seba-gian 
mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat 
Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan . " 



2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233: 

c u_k bu r ' 



f 0 f [' 

(J u! j... 



i t Hi' *° -* 0 ' W 0 o^Ti" 0 <*° 'h ' i'*.» ° x 

i AU) I J_JJ) J Al ui UI 

aJ (J I j 



• J 



"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa 
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan . " 

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26: 
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u — A 




b! 



fc LaIIU ‘c±JS 



.&*Vl 



"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! 
Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
sesungguhnya orang yang pating baik yang kamu ambil untuk 
bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya. 



4. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda: 



^jc. jl 6 J*) I jiabl 



"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." 



5. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id 
al-Khudri, Nabi s. a. w. bersabda: 



"Barang siapa 
upahnya." 



.‘j*- 



.! i; 

^ *♦ V * 




mempekerjakan pekerja, beritahukanlah 



6. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waggash, ia berkata: 



jl Uj-df j cd-lj j_C« ^ 3 J A_Ji j A J Ic. AUl J > AUl (J ^ 

** # ♦ 0 f ^ -* 

# AjJa3 jl 



"Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil 
pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal 
tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya 
dengan emas atau perak." 



a 



7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: 

jl ^ ^ V) j^al ° L A jJ-J ^ 



"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram." 



8. 

9. 



Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa. 
Kaidah fiqh: 



Lfe jl % pX>U33l ^4 



"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya." 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



fSlA JLuiU^I f j j 

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan 
atas mendatangkan kemaslahatan." 

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H. /13 April 2000. 



MEMUTUSKAN 



: FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH 

: Rukun dan Syarat Ijarah: 

1. Pernyataan ijab dan qabul. 

2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi 
sewa (lessor, pemilik aset, LKS), dan penyewa (lessee, pihak 
yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah). 

3. Obyek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari 

penggunaan aset. 

4. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah obyek 
kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus 
dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. 

5. Sighat Ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak 
yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain 
yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) 
dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah). 

: Ketentuan Obyek Ijarah: 

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau 
jasa. 

2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam 
kontrak. 

3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan. 

4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai 
dengan syari'ah. 

5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan 
mengakibatkan sengketa. 

6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk 
jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau 
identifikasi fisik. 

7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah 
kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat 
dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam 
Ijarah. 

8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis 
yang sama dengan obyek kontrak. 

9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat 
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. 
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Ketiga 



Keempat 



Ketua, 



: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah 

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa: 

a. Menyediakan aset yang disewakan. 

b. Menanggung biaya pemeliharaan aset. 

c. Menjaminan bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. 

2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa: 

a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga 
keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai 
kontrak. 

b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan 
(tidak materiil). 

c. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari 
penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian 
pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung 
jawab atas kerusakan tersebut. 

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 08 Muharram 1421 H . 

13 April 2000 M 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris, 



Prof. KH. Ali Yafie 



Drs. H. A. Nazri Adlani 
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DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang 
W A K A L A H 



Dewan Syari'ah Nasional setelah 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan 
pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu 
pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam 
hal-hal yang boleh diwakilkan; 

b. bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu 
bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah; 

c. bahwa agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan 
ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang 
wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 

1. Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19: 



rjiis c'fjy £ 'jas jis 

t° *■' 0 1 1 0 ** 11 " -M® f 0 i° 1l £ ® ' " . » - • f i 

I jjajIS ^ I jilS jj jl Lajj Uml 

CaUi _S’jt UjI Jl j 'u i&kt 



"Dar? demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di 
antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: 
'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka 
menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari/ 
Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa 
lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu 
pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan 
hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka 
hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia 
berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan 
halmu kepada seseorang pun. 



2. 



Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Yusuf 
kepada raja: 



*® 1 " ’t.® *' ® ,® t H . y 0 ♦T' 0 t 



"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya 
aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. " 
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3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: 



.Ajj M iWa\ 'q£j\ yJ ‘uli. 



"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..." 

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2: 







"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) 
dosa dan pelanggaran. " 



5. Hadis-hadis Nabi, antara lain: 






\J cjju fLufj aJj AlSo 2»l M bl 

(j* iLLjj £-al j 



"Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang 
Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) 
Maimunah r. a." (HR. Malik dalam al-Muwaththa'). 



fa fa fa fa j fa y 
fa 431 'J fa 'JIS ’fafa ^ mti 

cVls-a *■ jls jjj 5\JI j 4-j-lc. 

aIII (J jl«j U ;lj3U .aIjoj ; Jli *Lj 

^ jli 'jua .4^ vfcS % 

(j_C. JjUl \1 dl jj) fit 



C0S> 



"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih 
hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat 
berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, 
sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;' lalu sabdanya, 
'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun 
seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami 
tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah 
kemudian bersabda: 'Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya 
orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling 
baik di dalam membayar.'" (HR. Bukhari dari Abu Hurairah). 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



6. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: 



H\ ^ ''oJ4 






; * # uiii j arj_k ‘jjj jf 



"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram." 

7. Umat Islam ijma' tas kebolehkan wakalah, bahkan 
memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis 
ta'awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, 
yang oleh al-Qur'an dan hadis. 

8. Kaidah fiqh: 

<> 'J£ y Vj psuuili J ’j-Vi 

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya." 

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H. /13 April 2000. 



MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG WAKALAH 

: Ketentuan tentang Wakalah: 

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 
kontrak (akad). 

2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh 
dibatalkan secara sepihak. 

: Rukun dan Syarat Wakalah: 

1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan) 

a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang 
diwakilkan. 

b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas 
tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya 
seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima 
sedekah dan sebagainya. 

2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili) 

a. Cakap hukum, 

b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, 

c. Wakil adalah orang yang diberi amanat. 

3. Hal-hal yang diwakilkan 

a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, 

b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, 

c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam. 
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Ketiga 



Ketua 



Prof. 



Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 08 Muharram 1421 H . 

13 April 2000 M 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris, 



KH. Ali Yafie 



Drs. H. A. Nazri Adlani 
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DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: ll/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang 
K A F A L A H 



Dewan Syari'ah Nasional setelah 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering 
memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah, 
yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada 
pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang 
ditanggung (makfuul 'anhu, ashil); 

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, LKS 
berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan 
{kafalah) yang berdasarkan prinsip-prinsip syar'iah; 

c. bahwa agar kegiatan kafalah tersebut dilakukan sesuai dengan 
ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang 
kafalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 



1. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72:: 

^jjxj A_J £.1^, JaII £l j) 




"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan 
barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh 
bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin 
terhadapnya . " 



2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2: 

iS^ Vj jJS I 

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) 
dosa dan pelanggaran. " 

3. Hadis Nabi riwayat Bukhari: 

aS\j (jt ^ 4 -oLuj 

[> & ‘J* :'Jia 'JJA 'J £.j 

J J5 jL^k 4 Y : f> 
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:'JU ^ : r_ > ns ?>1> Alt 'Ja /JIS 

'JjIjU Hj'j J_H ;SoH >t jLi ^ V- 

.Alt clil 



"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki 
untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mem- 
punyai hutang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau men- 
salatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah 
pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai hutang?' Sahabat 
menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' 
(beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah 
berkata, 'Saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah'. Maka 
Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari 
dari Salamah bin Akwa'). 

4. Sabda Rasulullah SAW : 



0 # f O'' O * 2 0 ' 0». " 4^4'' o ** 0». 0^0* j' 

UJ^ yr? UJC- ls S j 

"Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya." 



Ukl 



5. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: 

‘Jlt ’J Y5U lllla % JU113I ylll 



Memperhatikan 



"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram." 



6. Kaidah fiqh: 



y vj ^ ui*Vf 



"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya." 

3 ji 

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan." 



Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H. /13 April 2000. 



MEMUTUSKAN 



Menetapkan : FATWA TENTANG KAFALAH 

Pertama : Ketentuan Umum Kafalah 

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 
kontrak (akad). 
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Kedua 



Ketiga 



Ketua, 



2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) 
sepanjang tidak memberatkan. 

3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh 
dibatalkan secara sepihak. 

: Rukun dan Syarat Kafalah 

1. Pihak Penjamin (Kafiil) 

a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat. 

b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam 
urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan 
kafalah tersebut. 

2. Pihak Orang yang berhutang (Ashiil, Makfuul 'anhu) 

a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada 
penjamin. 

b. Dikenal oleh penjamin. 

3. Pihak Orang yang Berpiutang (Makfuul Lahu) 

a. Diketahui identitasnya. 

b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa. 

c. Berakal sehat. 

4. Obyek Penjaminan (Makful Bihi) 

a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik 
berupa uang, benda, maupun pekerjaan. 

b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin. 

c. Harus merupakan piutang mengikat {lazim), yang tidak 
mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. 

d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya. 

e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan). 

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 0 8 Muharram 1421 H . 

13 April 2000 M 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris, 



Prof. KH. Ali Yafie 



Drs. H.A. Nazri Adlani 
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DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 12/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang 

HAWALAH 



Dewan Syari'ah Nasional setelah 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar hutang- 
hutangnya secara langsung; karena itu, ia boleh memindahkan 
penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam 
disebut dengan hawalah, yaitu akad pengalihan hutang dari satu 
pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib 
menanggung (membayar)-nya; 

b. bahwa akad hawalah saat ini bisa dilakukan oleh LKS; 

c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, 
DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang hawalah 
untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 



1. 



Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: 

^ jk. ^ul lili ^ LU 



"Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang 
mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara 
kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) 
kepada pihak yang mampu, terimalah" (HR. Bukhari). 



2. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: 



1 



VJ f&jjH «-fc '0J4 



31 'c& yUf 
3i j a'jj». lu i y 



0 * 

JU1A. 



"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram." 

3. Ijma. Para ulama sepakat atas kebolehan akad hawalah. 



4. Kaidah fiqh: 



Oi y vi ^ y^vi 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



Ketua, 



"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya." 

a jS 

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan." 

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H. /13 April 2000. 

MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG HAWALAH 
Ketentuan Umum dalam Hawalah: 

1. Rukun hawalah adalah muhil ( J j ^" ), yakni orang yang 
berhutang dan sekaligus berpiutang, muhal atau muhtal ( 

j'), yakni orang berpiutang kepada muhil, muhal 'alaih ( 
AjJc. yakni orang yang berhutang kepada muhil dan 

wajib membayar hutang kepada muhtal, muhal bih (4-J J ' ^ < a " ), 
yakni hutang muhil kepada muhtal, dan sighat (ijab-qabul). 

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak 
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 
kontrak (akad). 

3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 
menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

4. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, 
muhal/muhtal, dan muhal 'alaih. 

5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam 
akad secara tegas. 

6. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat 
hanyalah muhtal dan muhal 'alaih; dan hak penagihan muhal 
berpindah kepada muhal 'alaih. 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 08 Muharram 1421 H . 

13 April 2000 M 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris, 



Prof. KH. Ali Yafie 



Drs. H.A. Nazri Adlani 




rgsmitra.com 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 

Tentang 

UANG MUKA DALAM MURABAHAH 

il! ^joiJ 



Dewan Syari'ah Nasional setelah 

Menimbang : a. bahwa untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam 

permintaan pembiayaan murabahah dari Lembaga Ke-uangan 
Syari'ah (LKS), LKS dapat meminta uang muka; 

b. bahwa agar dalam pelaksanaan akad murabahah dengan 
memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai 
dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu 
menetapkan fatwa tentang uang muka dalam murabahah untuk 
dijadikan pedoman oleh LKS. 

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282: 

.i'jjSSla VV^il 'o 131 IjLal UjIU 

"Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi hutang- 
piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah...." 

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1: 

Sj l'jljl \‘JL*\ 'jjjjfi l^tL 

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...." 

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf: 

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram." 

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat 
Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya: 

. J J ^ 

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain." 

5. Kaidah fiqh: 

Jz. UL 0^ °J % J 

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya." 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 

Ketiga 



Ketua, 



/JIS 

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan." 

6. Para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual 
beli adalah boleh (Jawaz ). 

: a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama 
dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 
Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 
Juni 2000. 

b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, tanggal 17 Jumadil Akhir 1421 H. /16 September 2000 

MEMUTUSKAN 



: FATWA TENTANG UANG MUKA DALAM MURABAHAH 

: Ketentuan Umum Uang Muka: 

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan 
Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila 
kedua belah pihak bersepakat. 

2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. 

3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus 
memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. 

4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat 
meminta tambahan kepada nasabah. 

5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus 
mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. 

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele- 
saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H . 

16 September 2000 M. 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris, 



K.H.M.A. Sahal Mahfudh 



Dr. H. M. Din Syamsuddin 
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DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 14/DSN-MUI/IX/2000 

Tentang 

SISTEM DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM 
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH 

ilt ^joiJ 



Dewan Syari'ah Nasional setelah 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa dalam sistem pencatatan dan pelaporan (akuntansi) 
keuangan dikenal ada dua sistem, yaitu Cash Basis, yakni 
"prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan 
pendapatan pada saat terjadinya" dan Accrual Basis, yakni 
"prinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya dan 
pendapatan didistribusikan pada beberapa periode"; dan 
masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan; 

b. bahwa kedua sistem tersebut pada dasarnya dapat diguna-kan 
untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan 
Syari'ah (LKS); 

c. bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh 
kepastian tentang sistem mana yang akan digunakan dalam 
LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu 
menetapkan fatwa tentang sistem pencatatan dan pelaporan 
keuangan dalam LKS untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 

1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282: 

.a'jj&i ^J^.1 VV^il 'n Vil Ijlal UjfL 

"Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi hutang- 
piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah..." 

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1: 

jjLJU ! 

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...." 

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf: 

.u'>. ‘jkt ji 

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram." 

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat 
Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya: 
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Memperhatikan 



Menetapkan 



Pertama 



Kedua 



Ketiga 



Ketua, 



"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain." 

5. Kaidah fiqh: 

<> t» y v; ’j-vi 

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya." 

a \ js Avr^ii pVj 

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah." 

a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama 
dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 
Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 
Juni 2000. 

b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000. 

MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG SISTEM DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM 
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH 

Ketentuan Umum 

1. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem Accrual Basis 
maupun Cash Basis dalam administrasi keuangan. 

2. Dilihat dari segi kemaslahatan ( al-ashlah ), dalam pencatatan 
sebaiknya digunakan sistem Accrual Basis; akan tetapi, dalam 
distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar 
penerimaan yang benar-benar terjadi (Cash Basis). 

3. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad. 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele- 
saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H . 

16 September 2000 M. 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris, 



K.H.M.A. Sahal Mahfudh 



Dr. H. M. Din Syamsuddin 
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DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 

Tentang 

PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM 
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH 

o 0 



Dewan Syari'ah Nasional setelah 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra) 
dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada 
prinsip Bagi Untung ( Profit Sharing), yakni bagi hasil yang 
dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelo-laan 
dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi Hasil 
{Revenue Sharing ), yakni bagi hasil yang dihitung dari total 
pendapatan pengelolaan dana; dan masing-masing memiliki 
kelebihan dan kekurangan; 

b. bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat diguna-kan 
untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan 
Syari'ah (LKS); 

c. bahwa agar para pihak yang berkepentingan memperoleh 
kepastian tentang prinsip mana yang boleh digunakan dalam 
LKS, sesuai dengan prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu 
menetapkan fatwa tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam 
LKS untuk dijadikan pedoman. 

1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282: 

.«•jiKU I iui (Ja.1 V'\.l Ll fjlal ILjilj 



"Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan transaksi hutang- 
piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah...." 

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1: 

JjLJU ! j3ji 



"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...." 

3. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf: 

r* V I - * Ja g y j, ^ i . . j bjl ji ^ ^ Vj /j ...1 . .. a11 

.u'jk ‘jkt ji 

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram." 

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat 
Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya: 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertema 



Kedua 

Ketiga 



Ketua, 



J J ^ 

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain." 

5. Kaidah fiqh: 

Smj* Jfc I» Ift y V! tigyi piauili j UL.VI 

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali 
ada dalil yang mengharamkannya." 

jsk p pVj 

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah." 

: a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama 
dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 
Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 
Juni 2000. 

b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000. 

MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG PRINSIP DISTRIBUSI HASIL USAHA DALAM 

LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH 

: Ketentuan Umum 

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil 
( Revenue Sharing) maupun Bagi Untung ( Profit Sharing ) dalam 
pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. 

2. Dilihat dari segi kemaslahatan ( al-ashlah ), saat ini, pembagian 
hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil ( Revenue 

Sharing). 

3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus 
disepakati dalam akad. 

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele- 
saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H . 

16 September 2000 M. 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris, 



K.H.M.A. Sahal Mahfudh 



Dr. H. M. Din Syamsuddin 
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DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 

Tentang 

DISKON DALAM MURABAHAH 






Dewan Syari'ah Nasional, setelah 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa salah satu prinsip dasar dalam murabahah adalah 
penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga ( tsaman ) 
pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan 
sesuai dengan kesepakatan; 

b. bahwa penjual (Lembaga Keuangan Syari'ah, LKS) terkadang 
memperoleh potongan harga (diskon) dari penjual pertama 
(supplier); 

c. bahwa dengan adanya diskon timbul permasalahan: apakah 

diskon tersebut menjadi hak penjual (LKS) sehingga harga 
penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga 
sebelum diskon, ataukah merupakan hak pembeli (nasabah) 
sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah) 

menggunakan harga setelah diskon. 

d. bahwa untuk mendapat kepastian hukum, sesuai dengan prinsip 
syari'ah Islam, tentang status diskon dalam transaksi murabahah 
tersebut, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang 
potongan harga (diskon) dalam murabahah untuk dijadikan 
pedoman oleh LKS. 



1. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1: 

JjLJU I j3ji 1 

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...." 

2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf: 

f V j fC C5^ U>«T‘ 11 ^ J ji V yia. aja ^ 'i] JiA °. 

i£j jt 



"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram." 

3. Kaidah fiqh: 

.<♦4*5 <> *da& tft y V! Sigyi ^ 'JL.VI 



"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 
mengharamkannya." 
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A\ jSa AklukJI pVj 



"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah." 



Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama 

dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 
Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 
Juni 2000. 

b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H. /16 September 2000. 



MEMUTUSKAN 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



Ketiga 



Ketua, 



FATWA TENTANG DISKON DALAM MURABAHAH 
Ketentuan Umum 

1. Harga ( tsaman ) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang 
disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai 
( qimah ) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi 
maupun lebih rendah. 

2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya 
yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan 
kesepakatan. 

3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari 
supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena 
itu, diskon adalah hak nasabah. 

4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon 
tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (per-setujuan) yang 
dimuat dalam akad. 

5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah 
diperjanjikan dan ditandatangani. 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele- 
saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H . 

16 September 2000 M. 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Sekretaris, 



K. H. M. A. Sahal Mahfudh 



Dr. H. M. Din Syamsuddin 
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DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 

Tentang 



SANKSI ATAS NASABAH MAMPU 
YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN 



Menimbang 



Mengingat 



Dewan Syari'ah Nasional setelah 

a. bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari 
Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip 
jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS 
dilakukan secara angsuran; 

b. bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewa-jiban 
pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, 
pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di 
antara kedua belah pihak; 

c. bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa 
kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat 
dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda 
pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam; 

d. bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang 
sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pem- 
bayaran menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan 
pedoman oleh LKS. 

1. Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1: 

Sj l'jljl TjU 'jjjjfi tjjfL 



"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...." 



2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf: 

f 'il ^ J J 11 ^ 3 Lal ji ? -- Vl (jjj ^ ‘ 

(jk.t jl yyta. 



"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum 
muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal 
atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat 
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." 



3. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim 
dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, 
Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah 
dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan 
Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu 
Hurairah): 
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Menetapkan 

Pertama 









"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh 
orang mampu adalah suatu kezaliman..." 



4. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud 
dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan 
Ahmad dari Syuraid bin Suwaid: 



^ AJ* " 9- ' o i JS -* 

(JAJ A^l^ll ^ 



"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 
mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi 
kepadanya." 



5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat 
Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya: 






"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain." 

6. Kaidah fiqh: 

J* ‘Ja& y % ^ .caiua J tf-Vl 

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya." 

/J 'JS 



"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan." 

Memperhatikan: a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan 

Syari'ah Nasional bersama dengan 
Dewan Standar Akuntansi Keuangan 
Ikatan Akuntan Indonesia pada hari 
Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 
H. /10 Juni 2000. 

b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan 
Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 
Jumadil Akhir 1421 H./16 September 
2000. 



MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA- 
NUNDA PEMBAYARAN 

: Ketentuan Umum 

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang 
dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi 
menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. 

2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force 
majeur tidak boleh dikenakan sanksi. 
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Kedua 



Ketiga 



Ketua, 



3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau 
tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar 
hutangnya boleh dikenakan sanksi. 

4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar 
nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya 
ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad 
ditandatangani. 

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. 

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele- 
saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H . 

16 September 2000 M. 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Sekretaris, 



K.H.M.A. Sahal Mahfudh 



Dr. H. M. Din Syamsuddin 
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Menimbang 



Mengingat 



DEWAN SYARIAH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



FATWA 

DEWAN SYARIAH NASIONAL 
NO: 18/DSN-MUI/IX/2000 

Tentang 



PENCADANGAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF 
DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH 



Dewan Syariah Nasional setelah 

: a. bahwa dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang mungkin 
terjadi dalam pembiayaan yang diberikan, Lem-baga Keuangan 
Syari'ah (LKS) dipandang perlu melakukan pencadangan, 
sebagaimana ditentukan oleh peraturan per-undang-undangan 
yang berlaku; 



b. bahwa agar praktik pencadangan tersebut tidak menimbul-kan 
kerugian atau beban berat bagi pihak-pihak terkait, DSN 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang pencadangan 
menurut syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 



: 1. Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1: 



i'jiji TjU tjjiu 



"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...." 



2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi 'Amr bin 'Auf: 

^^ 2 . iu V) j ui duf ji fi i ^ vi /j i n^ii /jjj jjiu 

Ul (JUt jl 



"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum 
muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal 
atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat 
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." 

3. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin 

Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya: 

. jljjUaVj J 



"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain." 

4. Kemaslahatan dan 'uruf dalam lembaga keuangan menghen-daki 
adanya pencadangan sebagai salah satu upaya mengu-rang 
resiko kerugian yang mungkin terjadi. 

5. Kaidah fiqh: 
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Menetapkan 

Pertama 



Kedua 

Ketiga 



® tfi ‘J vi cisuiiii luvi 



"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya." 



/J jS 



"Bahaya (beban berat, kerugian) harus dihilangkan." 



.M ^ AkLkJI pVj 

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum 
Allah." 



Memperhatikan: a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan 

Syari'ah Nasional bersama dengan 
Dewan Standar Akuntansi Keuangan 
Ikatan Akuntan Indonesia pada hari 
Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 
H. /10 Juni 2000. 

b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan 
Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 
Jumadil Akhir 1421 H./16 September 
2000. 



MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG PENCADANGAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN 
SYARI'AH 

: Ketentuan Umum 

1. Pencadangan boleh dilakukan oleh LKS. 

2. Dana yang digunakan untuk pencadangan diambil dari bagian 
keuntungan yang menjadi hak LKS sehingga tidak merugikan 
nasabah. 

3. Dalam perhitungan pajak, LKS boleh mencadangkan dari seluruh 
keuntungan. 

4. Dalam kaitan dengan pembagian keuntungan, pencadangan 
hanya boleh berasal dari bagian keuntungan yang menjadi hak 
LKS. 

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele- 
saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H . 

16 September 2000 M. 
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DEWAN SYARIAH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, Sekretaris, 



K.H.A. Sahal Mahfudh 



Dr. H. Din Syamsuddin 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 

Tentang 

AL-QARDH 



Dewan Syari'ah Nasional setelah: 

Menimbang : a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai 

lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial 
yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal; 

b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat 
dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip al- 
Qardh, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan 
ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang 
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Mengingat 



diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh 
LKS dan nasabah. 



c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad al-Qardh 
untuk dijadikan pedoman oleh LKS. 



1. Firman Allah SWT, antara lain: 

*o 'i i'* \' \ 1t o' o >• t'* t 1° Z' T " 0 * ^l t " 

# A I 1^] 1 (jjpJi 

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al- 
Bagarah [2]: 282). 



Jjakllj I j3jl IjU Igjflj 



"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al- 
Ma'idah [5]: 1). 

. . cs^l 'hJA- J* cj]j 



"Dan jika ia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah 
tangguh sampai ia berkelapangan.. ." (QS. al-Baqarah [2]: 280) 



2. Hadis-hadis Nabi s. a. w., antara lain: 

- 0.i5 



0 f* '0 £0 * O* ' *±I i ' & 'i 1'’°*®tl ' £0 O 3f» ' 0 £0 i 0 * O ' ' & 'i O ' 

'A juia 

0 % f 0 ' 0 **0'0tl' l' A' 0 ' <3 a i 0 ' 0 * i' ••' i' i 0 ' ' £0 

4_i^.l ^_3 AijuI j t^OaLLaJI 



"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, 
Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah 
senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong 
saudaranya" (HR. Muslim). 



(4^U=J aljj) . . .pk ^1 ^ 

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu 
adalah suatu kezaliman..." (HR. Jama'ah). 

<j_j| j Jjb jJj „I jj) 'Jaj Aa-ljJl 

_ ( Aa^.1 j 

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu 
menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" 
(HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad). 

jUMi »i jj) ;uioi y 




"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling 
baik dalam pembayaran hutangnya" (HR. Bukhari). 



3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: 

LUf jt V!>Lk iklL, H\ Q } «\\:*\\ Oh yl«If 
jt yj* Jc. 



"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
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Memperhatikan: 

Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



Ketiga 



mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram." 

4. Kaidah fiqh: 

U -' f 'i ' 'V o.-' 55 " o ■S'» ^ 

- -J J* LP 

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang 
berpiutang, mugridh) adalah riba." 



Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M. 

MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG AL-QARDH 



Ketentuan Umum al-Qardh 

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah 
( muqtaridh ) yang memerlukan. 

2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang 
diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. 

3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana 
dipandang perlu. 

5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) 
dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam 
akad. 

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh 
kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah 
memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: 

a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau 

b. menghapus ( write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. 

Sanksi 

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengem- 
balikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena 
ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada 
nasabah. 

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud 
butir 1 dapat berupa —dan tidak terbatas pada— penjualan 
barang jaminan. 

3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus 
memenuhi kewajibannya secara penuh. 



Sumber Dana 

Dana al-Qardh dapat bersumber dari: 

a. Bagian modal LKS; 

b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan 
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c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran 
infaqnya kepada LKS. 

Keempat : 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan 

kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, 
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi 
Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika 
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 



Muharram 1422 H 



2001 M 



Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal : 24 

18 April 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 



K.H.M. SAHAL MAHFUDH PROF. DR. H. M. DIN SYAMSUDDIN 
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FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NOMOR: 20/DSN-MUI/IV/2001 

Tentang 

PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI 
UNTUK REKSA DANA SYARI'AH 

0*0 1 (Juu 

Dewan Syari'ah Nasional setelah, 

Menimbang : a. bahwa Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan 

aktifitas ekonomi ( mu'amalah ) dengan cara yang benar dan baik, 
serta melarang penimbunan barang, atau membiarkan harta 
(uang) tidak produktif, sehingga aktifitas ekonomi yang dilakukan 
dapat meningkatkan ekonomi umat. 

b. bahwa aktifitas ekonomi dalam Islam, selain bertujuan untuk 
memperoleh keuntungan, harus memperhatikan etika dan hukum 
ekonomi Syari'ah. 

c. bahwa aktifitas ekonomi dalam Islam dilakukan atas dasar suka 
sama suka (al-taradi-t^s-^ j5^), berkeadilan (al-'adalah 

dan tidak saling merugikan (laa dharara walaa dhiraar- jj-^ 3 V 

Vj). 

d. bahwa salah satu bentuk mu'amalah pada masa kini adalah 
Reksa Dana 

e. bahwa dalam Reksa Dana konvensional masih banyak terdapat 
unsur-unsur yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, baik dari 
segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian 
keuntungan. Oleh karena itu, perlu adanya Reksa Dana yang 
mengatur hal-hal tersebut sesuai dengan Syari'ah Islam. 

f. bahwa agar kegiatan Reksa Dana sesuai dengan Syari'ah Islam, 
DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang reksa dana 
untuk djadikan pedoman oleh LKS. 

Memperhatikan : a. Keputusan dan Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang 

Reksadana Syari'ah, tanggal 24-25 Rabi'ul Awal 1417 H/29-30 
Juli 1997 M. 

b. Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 

c. Surat dari PT. Danareksa Investment Management, nomor S- 
09/01/PS-DIM. 

d. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Senin, 15 Muharram 1422 H. /9 April 2001 dan hari Rabu, 24 
Muharram 1422 H./18 April 2001. 

Mengingat : 1. Firman Allah SWT., antara lain: 

(275 >11) . . ya 2>l >1 j... 

"...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." 
(QS. al-Baqarah [2]: 275). 

(29 : *Luuii) J vt jtau \’y*\ 'j^\ Lsl u 
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Menetapkan 



"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara 
kamu,..." (QS. al-Nisa' [4]: 29). 

(1 :^U) . . . I*j9jt \°J * i U 

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al- 
Ma'idah [5]: 1). 

.(279 y j^) C . . . . 



"...kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" 
(QS. al-Baqarah [2]: 279). 



I jiLnj (J) 



"...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari 
Tuhanmu ..." (QS. al-Baqarah [2]: 198). 



2. Hadis Nabi s. a. w., antara lain: 

‘Jkt ji \k3Lfl V] 'j£ jjtk 

.(l_S jC. ,jj jj^C. (jc. <_£JU jail 



"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan 
syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang 
halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmizi dari 'Amr bin 
'Auf). 

(jc. ,Va^l j ClbaLk^all ejljc- (jC. eljj) J)\ j 

(lPP (p L>j' 

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain" (HR. Ibn Majah dari 'Ubadah bin 
Shamit, Ahmad dari Ibn 'Abbas, dan Malik dari Yahya). 



3. Kaidah Fiqh: 

^Ic. (Jjj ^3 Ua ^3 <_) 



"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan 
sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya." 



MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI UNTUK 

REKSA DANA SYARI’AH 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 



1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari 
masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek 
oleh Manajer Investasi. 

2. Portofolio Efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh 
para pemodal dalam Reksa Dana. 

3. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek 
untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok 
nasabahv 

4. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan Efek untuk ditawarkan kepada publik. 

5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, 
saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak 
berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. 

6. Reksa Dana Syari'ah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan 
prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta 
(sahib al-mal/ Rabb al Mal ) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, 
maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna 
investasi. 

7. Mudharabah/g/'rad adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan 
hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang 
diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan 
syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian 
ditanggung oleh shahib al-mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib. 

8. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum 
dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek. 

9. Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa 
penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk 
menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili 
pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. 



BAB II 

MEKANISME KEGIATAN REKSA DANA SYARI'AH 

Pasal 2 



1. Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari'ah terdiri atas: 

a. antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem wakalah, dan 

b. antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem 
mudharabah. 

2. Karakteristik sistem mudarabah adalah: 

a. Pembagian keuntungan antara pemodal ( sahib al-mal ) yang diwakili oleh Manajer 
Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati 
kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan 
atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. 
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b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. 

c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi 

yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya ( gross 

negligence/tafrith ) . 

BAB III 

HUBUNGAN, HAK, DAN KEWAJIBAN 



Pasal 3 

Hubungan dan Hak Pemodal 



1. Akad antara Pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan secara wakalah. 

2. Dengan akad wakalah sebagaimana dimaksud ayat 1, pemodal memberikan mandat 
kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, 
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. 

3. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksa Dana 
Syari'ah. 

4. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksa Dana Syari'ah. 

5. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali 
penyertaannya dalam Reksa Dana Syari'ah melalui Manajer Investasi. 

6. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan 
tersebut. 

7. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh 
dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian. 

8. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksa 
Dana Syariah. 



Pasal 4 



Hak dan Kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian 



1. Manajer Investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan 
Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. 

2. Bank Kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana Pemodal 
dan menghitung Nilai Aktiva Bersih per-Unit Penyertaan dalam Reksa Dana Syari'ah 
untuk setiap hari bursa. 

3. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif 
tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang 
dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syari'ah. 

4. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan amanat 
dari Pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau Manajer Investasi dan/atau 
Bank Kustodian dianggap lalai ( gross negligence/tafrith), maka Manajer Investasi 
dan/atau Bank Kustodian bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkannya. 
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Pasal 5 

Tugas dan Kewajiban Manajer Investasi 

Manajer Investasi berkewajiban untuk: 

a. Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum 
dalam kontrak dan Prospektus; 

b. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang Unit 
Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari 
kerja berikutnya; 

c. Melakukan pengembalian dana Unit Penyertaan; dan 

d. Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan 
pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang. 



Pasal 6 

Tugas dan Kewajiban Bank Kustodian 



Bank Kustodian berkewajiban untuk: 

a. Memberikan pelayanan Penitipan Kolektif sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana; 

b. Menghitung nilai aktiva bersih dari Unit Penyertaan setiap hari bursa; 

c. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer 
Investasi; 

d. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam 
jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, 
alamat, dan indentitas lainnya dari para pemodal; 

e. Mengurus penerbitan dan penebusan dari Unit Penyertaan sesuai dengan kontrak; 

f. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari 
calon pemodal. 



BAB IV 

PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN INVESTASI 
Pasal 7 

Jenis dan Instrumen Investasi 



1. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan 
Syari'ah Islam. 

2. Instrumen keuangan yang dimaksud ayat 1 meliputi: 

a. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen 
didasarkan pada tingkat laba usaha; 
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b. Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah; 

c. Surat hutang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip Syari'ah; 



Pasal 8 

Jenis Usaha Emiten 



1. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (Emiten) 
yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam. 

2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Syari'ah Islam, antara lain, adalah: 

a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang 
dilarang; 

b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi 
konvensional; 

c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan 
minuman yang haram; 

d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang 
ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 

Pasal 9 

Jenis Transaksi yang Dilarang 

1. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip 
kehati-hatian ( Prudential management/ ihtiyath), serta tidak diperbolehkan melakukan 
spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar . 

2. Tindakan yang dimaksud ayat 1 meliputi: 

a. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu; 

b. Bai al-Ma'dum yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (short 
selling); 

c. Insider trading yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai 
informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang; 

d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) 
hutangnya lebih dominan dari modalnya. 



Pasal 10 

Kondisi Emiten yang Tidak Layak 



Suatu Emiten tidak layak diinvestasikan oleh Reksa Dana Syariah: 

a. apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari 
hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba; 

b. apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 
45%, modal 55 %); 

c. apabila manajemen suatu perusahaan diketahui telah bertindak melanggar prinsip 
usaha yang Islami. 
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BAB V 

PENENTUAN DAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI 

Pasal 11 



1. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana 
Syari'ah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. 

2. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer 
Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur 
non-halal dari pendapatan yang diyakini halal ( tafriq al-halal min al-haram). 

3. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah adalah: 

a. Dari saham dapat berupa: 

- Dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba 
yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam 
bentuk saham. 

- Rights yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan 
oleh emiten. 

- Capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di 
pasar modal. 

b. Dari Obligasi yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa: 

- Bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten. 

c. Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa: 

- Bagi hasil yang diterima dari issuer. 

d. Dari Deposito dapat berupa: 

- Bagi hasil yang diterima dari bank-bank Syari'ah. 

4. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah dan hasil 
investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidak-tidaknya 
setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan 
kepada para pemodal dan Dewan Syari'ah Nasional. 

5. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan 
untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh 
Dewan Syari'ah Nasional serta dilaporkan secara transparan. 



BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 12 



1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur kemudian oleh 
Dewan Syari'ah Nasional. 

2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di 
antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 
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Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H. 

18 April 2001 M. 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 
Ketua, Sekretaris, 



K.H.M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H. Pin Svamsuddin 
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FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

NO: 21/DSN-MUI/X/2001 

Tentang 

PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH 

~ i ^ Jdll ~ ■ ul 



Dewan Syari'ah Nasional setelah: 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya meng- 
antisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan 
ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana 
tertentu sejak dini. 

b. bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana 
tersebut dapat dilakukan melalui asuransi; 

c. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan 
persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan; apakah status 
hukum maupun cara aktifitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip 
syari'ah; 

d. bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan 
menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi yang 
berdasarkan prinsip-prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman 
oleh pihak-pihak yang memerlukannya. 

1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan: 

I jSSlj I&l IiLZ&a 'J££j 431! I J£>\ ! jL! ^33t 

.(18 ; aIII 

"Hai orang yang beriman! Bertaqwaiah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk 
hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" 
(QS. al-Hasyr [59]: 18). 

2. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang 
harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain: 

( 




"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 
Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 
(QS. al-Maidah [5]: 1) 



< M 



u’ 'rik lA IjJjj °Ji t <31 ! 'j) 

'js m 'j) ^ tiu m y i j ^ 



(58 >luul!) 
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"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamiu 
menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil..." 
(QS. an-Nisa [4]: 58). 



;> LL^\j 3! U4» I jLi; 0^1 

(90 'ujk^ Tjikll 



"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan 
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan" (QS. al-Maidah [5]: 90) 

(275 jiJl) 4 J £p 43» l&Jj 



"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. 
2: 275) 



" o . o J o J* A» °* i i tl 

U&oja fnS u) I jJ^Jl 



.(278 :'•>») 



"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman" (QS.2 : al- 
Bagarah [2]: 278). 



(279 jSJ) oJ&Z V j V j-at (Jjj Jf-J (jjj 



"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu 
pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) 
dianiaya. (QS. ai-Bagarah [2]; 279) 



o £o.A* 

^ S 



0 i 0 1» O', |0 " £ O k' " O'' 't! 0 o > «" 1 0 I " 

(jl I ^jl J i^)judC» (jjj 

(280 :'•>») 



"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka 
berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui" (QS. ai-Bagarah [2]: 280) 



fjk j °J 71 JLU1L •*£!' J \°Ml 7 ITU; UjtU 

jlS dl! t !°jii£ 7j ^ pL'Ji °c^ 

(29 



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan 
(mengambil)harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa 
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian.." (QS. 
an-Nisa [4] : 29) 



3. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong 
dalam perbuatan positif, antara lain : 



I jSSl J Jj^lj £UI ! jljte Uj ^ j&ltj ysi I jljtej 

.(2 :S^U) lis ^ b\ ^ 



"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada 
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Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al- 
Maidah [5]: 2) 

4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa 
prinsip bermu'amalah, antara lain: 

0 ^ o A» 3 . '' \ ' 'Z ^ \" oj k i A» o ^ o A» ho^o-' " Z 'i O " 

(j-a 4_j^^ 4_Lc. ^ml ^ tU-J-lll (j-a 4_j^bi ulo ( j £. ^ (j-a 

4 j -vf /j j_c- jLla JjjJI <jjX. Al J ‘4 ^1 j '<fll 

.(^Ua et 



"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan 
di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari 
kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia 
(suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah). 



4la tJ S3a ri iu^3! 'J* y jWjAl jEa 

(j_C- ^al uiA el jj) ^ II J A-ulkJl 1 4_1 Jj 

( o? u^*A' 



"Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling 
mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau 
satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut 
menderita" (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir) 

^_ua ^j| ^jc. el l ‘ >*»» ; 4jJaxj aJuj j^all ^aj^olf 



"Seorang mu 'min dengan m u 'min yang lain ibarat sebuah 
bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain" (HR 
Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari) 



o! jj) Uaijk ‘Jkt j\ Ua’jA Vl UjAAallj 

fl^C. (_jj ^jc. 



"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat 
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf) 



& fLu^j ^ jUJ! oljj) a ^ Jal LJSJ UaSl j plpb JU«C.t2! UaSl 



"Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang 
akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya". 
(HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab). 



»| Jj) j> 31 ^ ^ 4li. 4_ll! t5 H^ U ^ 

(_jC- 4 -vl ^ /j,) j J jl J j jj? j 



"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar" 
(HR. Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu 
Hurairah). 



o\ jj) f.\ >>i^ 



o A*^ o f o A**' o Z i 

p Su ^ ’ ^ u) 



"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling 
baik dalam pembayaran hutangnya" (HR. Bukhari). 
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j 4 ClLaL^all S ^IjC» ^jC» 6 1 jj) jt ^)jJaV J 

(c>=S 0° ‘l^W^ cjjI 



"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain." (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 
'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik 
dari Yahya). 



7. Kaidah fiqh yang menegaskan: 

jz, j LJi— Vi -i 



"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. " 

\ >* 0 v H 0 <* * ' i0 * * " *Z 

. u 1 ^ 1 -2 

"Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin. " 

-3 



"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan." 

Memperhatikan : 1. Hasil Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI tanggal 13-14 

Rabi'uts Tsani 1422 H / 4-5 Juli 2001M. 

2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah 

Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H/09 April 
2001 M. 

3 . Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah 

Nasional pada 25 Jumadil Awal 1422 H/15 Agustus 2001 & 29 
Rajab 1422 H/17 Oktober 2001. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH 

Pertama Ketentuan Umum 

1. Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha 

saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah 
orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau 
tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk 

menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang 

sesuai dengan syariah. 

2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) 
adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir 
(perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang 
haram dan maksiat. 

3. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk 
tujuan komersial. 

4. Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan 
dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata 
untuk tujuan komersial. 

5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan 
sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan 
kesepakatan dalam akad. 




rgsmitra.com 



Kedua 



Ketiga 



Keempat 



Kelima 



Keenam 



Ketujuh 



6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh 
perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. 

Akad dalam Asuransi 

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri 
atas akad tijarah dan/atauakad ta bar r u'. 

2. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah 

mudharabah. Sedangkan akad tabarru' adalah hibah. 

3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan : 

a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan; 

b. cara dan waktu pembayaran premi; 

c. jenis akad tijarah dan / atau akad tabarru' serta syarat-syarat 
yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. 

Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru' 

1. Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak 
sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai 
shahibul mal (pemegang polis); 

2. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang 
akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena 
musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola 
dana hibah. 

Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru' 

1. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila 
pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya 
sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum 
menunaikan kewajibannya. 

2. Jenis akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi jenis akad 

tijarah. 

Jenis Asuransi dan Akadnya 

1. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi 
kerugian dan asuransi jiwa. 

2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah 
mudharabah dan hibah. 



Premi 

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis 
akad tabarru'. 

2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah 
dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk 
asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, 
dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam 
penghitungannya. 

3. Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat 
diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada 
peserta. 

4. Premi yang berasal dari jenis akad tabarru' dapat 
diinvestasikan. 

Klaim 
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Kedelapan 

Kesembilan 

Kesepuluh 



Kesebelas 



Ketua, 

ttd 

K.H.M.A. Sahal 



1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal 
perjanjian. 

2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang 
dibayarkan. 

3. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan 
merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. 

4. Klaim atas akad tabarru merupakan hak peserta dan 
merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati 
dalam akad. 

Investasi 

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan 
investasi dari dana yang terkumpul. 

2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. 

Reasuransi 

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada 

perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah. 

Pengelolaan 

1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu 
lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. 

2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari 
pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah 
(mudharabah). 

3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujrah (fee) dari 
pengelolaan dana akad tabarru' (hibah). 

Ketentuan Tambahan 

1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan 
diawasi oleh DPS. 

2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika 
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 

Pada Tanggal : 17 Oktober 2001 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Sekretaris, 

ttd 

Mahfudh Prof. Dr. H.M. Pin Svamsuddin 
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FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
Nomor: 22/DSN-MUI/III/2002 
Tentang 

JUAL BELI ISTISHNA' PARALEL 

4>l 



Dewan Syari'ah Nasional, setelah 



Menimbang 



Menimbang 



a. bahwa akad jual beli Istishna' yang dilakukan oleh 

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya 
secara paralel ^Uk-aiuiVI), yaitu sebuah 

bentuk akad Istishna' antara nasabah dengan LKS, 
kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada 
nasabah, LKS memerlukan pihak lain sebagai Shani '; 

b. bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syari'ah 
Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa 
tentang istishna' paralel untuk menjadi pedoman. 

1. Hadist Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf: 



2 



tr. U j a'j__k 

jk vi 

.a'jk ‘jkt ‘J 



"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal 
atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin 
terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat 
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram. " 

Hadist Nabi: 



.iil j 4.^. La ©1 j j) q j 

Aut k a ^gj\ (j C- LaA^)JC.j 

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri 
maupun orang lain" (HR, Ibnu Majah, Ai-Daraquthni, 
dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri). 

3. Kaidah fiqh: 

Jc. oy'j pbLaLLall J 

\" ° ° r* 



Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



4. Kaidah Fiqih 



jjjutnJI t . ''-v ' 



Kesulitan itu dapat menarik kemudahan 

5. Kaidah Fiqih 

S JJ jLill 4j \JL 'Jj& Ai 



Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat 

6. Kaidah Fiqih 

cuisns 

K ^ «4 ^ ^ ^ ^ «4 

Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan 
sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan 
syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat) 



1. Surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 
2293/DSAK/IAI/I/2002 tertanggal 17 Januari 2002 
perihal Permohonan Fatwa Istishna' Paralel. 

2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan 
Syari'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 
Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 



MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG JUAL BELI ISTISHNA' PARALEL 

Ketentuan Umum 

1. Jika LKS melakukan transaksi Istishna', untuk 
memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat 
melakukan istishna' lagi dengan pihak lain pada obyek 
yang sama, dengan syarat istishna' pertama tidak 
bergantung ( mu'allaq ) pada istishna' kedua. 

2. LKS selaku mustashni' tidak diperkenankan untuk 
memungut MDC ( margin during construction ) dari 
nasabah (shani') karena hal ini tidak sesuai dengan 
prinsip syariah. 

3 . Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad 
Istishna' (Fatwa DSN nomor 06/DSN-MUI/IV/2000) 
berlaku pula dalam Istishna' Paralel. 

Ketentuan Lain 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah 
pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan 
Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah. 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
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sebagaimana mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 14 Muharram 1423 H. 

28 Maret 2002 M 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 




Sekretaris, 




FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002 

Tentang 

POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH 



Dewan Syari'ah Nasional setelah, 



Menimbang a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah 

pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada 
umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu 
yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah; 

b. bahwa dalam hal nasabah melakukan pelunasan 
pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu 
yang telah disepakati, LKS sering diminta nasabah 
untuk memberikan potongan dari total kewajiban 
pembayaran tersebut 
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c. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah 
tersebut menurut ajaran Islam, DSN memandang 
perlu menetapkan fatwa tentang potongan pelunasan 
dalam murabahah sebagai pedoman bagi LKS dan 
masyarakat secara umum. 



Mengingat 



1. 



2. 



man Allah QS. al-Baqarah [2]: 275: 

* -'t! *. 5j " " -'o^aki % ^ i i k' 

. • • f <-U' j . . . 



"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba...." 

Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29: 



‘J V) JLldb ^ 1’jU 0^1 'U 

JJ cJC- S 



"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling 
memakan (mengambil) harta sesamamu dengan 
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan sukarela di antaramu..." 

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1: 

U fjTj !“jL! U 

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad -akad itu". 



4. 



Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2: 

j* r/jUUj v j . . . 

(2 ;S4jU1!) 

"... dan tolong -menolonglah dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan tagwa...." 



5. Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan 
shahihkan oleh Ibnu Hibban : 

i ' \ 0 f " iZ f * ^ 1 * 0jS * a tt O'' o f 0 

olll (jl Ajc. <011 j jn* > >i ( _ s jI ^jc. 

Ldl *(JU aJIj Aj3c. Uli ^3 

(jLa> -L^La j t>\ 

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh 
dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. 



6. idis Nabi riwayat al-Thabrani dalam al-Kabir dan al- 
Hakim dalam al-Mustadrak yang menyatakan bahwa 
hadis ini shahih sanadnya : 

LU ^iua j Aj\ j AjIc. olll ^1* «a (jl ^jjo IjC. (_jjI (_£ 

^±i U \ I jllla i Ia (JjjU o$.IU. 
t’tJaU jjjL ^Ull Jc. USj l_bkl > u’cj jJi ULI «UI 
I 1 >*» ■ ^Lu j -di J A Uc. <01 1 <01 1 (_]Ls3 

lU^pJjaidl ^3 ^ 'D.'UH e ^JD) ' J^V J 
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Memperhatikan 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 

Pertama 



Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa 
Nabi Saw. ketika beliau 
memerintahkan untuk 

mengusir Bani Nadhir, 
datanglah beberapa orang 
dari mereka seraya 
mengatakan: "Wahai 

Nabiyallah, sesungguhnya 
Engkau telah memerintahkan 
untuk mengusir kami 
sementara kami mempunyai 
piutang pada orang-orang 
yang belum jatuh tempo" 
Maka Rasulullah saw 
berkata: "Berilah keringanan 
dan tagihlah lebih cepat". 



7. 



idis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: 




w 



"Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal 
atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin 
terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat 
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram. " 



8. Kaidah fiqh: 

j* ® <j 'juVf 

\" ° 0 r* 

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. " 



1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI 
Nomor: UUS/2/878 tahun 2002. 

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah 
Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 
H./ 28 Maret 2002 



FATWA TENTANG POTONGAN PELUNASAN 
DALAM MURABAHAH 

Ketentuan Umum 

1. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan 
pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat 
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Kedua 



K.H. 



Dewan Syariah 
Menimbang 



dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh 
memberikan potongan dari kewajiban pembayaran 
tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam 
akad 

2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas 
diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS. 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal : 14 Muharram 1423 H. 

28 Maret 2002 M. 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 



M.A. Sahal Mahfudh 



Prof. Dr. H. M. Pin Svamsuddin 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
Nomor: 24/DSN-MUI/III/2002 
Tentang 

SAFE DEPOSIT BOX 






Nasional setelah, 

: a. bahwa salah satu jasa perbankan yang menjadi 

kebutuhan masyarakat adalah menyediakan tempat 

penyimpanan barang berharga atau dikenal dengan 

istilah safe deposit box (SDB), 

b. bahwa untuk itu, Bank Syariah dipandang perlu 

menyediakan jasa penyimpanan dan/atau penitipan 
barang berharga tersebut, 
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c. bahwa agar transaksi tentang SDB dapat dilakukan 
sesuai dengan prinsip Syariah, DSN memandang perlu 
menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan 
pedoman. 



Mengingat 



1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 233: 



^1 U 131 jt °jlj ... 



"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 
lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan. " 

2. Firman Allah, QS. al-Qashash [28]: 26: 



l-Allkl Cj 

/u-Vl 

lah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Hai ayahku! 
Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), 
karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu 
ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat 
lagi dapat dipercaya." 

3. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa 
Nabi bersabda: 




Lft^j ’J 'J}1 S'jkt 'j^V 1 1 

ol j AS^C. 

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. " 

4. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari, dari 'Aisyah r.a. ia 
berkata: 

. ijA iU. j jSj j j Ajlt aIII ^JL *-* I jJU j 

AjII t*i3i o liati jOS ( _ 5 Ic. j* j . j&UJI ilujiilj 

1 .afrjjlsJ UaAljti 4^)0 Cllilj Jmj .jjj jtc. ol.le.ljj t l ag-jaLJj 

blijjli cCllilj 



bi SAW bersama Abu Bakar mengupah seorang laki-laki 
dari Bani Diil sebagai penunjuk jalan yang mahir, sedang 
laik-laki itu masih berpegang pada agama kaum kafir 
Quraisy. Nabi SAW dan Abu Bakar mempercayai orang 
itu, lalu menyerahkan kedua kendaraan mereka 
kepadanya dan mereka berjanji kepadannya untuk 
bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam. Laki-laki itu 
kemudian datang kepada mereka dengan membawa 
kedua kendaraan tersebut di pagi hari pada malam 
ketiga. Lalu keduanya pergi (menuju Madinah). 

5. Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i dari 
Sa'd Ibn Abi Waqqash, dengan teks Abu Daud, ia 
berkata: 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



1 — m 'oijSfl j-SS H-S 

A*JU1 Ugj ^ 

<11! aM\ j J ^ j Ul*ii 1*1* 

(jl lj J c*\ fi (J— ^ 4 J Ic. 

»»j 5 • a | ^ -* j ^ ^ 

jUiaS jl L-I&Aj 



"Kami pernah menyewakan 
tanah dengan (bayaran) hasil 
tanaman yang tumbuh pada 
parit dan tempat yang teraliri 
air; maka Rasulullah melarang 
kami melakukan hal tersebut 
dan memerintahkan agar kami 
menyewakan tanah itu dengan 
emas atau perak (uang). " 

6. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu 
Sa'id al-Khudri, Nabi s. a. w. bersabda: 

I jr 1 ’’ '' Cy* 

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah 
upahnya. " 



1. Surat Direksi Bank Syariah Mandiri No 3/37/DPP Tanggal 
31 Agustus 2001 tentang Permohonan Fatwa untuk 
Layanan Safe Deposit Box BSM. 

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional 
pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H./ 28 
Maret 2002 



MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG SAFE DEPOSIT BOX 

1. Berdasarkan sifat dan karakternya, Safe Deposit Box 
dilakukan dengan menggunakan akad Ijarah (sewa). 

2. Rukun dan syarat Ijarah dalam praktek SDB merujuk 
pada fatwa DSN NO.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Pembiayaan Ijarah. 

3. Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah 
barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak 
dilarang oleh negara. 

4. Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 

5. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa 
ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak 
bertentangan dengan rukun dan syarat Ijarah. 



Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 
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Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal : 14 Muharram 1423 H 
28 Maret 2002 M 



DEWAN SYARIAH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 



K. H. M. A. Sahal Mahfudh 



Prof.Dr.H.M. Din Syamsuddin 



FATWA 

DEWAN SYARIAH NASIONAL 
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 

Tentang 

RAHN 

Jl jJjoo-jJI fUJl ^Xjuju 



Dewan Syariah Nasional setelah, 



Menimbang 



a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan 
yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah 
pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai 
jaminan hutang; 

b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu 
merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam 
berbagai produknya; 

c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan 
prinsip-prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional 
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Mengingat 



memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan 
pedoman tentang Rahn, yaitu menahan barang 
sebagai jaminan atas hutang. 

1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283: 



19 



o St o St o — 



Glfiw9 LjIS /Jq ijvJLc oJjS ulq 

‘ — o S o — 

a . . a 



"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu 
tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah 
ada barang tanggungan yang dipegang ..." 



2. s Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r. a., 
ia berkata: 

M . - ° * ' ® f 

fUJI ujj Ol 

Lolsdo 

o — o — o 

■ Ju |jX Lcj> 



-v*;- - o -r— Ji - ^ 

iOJ KJJQ ^ A S C. qJU | t <v l. z /5 

y st ^ Z 'i — <3 st __ o 

J^rl ^J| s5>S^j OtP 



ungguhnya Rasulullah s. a. w. pernah membeli makanan 
dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi 
menggadaikan sebuah baju besi kepadanya." 



3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu 
Majah dari Abu Hurairah, Nabi s. a. w. bersabda: 

o — J 5 o 5 s> __ S o CD o JJ o J* o — 

fuJLc3 cLoJlC cj lSjJI fUJ>Lz) ^ 



dak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik 
yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan 
menanggung resikonya." 



4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al- 
Nasa'i, Nabi s. a. w. bersabda: 

5±*C5 St — o ^ o — — — — — — — St — o St St o uj 

jjJ\ oJo ulS lil fUiLaJu j-Sj , i 

o CXJ " — —o i 2 o — — — ^ — *”— ■ — " i» — o ^ 

sSJJI v _ 5 \JLcq OlS lil 5V4-Q-Q-»J 

— zf " St" __ o "5* —o'— 

.cULoJI 

jnggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki 
dengan menanggung biayanya dan binatang ternak 
yang digadaikan dapat diperah susunya dengan 
menanggung biayanya. Orang yang menggunakan 
kendaraan dan memerah susu tersebut wajib 
menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." 



5. Ijma: 



Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al- 
Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 
181). 



6. Kaidah Fiqih: 

tjJLc jlJi Llju ut !lj oMjolioJI i_svS 

. lg-OJ_pej 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 

Kedua 



Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 



1. 

i_svS jljpr 1 _s'-Lc u^joJLujuoJI goj>l9 ^Lo^rVI Lolg 

(367 {J ^> t 4 g <4 joIa9 usvjlSjoJI) 4JLoj*JI 

- ° 3, * & 

U£&jjoJ I \jAsi) i^_ju jJu \J £ laijl o^l jJU 

(131 \jO 2 ^ i t^SvJuJ j^jujJU gL^joJI t*_S\jLS2j o) 

_-o o £- —o -2 o o -2 Cuic. O -2 o Sio Si O S O 

giCijj ul 1 _ h £jjjoJU (jjtuJ <^1 x-£ _jS£-°sxJI i-Sjj 

o-M l j T p Cv_SV-*jijU 



2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah 
Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 
Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 
26 Juni 2002 

MEMUTUSKAN 
FATWA TENTANG RAHN 

Hukum 

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai 
jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan 
ketentuan sebagai berikut. 

Ketentuan Umum 

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk 
menahan Marhun (barang) sampai semua hutang 
Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. 

2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. 

Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan 
oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak 
mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu 
sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 

perawatannya. 

3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada 
dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat 
dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan 
pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban 

Rahin. 

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun 
tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 

5. Penjualan Marhun 

a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus 

memperingatkan Rahin untuk segera melunasi 
hutangnya. 
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Kedua 



b. Apabila Rahim tetap tidak dapat melunasi 
hutangnya, maka Marhum dijual paksa/dieksekusi 
melalui lelang sesuai syariah. 

c. Hasil penjualan Marhum digunakan untuk 
melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 
penjualan 

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahim 
dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahim. 

Ketentuan Penutup 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah 
pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 
Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai- 
mana mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 
Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H 

26 Juni 2002 M 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 



K.H. M.A. Sahal Machfudh 



Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin 
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FATWA 

DEWAN SYARIAH NASIONAL 
Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 



Tentang 
RAHN EMAS 



Dewan Syariah Nasional setelah, 



Menimbang 



Mengingat 



i. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang 

menjadi kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu 
menahan barang sebagai jaminan atas hutang; 

b. bahwa bank syari'ah perlu merespon kebutuhan 
masyarakat tersebut dalam berbagai produknya; 

c. bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim 
menjadikan emas sebagai barang berharga yang 
disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai 
jaminan hutang untuk mendapatkan pinjaman uang; 

d. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional 
memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu 
untuk dijadikan pedoman. 

1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 283: 

' cs-k- (j]j 

'j* j 

Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu 
tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah 
ada barang tanggungan yang dipegang. . . . 

2 

s Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah 
r. a., ia berkata: 



jL* m 'j j* j y 

UijP AjAjj JsS igSjte 

O'' 0 

(j-® 



ingguhnya Rasulullah s. a. w pernah membeli makanan 
dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi 
menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. 



3. 



Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu 
Majah dari Abu Hurairah, Nabi s. a. w. bersabda: 



A ^ A^ojc. aJ tAj& j 1 Ajl^H ^ 



dak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik 
yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat 
dan menanggung resikonya." 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al- 
Nasa'i, Nabi s. a. w. bersabda: 



jUt tUjA (ji-S Ijj f'\ aVn 1 , /Cj J 



> " 0 2 ^>0 " 0 ♦ " 4 S-O ^ 0 ^ ^ 1 >• l'* I .* 

4 u U] 4j_aa. 



u 






jnggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki 
dengan menanggung biayanya dan binatang ternak 
yang digadaikan dapat diperah susunya dengan 
menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan 
kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan 
biaya perawatan dan pemeliharaan." 

5. Ijma' : 

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al- 
Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 
181). 

6. Kaidah Fiqh: 

.i je. oyj °d % j 'juvi 

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

1. Surat dari Bank Syariah Mandiri No 3/305/DPM 
Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan 
Fatwa atas Produk Gadai Emas. 

2. Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari 
Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M. 

MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG RAHN EMAS 

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn 

(lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 

tentang Rahn). 

2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang ( marhun ) 
ditanggung oleh penggadai ( rahin ). 

3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya 
didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata 
diperlukan. 

4. Biaya penyimpanan barang ( marhun ) dilakukan 
berdasarkan akad Ijarah. 



Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 
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Tanggal : 14 Muharram 1423 H 
28 Maret 2002 M 



DEWAN SYARIAH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, Sekretaris, 



K.H. M.A. Sahal Mahfudh Prof.Dr.H.M. Din Svamsuddin 
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FATWA 

DEWAN SYARIAH NASIONAL 
Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 

Tentang 

AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK 

& A* 



Menimbang 



Dewan Syariah Nasional setelah, 

a. bahwa dewasa ini dalam masyarakat telah umum 
dilakukan praktik sewa-beli, yaitu perjanjian sewa- 
menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak 
milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah 
selesai masa sewa, 

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat 
tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 
memerlukan akad sewa-beli yang sesuai dengan 
syari'ah, 

c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) 

memandang perlu menetapkan fatwa tentang sewa-beli 
yang sesuai dengan syari'ah, yaitu akad al-ijarah al- 
muntahiyah bi al-tamlik ( t 4aLu3 li atau al- 

ijarah wa al-iqtina' (*l22aYI j * jW-V') untuk dijadikan 
pedoman. 



Mengingat 



1. Firman Allah, QS. al-Zukhruf [43]: 32: 



i 0 * ' o > -0- 4-0 - ^ o - 'f' ' + ' ° \ o > 0 J «f 

<js^ pg ' Uj (jaj cCl jj c j ^1 

C'.iI'-n jj akj jji g * ; IjjlSjj djjUl ‘Al V-vll 



# p j* oaj Lo-a ) di. L-iA^.p j i i ‘ Ll 



a: 



1 > ^aat J 



j i 



"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat 
Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka 
penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami 
telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang 
lain beberapa derajat, agar seba-gian mereka dapat 
mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat 
Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. " 



2 . 



Hadits Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah 
dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s. a. w. bersabda: 






j aIM IjU 'jk&J 



O* 



"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah 
upahnya" 

3. Hadits Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i dari 
Sa'd Ibn Abi Waqqash, dengan teks Abu Daud, ia 
berkata: 
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Memperhatikan 



V- Uj tJjtt I> J \ 'jiJ Jk Oj 

'JLj 4lil Alll U IjLTj f UL 

^Iba j! l_jAAj °(j Ij j 



"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) 
hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang 
teraliri air; maka Rasulullah melarang kami melakukan 
hal tersebut dan memerintahkan agar kami 
menyewakan tanah itu dengan emas atau perak 
(uang ). " 



4. Hadits Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, 
Nabi s. a. w. bersabda: 

*jkt jf ^ ikiia vi ^ik yikt 

jf VVl^ jk Uky; VI ^ OjX^I j Q> 

<Jk! 



"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat 
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram . " 



5. Hadits Nabi riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud: 

(j (jc. ^luoj Aaic. AAJI AAil J <^4-* 

+ ' i' ** <♦ o*' 

"Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam 
satu obyek . " 



6. Kaidah fiqh: 

a. jc. oyj y Vi p^u^i Js DUVi 

t " ° ° r* 

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. " 



b. 



9 q^9 & ' -*o ' 



. " > 



Ucjj! 

.^i 



"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat 
hukum Allah . " 



1. Surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 
2293/DSAK/IAI/I/2002 tertanggal 17 Januari 2002 
perihal Permohonan Fatwa. 

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional 
pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H. / 28 
Maret 2002. 
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MEMUTUSKAN 

Menetapkan FATWA TENTANG AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI 

AL-TAMLIK 

Pertama Ketentuan Umum: 

Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik boleh dilakukan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam 
akad Ijarah (Fatwa DSN nomor: 09/DSN- 

MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad al- 
Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik. 

2 Perjanjian untuk melakukan akad al-Ijarah al- 
Muntahiyah bi al-Tamlik harus disepakati ketika akad 
Ijarah ditandatangani. 

3 Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan 
dalam akad. 



Kedua Ketentuan tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al- 

Tamlik 

1 Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiah bi al- 
Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih 
dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan 
jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan 
setelah masa Ijarah selesai. 

2 Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal 

akad Ijarah adalah wa'd yang hukumnya tidak 

mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka 
harus ada akad pemindahan kepemilikan yang 
dilakukan setelah masa Ijarah selesai. 



Ketiga : 1 Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 

atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah 
pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 
Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

2 Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 14 Muharram 1423 H. 



28 Maret 2002 M. 
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DEWAN SYARIAH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, Sekretaris, 



K.H. M. A. Sahal Mahfudh Prof.Dr.H.M. Pin Svamsuddin 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 

Tentang 

JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF) 

cy^’J & A* 



Dewan Syari'ah Nasional setelah, 



Menimbang 



a. bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi 
berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi 
jual-beli mata uang ( al-sharf ), baik antar mata 
uang sejenis maupun antar mata uang berlainan 
jenis; 

b. bahwa dalam 'urf tijari (tradisi perdagangan) 
transak-si jual-beli mata uang dikenal beberapa 
bentuk transaksi yang status hukumnya dalam 
pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk 
dengan bentuk lain; 

c. bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan 
sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang 
perlu menetapkan fatwa tentang al-sharf untuk 
dijadikan pedoman. 
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Mengingat 



1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275: 

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba...." 

2. Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari 
Abu Sa'id al-Khudri: 

Uajj ;'Jli d j ^ll #&l (jl 

A^.U ^jjlj oljj) ijj^a\ JJ (jfr £ull 

(j4^ Lhf' 



3. 



Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli 
itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan 
(antara kedua belah pihak)" (HR. al-Baihaqi dan 
Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). 



Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, 
Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 
'Ubadah bin Shamit, Nabi s. a. w. bersabda: 



} * <3 U' " s* tl * " s* tt 

J JjJU JoJlj 4 i >> Q \1 j <jJa9il J L-JAASIj L * AJI 



^ 

&AA ClnSjk.1 4 Ajj Iaj 45.I 

iu 'rk 131 L*S l°j*!ua 

• **-* ** e \ ' ** — ✓ **-* 



"(Juallah) emas dengan emas, perak dengan 
perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan 
sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan 
garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis 
serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah 
sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. " 



4. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu 
Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin 
Khatthab, Nabi s. a. w. bersabda: 



"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali 
(dilakukan) secara tunai." 



5. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al- 
Khudri, Nabi s. a. w. bersabda: 

IjLjoj Vj ^ 4 « V) l_iAA]I ' j»»~i V 

Vl ijjJh tjjjSl Vj 

I j* jjj Vj ^Jc. ' * ‘ 1 3 %^ Vj 



"Janganlah kamu menjual emas dengan emas 
kecuali sama (nilainya) dan janganlah 
menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; 
janganlah menjual perak dengan perak kecuali 
sama (nilainya) dan janganlah menambahkan 
sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah 
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Memperhatikan 



menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai 
dengan yang tunai. " 

6. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan 
Zaid bin Arqam: 

£*? CP ^ ls ^ ^ cs^ 

•**-'* -* 



7. 



"Rasulullah saw melarang menjual perak dengan 
emas secara piutang (tidak tunai)." 



Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al- 
Muzani, Nabi s. a. w. bersabda: 



janjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal 
atau menghalalkan yang haram; dan kaum 
muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka 
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal 
atau menghalalkan yang haram." 

8. Ijma. 

Ulama sepakat (ijma') bahwa akad al-sharf 
disyari'at-kan dengan syarat-syarat tertentu. 

1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI 
Nomor: UUS/2/878. 

2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN pada hari 
Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 
2002 M. 



Menetapkan 

Pertama 



MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG 



Ketentuan Umum 

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan) 

b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga 
(simpanan) 

c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang 
sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai 

(at-taqabudh). 

d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan 
dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat 
transaksi dilakukan dan secara tunai. 



Kedua 



Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing 
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a. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan 
pen-jualan valuta asing (valas) untuk penyerahan 
pada saat itu ( over the counter) atau 
penyelesaiannya paling lambat dalam jangka 
waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena 
dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari 
dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak 
bisa dihindari (<4 4' V l*^) dan merupakan 
transaksi internasional. 

b. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan 
penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat 
sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan 
datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu 
tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga 
yang diguna-kan adalah harga yang diperjanjikan 
( muwa'adah ) dan penyerahannya dilakukan di 
kemudian hari, padahal harga pada waktu 
penyerahan tersebut belum tentu sama dengan 
nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam 
bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang 
tidak dapat dihindari (/// hajah). 

c. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian 
atau penjualan valas dengan harga spot yang 
dikombinasi-kan dengan pembelian antara 
penjualan valas yang sama dengan harga forward. 
Hukumnya haram, karena mengandung unsur 
maisir (spekulasi). 

d. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh 
hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual 
yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit 
valuta asing pada harga dan jangka waktu atau 
tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena 
mengandung unsur maisir (spekulasi). 



Ketiga 



Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
keten-tuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal : 14 Muharram 1423 H . 28 
Maret 2002 M. 



DEWAN SYARIAH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 
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Ketua, 



Sekretaris, 



K.H. M .A. Sahal Mahfudh 



Prof.Dr.H.M. Pin Svamsuddin 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 

Tentang 

PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI 
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH 

o o i ^ i o 

^ A 0 ' 



Dewan Syari'ah Nasional setelah: 

Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang 

menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan 
talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH); 

b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon 
kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya; 

c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan 
prinsip syari'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu 
menetapkan fatwa tentang pengurusan dan pembiayaan haji 
oleh LKS untuk dijadikan pedoman. 



Firman Allah, QS. al-Maidah [5]: 1: 1. : Mengingat 

jguvi \°j*j i'jLi gj 'g 

** sM V * r * M ** * 0 Mf- \\ \ 9 ^®r 



d 
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"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad -akad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki- 
Nya. " 



2. Firman Allah, QS. al-Qashash [28]:26: 






J ^ O! 






"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Hai ayahku! 
Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 
bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya. " 



3. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 282: 

-* Z " % f' f ^4 o " o I" ^ i -* i -i" T " 0 * 1 " 

##> a u] I jIa) 1§JU 

"/-/a/ orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis . . . " 



4. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 280: 

. . .§>-4* cs^l j j <ji£ 'ji j 

"Dan jika ia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah 
tangguh sampai ia berkelapangan..." 



5. 



Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong 
dalam perbuatan positif, antara lain QS.al-Maidah [5]: 2: 



jSai j ufji^fj jz, i /jUO v j ^ 'j£Ji j jOt ^ i jj 

AjA^ 4311 y 431! 



"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesung- 
guhnya Allah amat berat siksa-Nya" 



6. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Flurairah dan Abu Sa'id 
al-Khudri, Nabi s. a. w. bersabda: 






.t 4^1£la ! j£.f 'jk&J 



O* 



"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukaniah 
upahnya. " 

7. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa 
prinsip bermu'amalah, antara lain hadis riwayat Muslim dari Abu 
Hurairah: 

o *» '' o i» * ^ i " i 'i o ' o ^ |o ^ o' ' Z o ' 

ail i 4UJ.ll) 4j^£ 1 11 ^ CH 0 

AjjJI ^ 

b\ 
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"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan 
di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari 
kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia 

(suka) menolong saudaranya." 

Hadis Nabi s. a. w. riwayat Jama'ah: 8. 

...pt 

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu 

adalah suatu kezaliman...." 

Hadis Nabi s. a. w. riwayat al-Nasa'i, Abu 9. 

Daud, Ibn Majah, dan Ahmad: 

j a JC- Aa.1 jil ^ 

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu 
menghalalkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya. " 

Hadis Nabi s. a. w. riwayat al-Bukhari: 10. 

# j-' 0 O f 0 O'', i 1 

f ' ‘ ~V'. -^jj^. j| 

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling 

baik dalam pembayaran hutangnya. " 

Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf 11. 

al-Muzani, Nabi s. a. w. bersabda: 



"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram. " 

Kaidah Fiqh: 12. 

Smj* 'da& Ift b' V) tio^i J ’J-Vl 

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya. " 

jn.mll i '1*^" AalLall 

"Kesulitan dapat menarik kemudahan. ” 

"Keperluan dapat menduduki posisi 

darurat. " 
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Memperhatikan : 1. Permohonan fatwa dari berbagai LKS, baik tertulis 

maupun lisan, tentang pembiayaan dana talangan haji. 

2. Pendapat peserta rapat pleno DSN pada hari Rabu, 26 Juni 2002 
M./ 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. 



MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LKS 

Pertama Ketentuan Umum 

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh 
imbalan jasa ( ujrah ) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah 
sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. 

2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi 
pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al- 
Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. 

3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh 
dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. 

4. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah 
talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah. 

Kedua Ketentuan Penutup 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah 
dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 

Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H 

26 Juni 2002 M 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 



K.H. M.A. Sahal Machfudh 



Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin 
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FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
Nomor: 30/DSN/VI/2002 

Tentang 

PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARI'AH 






Menimbang 



Mengingat 



Dewan Syari'ah Nasional, setelah 



a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang 

menjadi kebutuhan masyarakat adalah fasilitas 

pembiayaan rekening koran, yaitu fasilitas pinjaman atau 
pembiayaan dari rekening koran dengan ketentuan yang 
disepakati; 

b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon 

kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai 

produknya; 

c. bahwa agar fasilitas tersebut dilaksanakan sesuai dengan 
Syari'ah Islam, Dewan Syari'ah Nasional memandang 
perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk 
dijadikan pedoman. 



1. Firman Allah SWT, QS. al-Ma'idah [5] : 1 : 

I j2jf I jldii 



"Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...". 



2. Firman Allah SWT, QS. al-Isra' [17]: 34: 

..."Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti 
diminta pertanggunganjawabannya 

3. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 275: 

4 -'Z -'i ^ ^ i i y f-' 

• • • W JJ’ f 0^1 J. . . 

..."dan Allah telah menghalalkan jual beli dan meng- 
haramkan riba..." 



Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 275: 

tUjii 14 t jd 'in ;> 

'H' o V» ^ . o-' 9 ' 4 ^ o -''i 4 k. -' 5 j -'o^abi 9 & b 4 £ b'" f-' 

'M Jl ‘rUj .411 J! VjAj iLiL, U & 



4 . 
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“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 
mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka 
berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama 
dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli 
dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 
(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah 
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. " 



5. 



Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf 
al-Muzani, Nabi s. a. w. bersabda: 






“ Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat 
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram." 



6. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, 
dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s. a. w. 
bersabda: 

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri 
maupun orang lain. " 

7. Kaidah Fiqh: 

a- Jc. J 

“ Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. " 

b- 

“Kesulitan dapat menarik kemudahan. " 

C. ejjjLal! AlJL djZ * 

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat. " 

d ■ ^ jlilb cJSilS JjJU 

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama 
dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



tidak bertentangan dengan syari'at. " 

1. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional 
pada hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002. 



MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG PEMBIAYAAN 
REKENING KORAN SYARI'AH 

Ketentuan Umum 

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: 

а. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) adalah 
suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang 
dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah; 

b- Wa'd adalah kesepakatan atau janji dari satu 

pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk 
melaksanakan sesuatu; 

c. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan dari satu pihak 
(LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk melakukan 
akad (transaksi) tertentu yang diperlukan oleh nasabah; 

d. Akad adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang 
menimbulkan hak dan kewajiban. 

Ketentuan Akad 

1. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) dilakukan 
dengan wa'd untuk wakalah dalam melakukan: 

a. pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah dan 
menjualnya secara murabahah kepada nasabah 
tersebut; atau 

b. menyewa {ijarah)/ mengupah barang /jasa yang 
diperlukan oleh nasabah dan menyewakannya lagi 
kepada nasabah tersebut. 

2. Besar keuntungan ( ribh ) yang diminta oleh LKS dalam 
angka 1 huruf a dan besar sewa dalam ijarah kepada 
nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b 
harus disepakati ketika wa'd dilakukan. 

3. Transaksi murabahah kepada nasabah sebagaimana 
dimak-sud dalam angka 1 huruf a dan ijarah kepada 
nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b 
harus dilakukan dengan akad. 

4. Fatwa DSN nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Wakalah, Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 

tentang Murabahah, dan Fatwa DSN nomor: 09/DSN- 
MUI/IV/2000 tentang Ijarah berlaku pula dalam 
pelaksanaan Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) 
sebagaimana dimaksud dalam angka 1 , 2 , dan 3 . 

5. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) dapat 
dilakukan pula dengan wa'd untuk memberikan fasilitas 
pinjaman al-Qardh. 

б. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al- 
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Ketiga 



Qardh berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan 
Rekening Ko-ran Syariah (PRKS) sebagaimana dimaksud 
dalam angka 5 . 

7. Dalam menggunakan transaksi Pembiayaan Rekening 
Koran Syariah (PRKS) sebagaimana dimaksud angka 1, 
2 , dan 3 , penarikan dana tidak boleh dilakukan secara 
langsung oleh nasabah. 

Ketentuan Penutup 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak 
terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan 
Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H 

26 Juni 2002 M 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 



K.H. M.A. Sahal Machfudh 



Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin 
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FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 

Tentang 

PENGALIHAN HUTANG 






Dewan Syari'ah Nasional, setelah 

a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang 
menjadi kebutuhan masyarakat adalah membantu 
masyara-kat untuk mengalihkan transaksi non-syari'ah 
yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai 
dengan syari'ah; 

b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon 
kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai 
produknya melalui akad pengalihan hutang oleh LKS; 

c. bahwa agar akad tersebut dilaksanakan sesuai dengan 
Syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan 
fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman. 

1. Firman Allah SWT, QS. Al-Ma'idah [5] : 1 : 

O «t 10 Jlo f |9 7 / 0 * J» 4 4 " sSft'' 

Jj^uhLj I I \_£jllj 

"Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...". 

2. Firman Allah SWT, QS. al-Isra' [17]: 34: 

jLS jl I jSjl j. . . 

"...dan penuhilah janji ; sesungguhnya janji itu pasti 
diminta pertanggungan jawabnya . " 

3. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 275: 

"...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan meng- 
aramkan riba ... ". 

4. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong 
menolong dalam perbuatan positif, antara lain QS. al- 
Ma'idah [5]: 2: 

Jc. I jSjliS V J Jc. I jSjUSj. 

Aii» o) *a1i» t jSSij 

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
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berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 
kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa- 
Nya." 



Firman Allah SWT., QS. al-Baqarah [2]: 275: 
a f Vl (j J * jij V JjMj (jj^l 
tUjl! ’jL £ull t^t I jUS J4^L '4J3 t^l 't> 

'H' o V» ^ . o-' > ^ 4 " o-''* -'Z' " -'o^abi ** T' 

jU ,ts 'ii. •<>, ,411 J i’J', ,LiL. U 4S 

a/Jl fe? ^ jOII LjIIIJ 



"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 
mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka 
berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama 
dengan riba, padahal Aliah telah menghalalkan jual beli 
dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 
(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah 
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. " 



Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf 
al-Muzani, Nabi s. a. w. bersabda: 






"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat 
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram. " 



Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni, 
dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s. a. w. 
bersabda: 

aVj . 

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri 
maupun orang lain. " 



Kaidah Fiqh: 




"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. " 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



c. 



"Kesulitan dapat menarik kemudahan. " 



SjjjlaJl ZtjL JJ2 J* Z+UJf 



"Keperluan dapat menduduki posisi darurat. " 

d. ^ jImJL Ljjlllf 

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama 
dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama 
tidak bertentangan dengan syari'at . " 



Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional 
pada hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002. 



MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG PENGALIHAN HUTANG 

Ketentuan Umum 

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: 

a. Pengalihan hutang adalah pemindahan hutang nasabah 

dari bank/lembaga keuangan konvensional ke 

bank/lembaga keuangan syariah; 

b. Ai-Qardh adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah 
dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan 
pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada 
waktu dan dengan cara pengembalian yang telah 
disepakati. 

c. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai 
kredit (hutang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional 
(LKK) untuk pembelian asset, yang ingin mengalihkan 
hutangnya ke LKS. 

d. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit 
dari LKK dan belum lunas pembayan kreditnya. 



Kedua 



Ketentuan Akad 

Akad dapat dilakukan melalui 
empat alternatif berikut: 



Alternatif I 

1. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh 
tersebut nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan 
dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit 
tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (^' c^HaII). 

2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, 
dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh- 
nya kepada LKS. 

3. LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi 
miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran 
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Alternatif II 



Alternatif III 



Alternatif IV 



secara cicilan. 

4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al- 
Qardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan 
Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana dimaksud 

alternatif I ini. 

LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; 
sehingga dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk 
antara LKS dan nasabah terhadap asset tersebut. 

2. Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud 
angka 1 adalah bagian asset yang senilai dengan hutang 
(sisa cicilan) nasabah kepada LKK. 

3. LKS menjual secara murabahah bagian asset yang 
menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan 
pembayaran secara cicilan. 

4. Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan 
Pengalihan Hutang sebagaimana dimaksud dalam 

alternatif II ini. 

1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh 

<iO) atas aset, nasabah dapat melakukan akad 
Ijarah dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 
09/DSN-MUI/IV/2002. 

2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi 
kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al- 
Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN- 
MUI/IV/2001. 

3. Akad Ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak 
boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) 
pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2 . 

4. Besar imbalan jasa Ijarah sebagaimana dimaksudkan 
angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan 
yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana 
dimaksudkan angka 2 . 

1. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh 
tersebut nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan 
dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit 
tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (^' <^11*11). 
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Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, 
dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh- 
nya kepada LKS. 

3- LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya 
tersebut kepada nasabah, dengan akad al-Ijarah al- 
Muntahiyah b i al-Tamlik. 

4 - Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al- 
Qardh dan Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 
tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku pula 
dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang 
sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini. 

Ketiga : Ketentuan Penutup 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak 
terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan 
Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H 

26 Juni 2002 M 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, Sekretaris, 



K.H. M.A. Sahal Machfudh 



Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin 
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FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 
Tentang 

OBLIGASI SYARI'AH 



Dewan Syari'ah Nasional, setelah: 



Menimbang 



Mengingat 



a. 



b. 



c. 



bahwa salah satu bentuk instrumen investasi pada 
pasar modal (konvensional) adalah obligasi yang 
selama ini didefinisikan sebagai suatu surat berharga 
jangka panjang yang bersifat hutang yang dikeluarkan 
oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi dengan 
kewajiban membayar bunga pada periode tertentu 
dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo kepada 
pemegang obligasi; 

bahwa obligasi sebagaimana pengertian butir a. 
tersebut di atas, yang telah diterbitkan selama ini, 
masih belum sesuai dengan ketentuan syariah 
sehingga belum dapat mengakomodir kebutuhan 
masyarakat akan obligasi yang sesuai dengan syariah; 

bahwa agar obligasi dapat diterbitkan sesuai dengan 
prinsip syariah, Dewan Syari'ah Nasional memandang 
perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk 
dijadikan pedoman. 



Firman Allah SWT, QS. Al-Ma'idah [5] : 1 : 



i-jajt fjLi 

"Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...' 



Firman Allah SWT, QS. Al-Isra' [17]: 34: 

V (jtS 4^*11 (j\ . . 

"...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti 
diminta pertanggungan jawabnya. " 



Firman Allah SWT., QS. Al-Baqarah [2]: 275: 



V tfjll 

uL asi i jin j4^L ;> juiai 

ajj & aa yai titj 

'M ji ‘rUj 1 ruL a 4i 

l^a ^ jllll 



"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual 
beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 
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menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari 
Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu 
(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil 
riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya. " 



Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf 
al-Muzani, Nabi s. a. w. bersabda: 



jt ^ jk & y* 



"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal 
atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin 
terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat 
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram. " 



Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni, 
dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s. a. w. 
bersabda: 



"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri 
maupun orang lain. ” 

Kaidah Fiqih: 



J* IfeTj Ife a H\ J 

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. " 

i AalLall 

"Kesulitan dapat menarik kemudahan. " 

s D js ’J 

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat. " 

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan 
sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan 
syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)." 



Pendapat para ulama tentang keharaman bunga; 

Pendapat para ulama tentang keharaman obligasi 
konvensional yang berbasis bunga; 
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3. Pendapat para ulama tentang obligasi syariah yang 
meliputi obligasi yang menggunakan prinsip mudhara- 
bah, murabahah, musyarakah, istishna', ijarah dan 
salam; 

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 
20/DSN/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Investasi untuk Reksa Dana Syariah; 

5. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang 
Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Istishna', Jual 
Beli Salam, dan Ijarah; 

6. Surat dari PT. AAA Sekuritas No. Ref:08/IB/VII/02 
tanggal 5 Juli 2002 tentang Permohonan Fatwa 
Obligasi Syariah; 

7. Pendapat para peserta Rapat Pleno Dewan Syariah 
Nasional MUI tanggal 14 September 2002 tentang 
obligasi syariah. 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG OBLIGASI SYARIAH 
Ketentuan Umum 

4. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu 
obligasi yang bersifat hutang dengan kewajiban 
membayar berdasarkan bunga; 

5. Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu 
obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah; 

3. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka 
panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan 
Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang 
mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan 
kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi 
hasil/margin/fee serta membayar kembali dana 
obligasi pada saat jatuh tempo. 

Ketentuan Khusus 

Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi 
syariah antara lain: 

a. Mudharabah (Muqaradhah)/ Qiradh 

b. Musyarakah 

c. Murabahah 

d. Salam 

e. Istishna 

f. Ijarah; 

Jenis usaha yang dilakukan Emiten ( Mudharib ) tidak 
boleh bertentangan dengan syariah dengan memper- 
hatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN- 
MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi 
untuk Reksa Dana Syariah; 

Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten 
( Mudharib ) kepada pemegang Obligasi Syariah Mudha- 
rabah ( Shahibul Mal ) harus bersih dari unsur non 
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halal; 

Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang Obligasi 
Syariah sesuai akad yang digunakan; 

Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti 
akad-akad yang digunakan. 



Ketiga 



Keempat 



Penyelesaian Perselisihan 
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak 
terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 
Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

Penutup 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal 06 Raiab 1423 H. 

14 September 2002 
M. 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 



K.H. M .A. Sahal Mahfudh 



Prof. Dr. H.M. Pin Svamsuddin 
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FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 
Tentang 

OBLIGASI SYARI'AH MUDHARABAH 



Dewan Syari'ah Nasional, setelah 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa salah satu bentuk instrumen investasi pada 
pasar modal (konvensional) adalah obligasi yang 
selama ini didefinisikan sebagai suatu surat berharga 
jangka panjang yang bersifat hutang yang dikeluarkan 
oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi dengan 
kewajiban membayar bunga pada periode tertentu 
dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo kepada 
pemegang obligasi; 

b. bahwa obligasi sebagaimana pengertian butir a. 
tersebut di atas yang telah diterbitkan selama ini, 
masih belum sesuai dengan ketentuan syariah 
sehingga belum dapat mengakomodir kebutuhan 
masyarakat akan obligasi yang sesuai dengan syariah; 

c. bahwa agar obligasi dapat diterbitkan sesuai dengan 
prinsip syariah, Dewan Syari'ah Nasional memandang 
perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk 
dijadikan pedoman. 



1. Firman Allah, QS. Al-Maidah [5]: 1 

sj&l \°j -j fjU 

"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..." 

2. Hadis Nabi SAW riwayat Al-Thabrani dari Ibn Abbas ra. 



3. 



Aj 'Jjb Vj Aj ‘ jjJ V (jf 

‘jti cAjLj Clil J AjIj Aj ^ V j llilj 
A-lic. Ali I A^a^)jai ^JqS . 1 ^ 

al JJ>) a jl^-Ls 



Abbas bin Abdul Mutthalib jika menyerahkan harta 
sebagai M u d ha raba h ia mensyaratkan kepada 
mudharib nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak 
menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. 
Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus 
menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang 
ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 
membolehkannya. 



Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib 
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: aTj 21 : 'JIS aIc. A\ Ju^ *JA\ ‘J 

V pp # JJ! ^Ij J! ya 



4. 



5. 



Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung 
berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah 
(mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan 
gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah 
tangga, bukan untuk dijual. 



Hadis Nabi SAW riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf 



t£j jt 

f jk 1 % 

tjkt y ~ 



t- 



*) lh4 JUL 

^ 1- (j j>aL.a<a3' j 



Perjanjian dapat dilakukan diantara kaum muslimin 
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal 
atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin 
terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat 
yang mengharamkan yang halal atau yang 
menghalalkan yang haram. 



Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah, al-Daraquthni, 
dan yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri: 



6 . 



7. 



^ 1 3-i^l 1 1 j A^.La 



O? 1 el Jj) 



'J'jh-Vj 



Seseorang tidak boleh membahayakan diri sendiri 
maupun orang lain 



■V 



Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi: 

Oi Ajic. <Ull (Jjjoi ( jl 

j J jl J ^j! eljj) Aj a! (Jp ^ Jubj 

Nabi SAW menyerahkan satu dinar kepada Hakim bin 
Hizam untuk membeli hewan qurban (HR. Abu Dawud 
dan Al-Tirmidzi) 

Ijma' para ulama tentang kebolehan menggunakan 
prinsip Mudharabah dalam investasi sebagaimana 
dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam al-Mughni 
(V/135) dengan mengutip keterangan Ibnul Mundzir 
dalam Al-Ijmaj Al-Kasani dalam Bada-i' Al-Shanai', Al- 
Shan'ani dalam Subulus Salam (III/103), Al-Zarqani 
dalam Syarhu Al-Muwattha' (IV/319) dan Wahbah Al- 
Zuhaily dalam Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu 
(IV/838). 

Kaidah Fiqih 

Jz. Ub °J % J 

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 
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° * * * ti * t °k% i' r it 

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat . " 

P^b c^isns ^jSju c^\5n 

‘Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan 
sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan 
syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)." 



Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



1. Pendapat para ulama tentang bolehnya mem-Aasa/cA? 
akad Mudharabah, karena berpandangan bahwa akad 
Mudha-rabah adalah ghairu lazim, diantaranya : Al- 
Khatib al-Syarbini dalam Mughni al-Muhtaj, Juz II hal 
319; Ibnu Qudamah dalam ai-Mughni, V hal 179; Al- 
Kasani dalam Bada-i' Al-Sana-i', Juz VIII hal 3655; 

2. Pendapat ulama tentang bolehnya pembagian 
pendapatan Mudharabah sebelum jatuh tempo selama 
disepakati dalam akad . Lihat: Ibnu Qudamah, ai- 
Mughni, Juz V/57; 

3. Pendapat para ulama tentang kewajiban Mudharib 
untuk menjamin pengembalian dana Mudharabah 
dalam hal terjadi ta'addi (melampaui batas), taqshir 
(lalai), atau mukhaiafah al-syuruth (pelanggaran 
syarat akad). Lihat: Wahbah Al-Zuhaily dalam Al-Fiqh 
Al-Islamy Wa Adillatuhu (V/3944) dan Muhammad 
Abdul Mun'im Abu Zaid dalam Nahwa Tathwir Nidzam 
Al-Mudharabah fi al-Masharif al-Islamiyah (hal. 127); 

4. Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan 
kepemilikan porsi (aIoa.) suatu surat berharga selama 
disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari 
suatu surat berharga ( bi-idzni syarikihi). Lihat: 
Wahbah Al-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa 

Adillatuhu; 

5. Surat dari PT AAA Sekuritas No. Ref:08/IB/VII/02 
tanggal 5 Juli 2002 tentang Permohonan Fatwa 
Obligasi Syariah. 

6. Pendapat para peserta Rapat Pleno Dewan Syariah 
Nasional MUI tanggal 14 September 2002; 

MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG OBLIGASI SYARIAH 
MUDHARABAH 

Ketentuan Umum 

6. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka 
panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan 
Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang 
mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan 
kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi 
hasil/margin/Aee serta membayar kembali dana 
obligasi pada saat jatuh tempo. 
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Obligasi Syariah Mudharabah adalah Obligasi Syariah 
yang berdasarkan akad Mudharabah dengan memper- 
hatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI 
No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudha- 
rabah. 

Emiten dalam Obligasi Syariah Mudharabah adalah 
Mudharib sedangkan pemegang Obligasi Syariah 
Mudharabah adalah Shahibul Mal 

Ketentuan Khusus 

Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah 
Mudharabah adalah akad Mudharabah; 

Jenis usaha yang dilakukan Emiten ( Mudharib ) tidak 
boleh bertentangan dengan syariah dengan memper- 
hatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN- 
MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi 
untuk Reksa Dana Syariah; 

Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten 
( Mudharib ) kepada pemegang Obligasi Syariah Mudha- 
rabah ( Shahibul Mal ) harus bersih dari unsur non 
halal; 

Nisbah keuntungan dalam Obligasi Syariah 
Mudharabah ditentukan sesuai kesepakatan, sebelum 
emisi (penerbitan) Obligasi Syariah Mudharabah; 

Pembagian pendapatan (hasil) dapat dilakukan secara 
periodik sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada 
saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan; 

Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan 
Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk 
oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi 
Obligasi Syariah Mudharabah dimulai; 

Apabila Emiten ( Mudharib ) lalai dan/atau melanggar 
syarat perjanjian dan/atau melampaui batas, 
Mudharib berkewajiban menjamin pengembalian dana 
Mudha-rabah, dan Shahibul Mal dapat meminta 
Mudharib untuk membuat surat pengakuan hutang; 

Apabila Emiten ( Mudharib ) diketahui lalai dan/atau 
melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui 
batas kepada pihak lain, pemegang Obligasi Syariah 
Mudharabah ( Shahibul Mal ) dapat menarik dana 
Obligasi Syariah Mudharabah; 

Kepemilikan Obligasi Syariah Mudharabah dapat 
dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam 
akad. 
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Ketiga 



Keempat 



Penyelesaian Perselisihan 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak 
terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 
Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

Ketentuan Penutup 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal 06 Raiab 1423 H. 

14 September 2002 
M. 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 



K.H. M .A. Sahal Mahfudh 



Prof. Dr. H. M. Pin Svamsuddin 




rgsmitra.com 



FATWA 

DEWAN SYARIAH NASIONAL 
Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 

Tentang 

LETTER OF CREDIT (L/C) IMPOR SYARI'AH 

Dewan Syariah Nasional setelah, 

Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk jasa perbankan adalah 

memberikan fasilitas transaksi impor yang dilakukan 
oleh nasabah, yang dikenal dengan istilah Letter of 
Credit (L/C) Impor; 

b. bahwa transaksi L/C Impor yang berlaku selama ini 
belum sesuai dengan ketentuan syariah; 

c. bahwa agar mekanisme transaksi L/C Impor tersebut 
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, 
Dewan Syariah Nasional memandang perlu 
menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk 
dijadikan pedoman. 



Mengingat 



1. Firman Allah, QS. An-Nisa [4] : 29 : 

t J y ijLci^U! Qjf U 

jf Y! JLLjJL 

‘s'uj ^ub / jj 



2 . 



3. 



"Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan 
harta saudaramu dengan cara yang bathii, kecuali 
dengan cara perniagaan yang saling rela di antara 
kalian 

Firman Allah, QS. Al-Maidah [5]: 1 

0 AS »4 |0 io f |0 T ' O *S| l' sSfi 

p Ilj I I^Lal (jJpJi l^Jlu 



"Hai orang yang beriman, penuhilah akad -akad itu... 
Firman Allah, QS Al Kahfi [18]: 19 



->o 4 " & f O A » OL-'Ot'i «* -10 ' <*i 'f! * o A»»* " o " f 1 o A " o 4 'i 

lAJ jimla (jJ! J 

14^,1 Vj L_s2a£Jj LlaLatJa 

(19:^1) 



" Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi 
ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan 
hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, 
maka hendaklah ia membawa makanan yang lebih 
baik bagimu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, 
dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu 
kepada seseorangpun 



4 . 



a n Allah, Q5 . Yusuf [12]: 55 
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1»^0 0 £ 4,0 /, 0 0 4 " *4 S* 

-“**> cs- 1 ) U- 3 J* 1 Ur 1 ' ^ 

(55:t_k^jj) 



Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). 
Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai 
menjaga lagi berpengalaman ". 



an Allah, Q5 . Al Bagarah [2]: 283 



Jjjla Ljmj >»» j (j;®! jli 

(283 :SjiJ) ...«jii 



. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian 
yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 
amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah 
Tuhannya...". 

Firman Allah, QS. Al Qashash [28]: 26 



° ' f*° I . ' ' s . i *° i ^ 'f T' r i iv t 1TS 

< ^yc> ,j! * Jjv " * "I t_ul u LaAI^.1 t_ilL2 

(26 :u— ai) Ji-Vt ^ jBI 



" Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : Hai 
ayahku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada 
kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik 
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang 
yang kuat lagi dipercaya ". 



Firman Allah SWT, QS. Yusuf [12]: 72 
IjI j (J*a. Aj jn4j pl 



j » ■'-> 



Aasu 






" Penyeru-penyeru itu berseru : Kami kehilangan 
piala raja, dan barangsiapa yang dapat 

mengembalikannya, akan memperoleh bahan 

makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin 
terhadapnya ". 

Firman Allah SWT, QS.AI-Baqarah [2]: 275 

(275 :s>») ...U'jli 2.1 D-Tj... 

Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 
riba..." 



Firman Allah SWT, QS. S had [38]: 24 

o-' o 7 7 o-' «'t '♦'** ^4 *" |# o *,<#• i 4 " 

i _p ax j CS J C . f UahJl jja I jl& <jlj 

a i^i ^ % 

(24 IO-) 



Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 
bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim 
kepada yang lain, kecuali orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka 
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10. Hadis Nabi SAW riwayat al-Thabrani dari Ibn Abbas: 

JU 3 ! IjI & y yiPll ys 

V j I Aj ‘ V (ji is^" Aj^Lja-a 

‘f?® J ^ Aj'^ Aj lSJ-^j Vj bjtj Aj cJJjj 

AjIc. Pl ^L, ^1 'JjLj Aia°jli £Ea 

I ^3 sl j^ o J)l-al3 ^Loj j 



Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta 
sebagai Mudharabah ia mensyaratkan kepada 
mudharib nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak 
menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. 
Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus 
menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang 
ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 
membolehkannya. 

11. Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib 

: aTjJ AJt A\ ‘JA\ y 

V pp yiilb *J3! Ukj p'jlillj ,yJ J! 

(A^>b» <jjl ®l jj) £^15 



12 . 



Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung 
berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah 
(mudharabah), dan mencampur gandum halus 
dengan jewawut (gandum kasar) untuk keperluan 
rumah tangga, bukan untuk dijual. 



Hadis Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah 
dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s. a. w. bersabda: 






,1 A -«j» fa ! 



O* 



Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah 
upahnya. 



13. 



Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi: 

y? yi i j\%? ^ a^ Pi 'jjv, yi y 

(yjujblj Jjlj J flljj) A. Vw» f Aj AJ yjoPl ^1 ja. 



14 . 



Nabi s. a. w. menyerahkan satu dinar kepada 
Hakim bin Hizam untuk membeli hewan qurban. 

Hadits riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, 
Nabi s. a. w. bersabda: 



‘jkt ‘j vbP vi uPibbi y* yp 

ba^)juj Vj 

W jt 



"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal 
atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin 
terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat 
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
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Memperhatikan 



15. 



yang haram. " 



Kaidah Fiqih: 

j* c&kuai j f &M\ 

\ " ° ° r* 



"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. " 



A\ ^ u'^j Ikjj! 



"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat 
hukum Allah . " 



JJjOLnil I > ^ < <9 jula]| 
” Kesulitan dapat menarik kemudahan. " 

'JJS 

/ 0 j J , \\ 

b jjjjJai) 

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat . " 






"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan 
sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan 
syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'at)." 

Pendapat ulama tentang Wakalah bil-Ujrah 



2. 



4_ilc. (ji jjijj aIISjII ^ ‘ «alj 

V aILoC. <■ - '» J. j 

1 C vJlljlS I j| j_ _ _ aJ 



Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni (V/85), Asy- 
Syarkhasi 6a\avr\Takmilah Fathul Qadir (VI/2), 

Wahbah Al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuhu (V/4058) 

Pendapat ulama bahwa biaya dan ongkos yang 
dikeluarkan untuk memperoleh barang 
diperhitungkan sebagai harga perolehan barang 
(dimasukkan dalam komponen modal). Wahbah Al- 
Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (V/3771) 
berkata: 



Jc. Alk J JjS JUI ^ JJkL U J 

^ s-l jjuj p ^9 S±jj du ^ jij 

dc* ^9 jl 

Jdil dp ^£9 t Ujj'n ^^4 Jud ^ al J Ua 



Fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai Ijarah, Qardh, 

k/l... — , U U U I\/1 . — .U.-.U 



3 . 
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Murabahah, Salam/Istishna', Mudharabah, 
Musyarakah, dan Hawalah 

Surat Direksi BMI Nomor 150/BMI/FSG/VII/2002 ter- 
tanggal 11 Juli 2002 perihal permohonan fatwa 
tentang Skema Transaksi LC Impor dan LC Ekspor. 

Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI tanggal 
14 September 2002/ 7 Rajab 1423 H. 

MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG L/C IMPOR SYARIAH 
Ketentuan Umum 

Letter of Credit (L/C) Impor Syariah adalah surat 
pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang 
diterbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importir 
dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai 
dengan prinsip syariah 

L/C Impor Syariah dalam pelaksanaannya 
menggunakan akad-akad: Wakalah bil Ujrah, Qardh, 
Murabahah, Salam/Istishna', Mudharabah, 

Musyarakah, dan Hawalah. 

Ketentuan Akad 

Akad untuk L/C Impor yang sesuai dengan syariah 
dapat digunakan beberapa bentuk: 

Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan: 

a. Importir harus memiliki dana pada bank 
sebesar harga pembayaran barang yang 
diimpor; 

b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil 
Ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen 
transaksi impor; 

c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan 
dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam 
bentuk prosentase. 

Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan: 

a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank 
untuk pembayaran harga barang yang diimpor; 

b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil 
Ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen 
transaksi impor; 

c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan 
dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam 
bentuk prosentase; 

d. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada 
importir untuk pelunasan pembayaran barang 
impor. 

Akad Murabahah dengan ketentuan: 

a. Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan 
kepada importir untuk melakukan transaksi 
dengan eksportir; 

b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan 
oleh bank saat dokumen diterima (at sight ) 
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dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo 
( [usance)-, 

c. Bank menjual barang secara murabahah kepada 
importir, baik dengan pembayaran tunai maupun 
cicilan. 

d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan 
diperhitungkan sebagai harga perolehan barang. 

Akad Salam/Istishna'dan Murabahah, dengan 
ketentuan: 

a. Bank melakukan akad Salam atau Istishna' 
dengan mewakilkan kepada importir untuk 
melakukan transaksi tersebut. 

b. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan 
oleh bank; 

c. Bank menjual barang secara murabahah kepada 
importir, baik dengan pembayaran tunai maupun 
cicilan. 

d. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan 
diperhitungkan sebagai harga perolehan barang. 

Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah, dengan 
ketentuan: 

a. Nasabah melakukan akad wakalah bil ujrah 
kepada bank untuk melakukan pengurusan 
dokumen dan pembayaran. 

b. Bank dan importir melakukan akad Mudharabah, 
dimana bank bertindak selaku shahibul mal 
menyerahkan modal kepada importir sebesar 
harga barang yang diimpor 

6. Akad Musyarakah dengan ketentuan: 

Bank dan importir melakukan akad Musyarakah, 
dimana keduanya menyertakan modal untuk 
melakukan kegiatan impor barang. 

7. Dalam hal pengiriman barang 

telah terjadi, sedangkan 
pembayaran belum 

dilakukan, akad yang 
digunakan adalah: 

Alternatif 1 : 

Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan: 

a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank 
untuk pembayaran harga barang yang diimpor; 

b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bil 
Ujrah untuk pengurusan dokumen-dokumen 
transaksi impor; 

c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan 
dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam 
bentuk prosentase; 

d. Bank memberikan dana talangan (qardh) kepada 
nasabah untuk pelunasan pembayaran barang 
impor 

Alternatif 2: 
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Wakalah bil Ujrah dan Hawalah dengan ketentuan: 

a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank 
untuk pembayaran harga barang yang diimpor; 

b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah untuk 
pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor; 

c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan 
dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam 
bentuk prosentase; 

d. Hutang kepada eksportir dialihkan oleh importir 
menjadi hutang kepada Bank dengan meminta 
bank membayar kepada eksportir senilai barang 
yang diimpor. 

Ketentuan Penutup : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan 

ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai- 
mana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 07 Raiab 1423 H. 

14 September 2002 M. 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, Sekretaris, 



K.H. M. A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Pin Svamsuddin 
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FATWA 

DEWAN SYARIAH NASIONAL 
Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002 

Tentang 



LETTER OF CREDIT (L/C) EKSPOR SYARI'AH 



Dewan Syariah Nasional setelah, 

Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk jasa perbankan adalah 

memberikan fasilitas transaksi ekspor yang dilakukan 
oleh nasabah, yang dikenal dengan istilah Letter of 
Credit (L/C) Ekspor; 

b. bahwa transaksi L/C Ekspor yang berlaku selama ini 
tidak sesuai dengan ketentuan syariah; 

c. bahwa agar mekanisme transaksi L/C Ekspor tersebut 
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, 
Dewan Syariah Nasional memandang perlu 
menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk 
dijadikan pedoman. 



Mengingat 



16 . 



Firman Allah, QS. An-Nisa [4] : 29 



y i^IujUi Qjf u 
y/ jliijl 



p^ 3 ' J - 1 U-C- 6 JHV 



"Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan 
harta saudaramu dengan cara yang bathii, kecuali 
dengan cara perniagaan yang saling rela di antara 
kalian...". 

17 . Firman Allah, QS. Al-Maidah [5]: 1 

fjTjf 1-jLI '^1 



"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu... " 
18 . Firman Allah, QS. Al-Kahfi[18] : 19 



\as aiiiji j » v ’Js j u '4^ riai 

•f*i ‘dpi r j liijj av jifcs Uii. 

( 19 :^ 11 ) ri.1 



"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke 
kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan 
hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, 
maka hendaklah ia membawa makanan yang lebih 
baik bagimu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, 
dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada 
seseorangpun". 
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Firman Allah, QS . Yusuf [12] : 55 



Lr^*V 

lili C. , -jt I 



J 'JIS 



(55;t_k^jj) 



"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). 
Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga 
lagi berpengalaman". 

Firman Allah, QS . Al Baqarah [2] : 283 

iuil AjjUo! tijjls Ljsvu >»» j °jli 

(283 :Sj4») 

Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 
lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 
amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah 
Tuhannya...". 

Firman Allah, QS. Al Qasshash [28] : 26 



0 dul Ij l^Aljlk.1 llllti 

i ^ ° " f r*° t . " " t 

(26 



"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : Hai 
ayahku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada 
kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik 
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang 
yang kuat lagi dipercaya". 

Firman Allah SWT, QS. Yusuf [12] : 72 



‘J4j l'jilS 

0« o , e 'Jt' o " 7- fco " 4 " 



" Penyeru-penyeru itu berseru : Kami kehilangan piala 
raja, dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya, 
akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban 
unta, dan aku menjamin terhadapnya ". 

Firman Allah SWT, QS.AI-Baqarah [2]: 275 



.g'jj a-tj. 



"...Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 
riba..." 

Firman Allah SWT, QS. S had [38] : 24 

fUaSUl rjjuS Jjj 

JjJTj CiUJlUl l'jL! 
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25. 



"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang 
yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat 
zalim kepada yang lain, kecuali orang yang beriman 
dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah 
mereka ini ... 

Hadis Nabi SAW riwayat al-Thabrani dari Ibn Abbas: 



i" * * " -i " i'* i 9 9 - o Z t jj-' ck i 4 '"9 H' " 4^. 

(JUaJ) £3^ m) JUC» {ji (JjjUju) uAajuj 

<} JjXj Vj t jk J Aj ^\t i4i j V (jl Avs l l.'i cs 3fr la Ij5uil 

’jU cAjlaj AjS dlll AjII Aj Vj llit j 

~ 1 ‘ u j AjIc. Ali I 1 j. «a auI A^ajjoi ^Jj3 a 

(lajaijV 1 ^ ^^jt^jJa]! aljj) e 



Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta 
sebagai Mudharabah ia mensyaratkan kepada 
mudharib nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak 
menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. 
Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus 
menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang 
ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau 
membolehkannya. 



26. 



Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib: 

: ;'J13 Alt A\ y 

V CmU j^ilL # J3I illj a J! ya 

(A^La (jjl el jj) £jjll 



Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung 
berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah 
(mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan 
jewawut (gandum kasar) untuk keperluan rumah 
tangga, bukan untuk dijual. 

27. Hadis Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah 
dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s. a. w. bersabda: 

9 " o f 9 o *o 9/** i z o ** 

A aUjw I jj^I (ja 



Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah 
upahnya. 



28. 



29 . 



Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi: 

y? j\ tjiijp yi Alt &\ y 

(^jujjll j Jjl J ol Ajj^ ■ >»? Aj Al ^^JJjujj) 

Nabi s. a. w. menyerahkan satu dinar kepada 
Hakim bin Hizam untuk membeli hewan gurban. 



Hadis riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi 
s. a. w. bersabda: 
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'jkt jt 

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal 
atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin 
terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat 
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram . " 

30. Kaidah Fiqih: 

j* Dy'j j, 

\ ' ° ° r* 



"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya . " 



■h^a-all t “v W J Uojjf 



"D/ mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat 
hukum Allah. " 



' • °6(< * t° s 

JJjuaJJj) <■ i < 4 Q m z\ \ 1 



"Kesulitan dapat menarik kemudahan. " 



" Keperluan dapat menduduki posisi darurat . x/ 

^ jiisij ^\5ns m jju c^tsif 

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan 
sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' 
(selama tidak bertentangan dengan syari'at)." 



Memperhatikan 



Pendapat ulama tentang Wakalah bil-Ujrah 



Ajlc. M ^ 

j» ?*.. J aJLcC. m ^Laij 

^ J '» -v ^ aJIS jJl I jj < aJ jjoc. 

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni (V/85), Asy-Syarkhasi 
dalam Takmilah Fathul Qadir (VI/2), Wahbah Al-Zuhaili 
dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (V/4058) 

2. Pendapat para ulama tentang Al-Bai' (Jual-beli) dan 
mewakilkan dalam jual-beli. Wahbah Al-Zuhaili dalam 
al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (V/4078) berkata: 

f i J&\j Ll^jbi b»! j 

^.1 ^ qq \1 

Ha U*jV 

d’Hjg AjudiL 
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Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



3 . Fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai Ijarah, Qardh, 
Mudharabah, dan Musyarakah 

4. Surat Direksi BMI Nomor 150/BMI/FSG/VII/2002 ter- 
tanggal 11 Juli 2002 perihal permohonan fatwa 
tentang Skema Transaksi LC Impor dan LC Ekspor. 

5 . Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI tanggal 14 
September 2002/ 7 Rajab 1423 H. 

MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG L/C EKSPOR SYARIAH 

Ketentuan Umum : 

3 . Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah adalah surat 
pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang 
diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan 
ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu 
sesuai dengan prinsip syariah 

4. L/C Ekspor Syariah dalam pelaksanaannya meng- 
gunakan akad-akad: Wakalah bil Ujrah, Qardh, 

Mudharabah, Musyarakah dan Al-Bai'. 

Ketentuan Akad : 

Akad untuk L/C Ekspor yang sesuai dengan syariah 
dapat berupa: 

! Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan: 

a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen a. 

ekspor; 

Bank melakukan b. 

penagihan ( collection ) 
kepada bank penerbit L/C 
( issuing bank), 

selanjutnya dibayarkan 
kepada eksportir setelah 
dikurangi ujrah; 

Besar ujrah harus c. 
disepakati di awal dan 
dinyatakan dalam bentuk 
nominal, bukan dalam 
prosentase. 

Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan: 

a. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen 
ekspor; 

b. Bank melakukan penagihan ( collection ) kepada 
bank penerbit L/C ( issuing bank) - , 

c. Bank memberikan dana talangan (Qardh) kepada 
nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor; 

d. Besar ujrah harus disepakati di awal dan 
dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam 
bentuk prosentase. 

e. Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana 
talangan sesuai kesepakatan dalam akad. 
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Ketentuan Penutup 



f. Antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qardh, 
tidak dibolehkan adanya keterkaitan ( ta'alluq ). 

Akad Wakalah Bil Ujrah dan Mudharabah dengan 
ketentuan: 

a. Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana 
yang dibutuhkan dalam proses produksi barang 
ekspor yang dipesan oleh importir; 

b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen 
ekspor; 

c. Bank melakukan penagihan (collection) kepada 
bank penerbit L/C (issuing bank). 

d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat 
dilakukan pada saat dokumen diterima ( at sight) 
atau pada saat jatuh tempo ( usance ); 

e. Pembayaran dari bank penerbit L/C ( issuing bank) 
dapat digunakan untuk: 

f. Pembayaran ujrah; 

g. Pengembalian dana mudharabah; 

h. Pembayaran bagi hasil. 

i. Besar ujrah harus disepakati di awal dan 
dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam 
bentuk prosentase. 

Akad Musyarakah dengan ketentuan: 

a. Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana 
yang dibutuhkan dalam proses produksi barang 
ekspor yang dipesan oleh importir; 

b. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen 
ekspor; 

c. Bank melakukan penagihan (collection) kepada 
bank penerbit L/C (issuing bank); 

d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat 
dilakukan pada saat dokumen diterima ( at sight) 
atau pada saat jatuh tempo (usance)- 

e. Pembayaran dari bank penerbit L/C (issuing bank) 
dapat digunakan untuk: 

f. Pengembalian dana musyarakah; 

g. Pembayaran bagi hasil. 

5. Akad Al-Bai' (Jual-beli) dan 

Wakalah dengan ketentuan: 

a. Bank membeli barang dari eksportir; 

b. Bank menjual barang kepada importir yang diwakili 
eksportir; 

c. Bank membayar kepada eksportir setelah 
pengiriman barang kepada importir; 

d. Pembayaran oleh bank penerbit L/C (issuing bank) 
dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (at 
sight) atau pada saat jatuh tempo (usance). 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai- 
mana mestinya. 
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Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 07 Raiab 1423 H. 

14 September 2002 M. 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 
Ketua, Sekretaris, 



K.H. M .A. Sahal Mahfudh 



Prof. Dr. H. M. Pin Svamsuddin 



FATWA 

DEWAN SYARIAH NASIONAL 
NO: 36 /DSN-MUI/X/2002 

Tentang 

SERTIFIKAT WADI'AH BANK INDONESIA 
( S W B I ) 

oj3b) o 3Z i o 



Dewan Syariah Nasional setelah: 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter 

berdasarkan prinsip syariah dan sebagai salah satu upaya 
untuk mengatasi kelebihan likuiditas bank syariah, diperlukan 
instrumen yang diterbitkan bank sentral yang sesuai dengan 
syariah; 

b. bahwa Bank Indonesia selaku bank sentral berkewajiban 
melakukan pengawasan dan pengembangan terhadap bank 
syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 

c. bahwa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang berdasarkan 




rgsmitra.com 



Mengingat 



sistem bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syariah; 

d. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa 
tentang Sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang 
sesuai dengan prinsip syariah. 



: 1. Firman Allah, QS. an-Nisa' [4]: 29 

Sjik j vi jlou ^ v i*jLj \-S u 

Ijj 

"Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan 
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa 
perdagangan yang dilandasi sukarela d ia n tara kalian..." 

2. Firman Allah, QS.AI-Baqarah [2]: 275 

j Al <niil 

"Allah telah menghalalkan jua! beli dan mengharamkan riba." 



3. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283 

'&\ JjjIj 4<JjUat a 3I tijjli ' > >i» 1 At j (jj (jl!.. 



"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 
lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutang-nya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya...". 

4. Firman Allah, QS. Al-Maidah [5]: 1 

fjlal ^ ^ 



"Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad kalian...". 

5. Firman Allah, QS. An-Nisa' [4]: 58 

'J\ CjUUVI I d 2il d 

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya..." 

6. Firman Allah, QS.al-Maidah [5]: 2 

d Alll i jSSIj $3! Jc. I jSjUS V J ^ j&Tj jJI ^ I 



"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" 

7. Hadis riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi. 

j Jjl J 0 1 J j) iiLUk (j-a Vj 4liaJjl (j-a AJlCd] J 

tluAa. JIS j 

"Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi 
amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang 
yang mengkhianatimu" 

8. Kaidah Fiqih: 

l^aj jkS JSc. 'J* d % J* Jl-Vi 




rgsmitra.com 



Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh 
dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya." (As- 
Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60) 

4 . 1 > .-i .allj Jajia I i 

"Tindakan Imam [ pemegang otoritas] terhadap rakyat harus 
mengikuti mashlahat." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 
121 ) 

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat. " (As-Suyuthi, Al- 
Asybah wan Nadzair, 63) 



: 1. Kesepakatan para ulama atas kebolehan berakad wadi'ah (a/- 
ida' wa ai-istida'). Lihat Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz VI, h. 
382; Al-Sarkhasi, al-Mabsuth, XI, h. 109; Wahbah al-Zuhaili, 
al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, V, h. 4018). 

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 
hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2002 M./ 16 Sya'ban 1423 H 

MEMUTUSKAN 



FATWA TENTANG SERTIFIKAT WADI'AH BANK 
INDONESIA (SWBI) 

: 1. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan 
instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang 
dinamakan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), yang 
dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi 
kelebihan likuiditasnya. 

2. Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad 
wadi'ah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN- 
MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN- 
MUI/IV/2000 tentang Tabungan. 

3. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, 
kecuali dalam bentuk pemberian (’ athaya ) yang bersifat 
sukarela dari pihak Bank Indonesia. 

4. SWBI tidak boleh diperjualbelikan. 

: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan 
diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 
Pada Tanggal : 23 Oktober 2002 M. 

16 Sya'ban 1423 H. 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 



K.H.M.A. Sahal Mahfudh 



Prof. Dr. H.M. Pin Svamsuddin 
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FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 37 /DSN-MUI/X/2002 

Tentang 

PASAR UANG ANTARBANK 
BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH 

<01 1 



Dewan Syari'ah Nasional setelah: 

Menimbang : a. bahwa bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas 

disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan 
dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat 
terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan 
kepada pihak yang memerlukan; 

b. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, 
bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 
syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank; 

c. bahwa untuk memenuhi keperluan itu, maka dipandang perlu 
menetapkan fatwa tentang pasar uang antarbank berdasarkan 
prinsip syariah. 



Mengingat 



1. Firman Allah SWT , QS. al-Maidah [5]: 1 

fjajt 1‘jEJ t^fU 

"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu..." 

2. Firman Allah SWT , QS. an-Nisa [4]: 58 

^011 j&Sk \d\j ^Jl \JSjl °J pjL t aIII j! 



"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu 
menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan 
adil..." 



3. 



4. 



Firman Allah SWT , QS. al-Baqarah [2]: 275 



"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. " 
Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 278 



/jl Ua 1 Ali I jSj! I (jj33l 



5 . 



"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman". 

Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 280 



<j] <jt j S^)_uiC. jA (jLS (j]j 

', * < 1" S • 



"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka 
berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan 
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(sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui" 



6. Firman Allah SWT, QS. an-Nisa [4] : 29 



^ v rjUi; u$g 



u- 3 ’ j- 3 6° ' a j 



>U3 



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan 
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa 
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian.." 



7. Firman Allah SWT, QS. al-Maidah [5]: 2 

I jSSlj £tf! Jz. I jSjliS Uj ^ jJ! I 

l 2S*3! JuJui 4311 \\ aHi 



"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 
dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" 



8. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf 



Lal Jkf ji UJ) 2 1 [l 2' J 

yi j^aC. (_jc- 



"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat 
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghala- 
lkan yang haram . " 



9. 



Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib: 

Jt i22l : AT2t : 'Jli a2c 2»! L21! M 

Jjj) ^ 21* V c221 



^A^La 



"Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara 
tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum 
halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah 
tangga, bukan untuk dijual. " 



10. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah: 



iVa/wt (jUk IjsLi (Aj^L2a La L'' \l LljJlj Ljf 

(e ^1 q C- 4 jlj j j) \ (ya i “ v~\ yk 



"Aku (Allah) adalah yang ketiga dari dua pihak yang berserikat 
selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. 
Apabila salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari 
mereka . " 



11. Hadis Nabi riwayat Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa'i, Abu Daud, dan 
Ibnu Majah dari Abu Hurairah 



2 1 ■' ^ (yC- 2 . g y A_ilc- a 31I A_lll ^ ' 

(i A^La (yi\ j J jl J j ^jLuliIIj (_£ Lajj]^ J 



"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung g hara r". 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



12. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat 
Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya 

(cr^ Cf- 0^' 0° 



"Tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya 
dengan bahaya yang lain. " 



13. Kaidah fiqih: 



Jz. Lfi ‘J % J -1 



"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh 
dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. " (As- 
Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60) 

4 >* 0 i W 0 <♦ f 'io } % ' J* kf 

.u 1 ^ 1 ^ -2 

"Segala madharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat 
mungkin. " (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 62) 

/J jS -3 



"Segala madharat (bahaya) harus dihilangkan." (As-Suyuthi, Al- 
Asybah wan Nadzair, 60) 



4^ 



-*o " a>4 i* o ** i i tl ^ Y \" VH 

Ja^La 4 jc. jJI ^Ic. ^Lajf I 



"Tindakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus 
mengikuti mashlahat." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 
121 ) 



cJL Jc, Jkilall ; JA -5 



"Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada 
mengambil kemaslahatan." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan 
Nadzair, 78, 105). 



: 1. Substansi fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Mudharabah, fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Musyarakah, fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/ 2001 
tentang Qardh, substansi fatwa DSN-MUI No. 01/DSN- 
MUI/IV/2000 dan 02/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad 
Wadi'ah, serta fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 
tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). 

2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah 
Nasional pada Rabu, 23 Oktober 2002 M./ 16 Sya'ban 1423 H. 

MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG PASAR UANG ANTARBANK BER-DASARKAN 

PRINSIP SYARI'AH 

Ketentuan Umum 

7. Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah 
yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga. 

8. Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu 
pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 
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Kedua 



Ketiga 



Keempat 



9. Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah adalah 
kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar 
berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

10. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3. adalah: 

a. bank syariah sebagai pemilik atau 
penerima dana 

b. bank konvensional hanya sebagai 
pemilik dana 

Ketentuan Khusus 

1. Akad yang dapat digunakan dalam Pasar 
Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah adalah: 

a. Mudharabah (Muqaradhah)/ Qiradh 

b. Musyarakah 

c. Qardh 

d. Wadi'ah 

e. Al-Sharf 

2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar 

uang sebagaimana tersebut dalam butir 1. menggunakan akad- 
akad syariah yang digunakan dan hanya boleh 

dipindahtangankan sekali. 

Penyelesaian Perselisihan 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah yang 

berkedudukan di Indonesia, setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah. 

Penutup 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 

Pada Tanggal : 23 Oktober 2002 

M. 

16 Sya'ban 1423 H. 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 



K.H.M.A. Sahal Mahfudh 



Prof. Dr. H.M. Pin Svamsuddin 
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FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 38/DSN-MUI/X/2002 

Tentang 

SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK 
(SERTIFIKAT IMA) 

' i ^ Jdll ~ ■ ul 



Dewan Syari'ah Nasional setelah: 



Menimbang 



a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan 
dana, bank syariah dapat melakukan kegiatan usahanya pada 
Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah yang 
sudah ada; 

b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Uang Antarbank 
berdasarkan prinsip Syariah diperlukan instrumen yang 
sesuai dengan prinsip syariah; 

c. bahwa salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam 
Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah 
sertifikat investasi berdasarkan akad Mudharabah; 

d. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa 
tentang sertifikat investasi mudharabah antarbank; 



Mengingat 



: 1. Firman Allah SWT, QS. al-Maidah [5]: 1 

fjla! 



"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu..." 

2. Firman Allah, QS. an-Nisa [4]: 58. 

J! i A* 'd ^ d. 

"Sesungguhnya Aliah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya. " 



3. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 279 

d j d j-of j u) j 



"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka 
bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak 
(pula) dianiaya. 

4. Firman Allah, QS.AI-Baqarah [2]: 275 

.. tfjii ^ jkj m s jkt j... 

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba." 



5. 



6. 



Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 278 



^ °jl Ujll U ! jj 3 j 'M fj£l fjLi '^1 pG 



"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman" 

Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 280 
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'dyS& ^ y yi yi °(jtj jjaiW Jl tt jja j3 'i jluC. (jlS (jlj 



"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka 
berilah tangguh sampai berkelapangan. Dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui" 

8. Firman Allah, QS. an-Nisa [4] : 29 

j^>) jj (jc- jj^ti y V} ^^Al ja\ IjJSIS V 1 c- (jjjjl Ij 

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan 
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa 
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian.." 

9. Firman Allah, QS. al-Maidah [5]: 2 

Jjii a 31 I y a 31 I I jSSlj (jljjjJI j $31 I jSjUu Uj J jJI yi. I jijUuj 

uU 



"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" 

10 Hadist Nabi riwayat Ibn Majah dari Shuhaib: 

^ a j a pc. 4ii y, ^ y 

( A^La (jjl ol jjj $315 V l ' $ ] $11 14 X J 



"Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara 
tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum 
halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan 
rumah tangga, bukan untuk dijual. " 



11 Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf 

(jc. ol jjJ jl ^ 

(tjjC. jl JJA c. 



"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka 
buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram. " 

12 Hadis Nabi riwayat Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa'i, Abu Daud, 
dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah 

m'lll J J 3*0$] 1 j $ui*q &l j j) j$t3l £_1J jc. ^lujj ApC- a3]1 $1^ $11 Lsfr* 

(bjij& jc. A$*a j A jl J ji)j 

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung 

gharar" 

13 Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari Abu Rafi' 

(jj jta-pl al j jj - 1 ■ <a3 u (j| 

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling 
baik dalam pembayaran hutangnya" 

14 Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, 
riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya 

jl\ jc. JUl^.1 j 4 jl SjUc. Jf- A^La jl) olj$ j\ jjzf^ j jjUzf$ 
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Memperhatikan 



Menetapkan 

Pertama 



"Tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya 
dengan bahaya yang lain . " 

15 Kaidah Fiqih: 

je. oy'j ‘js °j! % ^ ’juVi - 1 

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh 
dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya." (As- 
Suyuthi, ATAsybah wan Nadzair, 60) 

jjLnll -2 

"Segala madharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat 
mungkin." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 62) 

.3 jn -3 

"Segala madharat (bahaya) harus dihilangkan." (As-Suyuthi, 

Al-Asybah wan Nadzair, 60) 

4 ->■ 1 ■ J j)\ ^ \c- l ° j ■ -4 

"Tindakan pemegang otoritas terhadap rakyat harus 
mengikuti mashlahat." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 
121 ) 

‘ ^ ^ 5 . jJl -5 

"Pencegahan dari kerusakan (mafsadah) harus didahulukan 
daripada mengambil kemaslahatan. " (As-Suyuthi, Al-Asybah 
wan Nadzair, 78, 105). 

■ !■ Pendapat para ulama yang menegaskan: ( ^ <j)j 

l >4 & yang artinya: 

"Jika salah seorang dari yang bermitra membeli bagian 
mitranya dalam kemitraan tersebut, hukumnya boleh, karena 
ia membeli hak milik orang lain." (Ibnu Oudamah, Al-Mughni, 
juz V hal: 56). 

2. Substansi fatwa DSN-MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Mudharabah, fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 
tentang Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah 
dan fatwa DSN-MUI NO.20/DSN-MUI/IV/2001 Pedoman 
Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. 

3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah 
Nasional pada Rabu, 23 Oktober 2002 M./ 16 Sya'ban 1423 
H. 

MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG SERTIFIKAT INVESTASI MUDHA- 
RABAH ANTARBANK (IMA) 

Ketentuan Umum 

1. Sertifikat investasi antarbank yang berdasarkan bunga, tidak 
dibenarkan menurut syariah. 

2. Sertifikat investasi yang berdasarkan pada akad Mudharabah, 
yang disebut dengan Sertifikat Investasi Mudharabah 
Antarbank (IMA), dibenarkan menurut syariah. 
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Kedua 



Ketiga 



Keempat 



3. Sertifikat IMA dapat dipindahtangankan hanya satu kali 
setelah dibeli pertama kali. 

4. Pelaku transaksi Sertifikat IMA adalah: 

c. bank syariah sebagai pemilik atau 
penerima dana. 

d. bank konvensional hanya sebagai 
pemilik dana. 

Ketentuan Khusus 

Implementasi dari fatwa ini secara rinci diawasi oleh Dewan 
Pengawas Syariah pada bank syariah dan oleh Bank 
Indonesia. 

Penyelesaian Perselisihan 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka 
penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi 
Syari'ah yang berkedudukan di Indonesia setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

Penutup 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan 
diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada Tanggal : 23 Oktober 2002 M. 

16 Sya'ban 1423 H. 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 



K.H.M.A. Sahal Mahfudh 



Prof. Dr. H. M. Pin Svamsuddin 
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FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 39/DSN-MUI/X/2002 

Tentang 
ASURANSI HAJI 

aJAjl\ II >uU 



Dewan Syari'ah Nasional setelah. 



a. bahwa perjalanan haji mengandung risiko berupa kecelakaan 
atau kematian dan untuk meringankan beban risiko tersebut 
perlu adanya asuransi; 

b. bahwa asuransi haji sudah termasuk dalam komponen biaya 
perjalanan ibadah haji (BPIH) yang dibayar oleh calon 
jamaah haji melalui Departemen Agama RI; 

c. bahwa setiap calon jamaah haji mengharapkan semua proses 
pelaksanaan ibadah haji termasuk asuransinya sesuai dengan 
syariah agar mendapatkan haji mabrur; 

d. bahwa penyelenggaraan asuransi konvensional dinilai 
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka asuransi 
yang digunakan harus sesuai dengan syariah; 

e. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan fatwa 
tentang Asuransi Haji. 



1. 



Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan: 

i^ssi i opi lift 

.(1 8 ; aIII tAlli I jSSij 



"Hai orang yang beriman! Bertaqwaiah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat 
untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan" (QS. al-Hasyr [59]: 18). 



an Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam 
amal kebajikan, antara lain : 



$JI ^ \jAjte Uj jPI I 

.(2 ;S^LoJI) uis*3l Ajp Alll isi I jSSij 



"Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al- 
Maidah [5]: 2) 



3. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang 
harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain: 

a % pp/i pi pj pp \-j jt rpj pa ipf u 
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4. 



S o f 4 " S A*o " "b i & i i* f f o ^o.f " o i 

^J<jJ Lq AU) (jl (XlJ) J ;\: 1 ^ 



tl X fi ' 0^ O &0O Y 

J> C5^ A^ c A 
(1 : S^U1I) 



"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan 
haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 
menurut yang dikehendaki-Nya." (QS. al-Maidah [5]: 1) 



Firman Allah, QS. an-Nisa [4]: 58 

j\ puutii i ££ y ‘{gjL t <ni b) 
•Ju-tf-j bA ‘Yj A&i 






(58 JklL t j^k: 



"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu 
menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan 
adil..." 



5. 



6. 



7. 



Firman Allah, QS. al-Maidah [5]: 90 

b^iij j^ii ikSi i jLi; bA' 
b* bAj fUjtllj 
b j jiiikiii 

(90 AUll) 



"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan 
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan. " 



Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275 

;S jill) tijl\ £2! Uli b^J 

(275 



"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. " 



Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 279 

V A' J_k! 



* 0 Jt Jt 0 

L HJf-J f 



*&°A. 



°* ». r 

rH ub 



•«.<* t f' ° * M.* 

«a 1 Ja J j jj <aj Ja J 



8. 



"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka 
bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak 
(pula) dianiaya." 



Firman Allah, QS. an-Nisa [4]: 29 

A'A rjtfs v !%ix 'bA 
;> rjU3 b A y % bMA AA 

° . i' r* 

...A* 



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan 
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(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa 
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian.." 

10 Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah: 



Ajali V \ (■ 1 3^ ^1 j 



"Tiada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. 



11 



Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang 
beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain: 



A» 0 H» ''O A» hO^O " ' Jj 'i o " 

S-r 1 Or* 6-°- £ J- 3 (Ih 9 

0 Jf» -'o f O* ^ 1 jj 'i 4 0,^ ll 

<j_c- aUI 

f ! i*3! ftlj t^uUai ^ 

.(^ 6 ' jj) C5 3 



"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu 
kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya 
pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba- 
Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim 
dari Abu Hurairah). 

.jl ( j_C . .n/\ a\ _J0) ' ■ j 4_jblaxj A jjU £j' i IjltS j j_3 ,a 3 - ' a ^ 



"Seorang mu 'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah 
bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain" (HR 
Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari) 



^ tf Jkf °j V] ^ 



"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka 
buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram." (HR. al-Tirmidzi dari 'Amr bin 
'Auf) 



jjla o\ CP 3 „ j A iV. ^ 4_1]| (J CS - ^ 

3)^ *3^La «Ijl -1 Jjt j j j 



"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung 
gharar" (HR. Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa'i, Abu Daud, dan 
Ibnu Majah dari Abu Hurairah). 

: jUl ft | jj) ;UAoi 3 jJ 



"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang 
paling baik dalam pembayaran hutangnya" (H R. Bukhari dari 
Abu Rafi j. 

i Clbal ‘ ^»31 SjIjc. fjjC. A^La (jj| jl^jJaVj 

CP ^3 p 



"Tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya 
dengan bahaya yang lain" (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 
'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan 
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Memperhatikan 



Malik dari Yahya). 

12 Kaidah fiqh yang menegaskan: 

% aiflVi -i 

iS fo " 0 f 

o' 

"Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh 
dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya." (As- 
Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 60) 

SjjjUalt Aljl* LJJS 49 *klk3f -2 

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat." (As-Suyuthi, Al- 
Asybah wan Nadzair, 63) 

t >* 0 v H o s* * 't. o * l' & rk 

.u 1 ^ 1 -3 

"Segala madharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat 
mungkin . " (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 62) 

.a j* -4 

"Segala madharat (bahaya) harus dihilangkan." (As-Suyuthi, 
Al-Asybah wan Nadzair, 60) 

^ -5 

"Tindakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus 
mengikuti mashlahat." (As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nadzair, 

121 ) 

1 Pendapat para ulama tentang 
bolehnya asuransi syari'ah: 

U* IPjM U^' j J* ^ * 

^ 

U J^' jilll 

J U lal A. jl_j| i 

Tidak diragukan lagi bahwa asuransi ta'awuni (tolong- 
menolong) dibolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu 
termasuk akad Tabarru' dan sebagai bentuk tolong- 
menolong dalam kebaikan karena setiap peserta membayar 
kepesertaaannya (preminya) secara sukarela untuk 

meringankan dampak risiko dan memulihkan kerugian yang 
dialami salah seorang peserta asuransi. [Wahbah Al-Zuhaily, 
al-Fiqh al-Islami, cet. IV tahun 1997, juz V/3416] 

4_SLojU)I ^9 q \ 

J «Ajc. a JU^' 

LS-^ UfMj JJ U-c- ^ 





rgsmitra.com 



1 j p j&*JI 

Asas pelarangan dalam asuransi (konvensional) adalah 
karena ia mengandung (unsur) gharar yang dilarang oleh 
syariat. Larangan syariah terhadap gharar yang dimaksud 
disini adalah pada akad-akad pertukaran (mu'awadhah). 
[Husain Hamid Hasan, Hukmu al-Syari'ah al-Islamiyyah fi 
'Uquud al-Ta'miin, Darul I'tisham, 1976] 

2 Substansi fatwa DSN nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang 
Pedoman Umum Asuransi Syar'iah. 

3 Undang-undang nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelengga- 
raan Ibadah Haji dan pasal 7 Keppres nomor 55 tahun 2002. 

4 Surat dari AJB Bumiputera 1912 No.277/Dir/BS/X/2002 
tertanggal 16 Oktober 2002 perihal permohonan fatwa 
Asuransi Haji. 

5. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada 
hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2002 M./ 16 Sya'ban 1423 H. 

MEMUTUSKAN 



Menetapkan FATWA TENTANG ASURANSI 

HAJI 



Pertama 



Kedua 



Ketentuan Umum 

1 Asuransi Haji yang tidak dibenarkan menurut syariah adalah 
asuransi yang menggunakan sistem konvensional. 

2 Asuransi Haji yang dibenarkan menurut syariah adalah 

asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

3 Asuransi Haji yang berdasarkan prinsip syariah bersifat 

ta'awuni (tolong menolong) antar sesama jama'ah haji. 

4 Akad asuransi haji adalah akad Tabarru' (hibah) yang 

bertujuan untuk menolong sesama jama'ah haji yang terkena 
musibah. Akad dilakukan antara jama'ah haji sebagai 
pemberi tabarru' dengan Asuransi Syariah yang bertindak 
sebagai pengelola dana hibah. 

Ketentuan Khusus 

1 Menteri Agama bertindak sebagai pemegang polis induk dari 
seluruh jama'ah haji dan bertanggung jawab atas pelaksana- 
an ibadah haji, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2 Jama'ah haji berkewajiban membayar premi sebagai dana 
tabarru' yang merupakan bagian dari komponen Biaya 
Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). 

3 Premi asuransi haji yang diterima oleh asuransi syariah harus 
dipisahkan dari premi-premi asuransi lainnya. 

4 Asuransi syariah dapat menginvestasikan dana tabarru' 
sesuai dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang 
Pedoman Umum Asuransi Syar'iah, dan hasil investasi 
ditambahkan ke dalam dana tabarru'. 

5 Asuransi Syariah berhak memperoleh ujrah (fee) atas 
pengelolaan dana tabarru' yang besarnya ditentukan sesuai 
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Ketiga 



Keempat 



dengan prinsip adil dan wajar. 

6 Asuransi Syariah berkewajiban membayar klaim kepada 
jama'ah haji sebagai peserta asuransi berdasarkan akad 
yang disepakati pada awal perjanjian. 

7 Surplus Operasional adalah hak jama'ah haji yang 
pengelolaannya diamanatkan kepada Menteri Agama sebagai 
pemegang polis induk untuk kemaslahatan umat. 

Penyelesaian Perselisihan 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka 
penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi 
Syari'ah yang berkedudukan di Indonesia setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

Penutup 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan 
diperbaiki sebagaimana mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 

Pada Tanggal : 23 Oktober 2002 M. 

16 Sya'ban 1423 H. 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 



K.H.M.A. Sahal Mahfudh 



Prof. Dr. H.M. Pin Svamsuddin 
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FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NOMOR: 40/DSN-MUI/X/2003 

Tentang 

PASAR MODAL DAN PEDOMAN UMUM 
PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL 



(jAjll iil 'L* 



Dewan Syari'ah Nasional setelah, 

Menimbang : a. bahwa perkembangan ekonomi suatu negara tidak lepas dari 

perkembangan pasar modal; 

b. bahwa pasar modal berdasarkan prinsip syariah telah 
dikembangkan di berbagai negara; 

c. bahwa umat Islam Indonesia memerlukan Pasar Modal yang 
aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah; 

d. bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 
Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan 
fatwa tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan 
Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. 



Mengingat : 1. Firman Allah SWT., antara lain: 

(275 r.jyi) . ..gj» 'ti^j jP iw j ... 



"...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." 
(QS. al-Baqarah [2]: 275). 



|0 I ^ 40 0 0 t 'i " 0 . 0^0 0 1 1 "^ tl " " *♦" \ " t 0 * * " "b t t° 4 ° 4 " T " 0 * \" \' 

-278 :s jSJ!) Yj o. ij^ ^ J ^ oJj :> 

.(279 



"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba 
(yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak 
mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya 
akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu 
pokok hartamu; kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (QS. al- 

Bagarah [2]: 278-279). 



p^\ jj <jc. o jl^J <jl fi&li 



i'jKbv rji.i op gii g 

(29 



"Hai orang yavng beriman! Janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara 
kamu,..." (QS. al-Nisa' [4]: 29). 



,A\ JLbi ‘fr J* 1 IjII 



"...Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di 
muka bumi dan carilah karunia Allah..." (QS. Al Jumu'ah [62]: 
10). 

(1 ; saSU!) . . . SjtiL \°JJ !“jL! 1^1 U 
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"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al- 
Ma'idah [5]: 1). 

2. Hadis Nabi s. a. w., antara lain: 

JLa^.1 j dbal ■ (ji ejljc. (jC. A^da (_jjI o\ J 

(cr^ e^d^il dw' Cf' 

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain" (HR. Ibn Majah dari 'Ubadah bin 
Shamit, Ahmad dari Ibn 'Abbas, dan Malik dari Yahya). 

(^1 jAi (jj ^jC- ** - ..A-vti d\jj) (jjul da £jj V 



"Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu" (HR. 
Al Khomsah dari Hukaim bin Hizam ) 



i >. " o. " o 't 1 ^ * O'' t J’ ^ o o ^ o -» 4 " * k'" o " o * < 't o ^ k'- aso-'-' i* » -t'" J5 * -'r k 

oljj) til-lic. ^ynl U U £ljj 2 j ^ U 1 J ^ 

.(^£daJl j (_jjl ^ ^ ^ (_jc- AjjI (jC- t . ^jc. A m>aaJl 



"Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal 
(menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal 
keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak 
halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu" 
(HR. Al Khomsah dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari 
kakeknya). 



(JA& L*?' CP- e ' jj) ££ ‘CP <J^ LTjl-J 



"Rasulullah s. a. w. melarang jual beli (yang mengandung) gharar" 
(H R. Al Baihagi dari Ibn u Umar) 



(AjIc. (jjiii-a) (jC. « j Ajlfr <Ujl &\ (Jjjojj (jl 



"Rasulullah s. a. w. melarang (untuk) melakukan penawaran palsu" 
(Muttafag 'ala ih) 



<# IajjJIj Jjl J JJ! filjj) y d*H**“ '& AW' Lr^i 0) 






"Nabi SAW melarang pembelian ganda pada satu transaksi 
pembelian" (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan al-Nasa'i). 



^ &£ V (e’> Oi »» jj) 



"Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya" (HR 
Baihagi dari Hukaim bin Hizam) 



dai 

UI 



LUt jt VVU. tkll* % ^ 

*Jkt jt ^ dL’^ 2 , V) ^ 'jj^JI J 

.(eijc. (jj j^ac. (jc. jj]I aljj) 



"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram" (HR. Al-Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf). 
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Oa^! ^ : ftl LTjL ;'JIS '^Lj ^ &! 'J^j s a l 

^UJlj ^ilaSjU J Jjb jj aljj) ^ bkji 4 j^ Oa^! 'jll lila 



"Rasulullah SAW bersabda, Al la h Ta'ala berfirman: "Aku adalah Pihak 
ketiga dari dua Pihak yang berserikat selama salah satu Pihak 
tidak mengkhianati yang lainnya. Maka, apabila salah satu Pihak 
mengkhianati yang lain, Aku pun meninggalkan keduanya" (HR 
Abu Dawud, al-Daraquthni, al-Hakim, dan al-Baihaqi). 



oljj) Vj V AjIc- AjC- (Ji (JjC- 

i 11 A 



"Dari Ma'mar bin Abdul la h, dari Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah 
melakukan ihtikar (penimbunan/monopoli) kecuali orang yang 
bersalah" (HR Muslim). 

3. Kaidah Fiqh: 

Jz, Ub JJ U cd&A J LP— Vf 



"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan 
sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. " 



*£! -J iY'jjw v 

"Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain 
tanpa seizinnya. " 



Memperhatikan 



1. Pendapat ulama, antara lain: 

• Pendapat Ibnu Qudamah dalam ATMughni juz 5/173, [Beirut: 
Dar al-Fikr, tanpa thn] : 



"Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra 
serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain." 



• Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa 
Adillatuhu juz 3/1841: 

•<> ajSLi U ^ ;\ iT£ 1 U^Ji jjlk ^VL &U51I 

,1 



•{'S 1 * - 



"Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham 
hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam 
perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya." 

• Pendapat para ulama yang menyatakan kebolehan jual beli 
saham pada perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis yang 
mubah, antara lain dikemukakan oleh Dr. Muhammad 'Abdul 
Ghaffar al-Syarif (al-Syarif, Buhuts Fiqhiyyah Mu'ashirah, 
[Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999], h. 78-79); Dr. Muhammad Yusuf 
Musa (Musa, al-Islam wa Musykilatuna al-Hadhirah, [t. t.: Silsilah 
al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1958], h. 58); Dr. Muhammad Rawas 
Qal'ahji, (Qal'ahji, al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi 
Dhaw'i al-Fiqh wa al-Syari'ah, [Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999], 
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h. 56). Syaikh Dr. 'Umar bin 'Abdul 'Aziz al-Matrak (Al-Matrak, al- 
Riba wa al-Mu'amalat al-Mashrafiyyah, [Riyadh: Dar al-'Ashimah, 
1417 H], h. 369-375) menyatakan: 



J Akgai plSjlil il£ Ji (^m) 

jf aTj^I pitS IjJ Vfcja a£jUUIj l^a a^U^SI 

4_jxj Jl-a3! <j^ Ajuj^Is AJl^k V j (JjjJj a^jg j.'^ 

.tilui !>Lj <_J!/La. o4A j tAc-ljl^all J ^ja A j -v 1 ", ^ ^ Tr. 



"(Jenis kedua), adalah saham-saham yang terdapat dalam 
perseroan yang dibolehkan, seperti perusahaan dagang atau 
perusahaan manufaktur yang dibolehkan. Ber-musahamah 
(saling bersaham) dan ber -syarikah (berkongsi) dalam 
perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika 
perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian 
dan ketidak-jelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu 
disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat 
memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari 
usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, 
tanpa diragukan." 



• Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan 
kepemilikan porsi (Ala?*.) suatu surat berharga selama disepakati 
dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga 
(bi-idzni syarikihi). Lihat: Al-Majmu' Syarh al-Muhazdzab IX/265 
dan Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu IV/881. 



• Keputusan Muktamar ke-7 Majma' Fiqh Islami tahun 1992 di 
Jeddah: 



+* ^ # li ^ i A ± "" A''" i L ^ ^ ^ ^ J* ^ 0 ^ 0 O & Ai i O ✓ ^ .0 9 ^ 

Ua dlcl ja AoJfcj jl Jjaj 



"Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap 
memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan." 



2. Keputusan dan Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang 
Reksa Dana Syariah tanggal 24-25 Rabi'ul Awal 1417 H/ 29-30 
Juli 1997 M. 



3. Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 

4. SK DSN - MUI No. 01 Tahun 2001 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional. 

5. Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan Bapepam tanggal 14 
Maret 2003 M./ 11 Muharram 1424 H dan Pernyataan Bersama 
Bapepam, APEI, dan SRO tanggal 14 Maret 2003 tentang 
Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di 
Pasar Modal Indonesia. 

6. Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan SRO tanggal 10 Juli 
2003 M/ 10 Jum. Awal 1424 H tentang Kerjasama Pengembangan 
dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia. 

7. Workshop Pasar Modal Syariah di Jakarta pada 14-15 Maret 2003 M/11-12 
Muharram 1424 H. 

8. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional MUI pada hari Sabtu, 
tanggal 08 Sya'ban 1424 H./04 Oktober 2003 M. 
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MEMUTUSKAN 



Menetapkan : FATWA TENTANG PASAR MODAL DAN PEDOMAN UMUM 

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI BIDANG 
PASAR MODAL 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 



Pasal 1 

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan : 

1. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan 

perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. 

2. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum. 

3. Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- 

undangan di bidang Pasar Modal ada l ah surat borharga yang akad, pengelolaan 

perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah. 

4. Shariah Compliance Officer (SCO) adalah Pihak atau pejabat dari suatu perusahaan 
atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman 
mengenai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. 

5. Pernyataan Kesesuaian Syariah adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh 
DSN-MUI terhadap suatu Efek Syariah bahwa Efek tersebut sudah sesuai dengan 
Prinsip-prinsip Syariah. 

6. Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang 
penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun 
dalam fatwa terkait lainnya. 



BAB II 

PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL 

Pasal 2 
Pasar Modal 



1. Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, 
jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah 
sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah. 

2. Suatu Efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah mem- 
peroleh Pernyataan Kesesuaian Syariah. 

BAB III 

EMITEN YANG MENERBITKAN EFEK SYARIAH 
Pasal 3 

Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik 

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan 
perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak 
boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah. 
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2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain: 

a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; 

b. lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi 
konvensional; 

c. produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan 

d. produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang 
merusak moral dan bersifat mudarat. 

e. melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat 
(nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari 
modalnya; 

3. Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib 
untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah 
atas Efek Syariah yang dikeluarkan. 

4. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin 
bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Shariah 
Compliance Officer. 

5. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu- 
waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan 
dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah. 

BAB IV 

KRITERIA DAN JENIS EFEK SYARIAH 
Pasal 4 

Jenis Efek Syariah 

1. Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, 
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga 
lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. 

2. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi 
kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang 
memiliki hak-hak istimewa. 

3. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah 
yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten 
untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi 
hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. 

4. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan 
prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta 
(shahib al-mal/rabb al-mal ) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana 
investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil 
shahib al-mal dengan pengguna investasi. 

5. Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif 
EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang 
timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli 
pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh 
pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang 
sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. 

6. Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan 
dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah . 
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BAB V 

TRANSAKSI EFEK 



Pasal 5 

Transaksi yang dilarang 

1. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak 
diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung 
unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman. 

2. Tinda l can speku l asi Transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, 
risywah, maksiat dan kezhaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi: 



a. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu; 

b. Bai' ai-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang 
belum dimiliki (short selling)-, 

c. Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh 
keuntungan atas transaksi yang dilarang; 1 

d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan; 



(nisbah) hutang perusahaan kepada l ombaga keuangan ribaw i l ob i h dominan dar i 
moda l nya; 



f. Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas 
pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah 
tersebut; dan 



g. Ihtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu 
Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan 
mempengaruhi Pihak lain; 



h. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas. 



Pasal 6 

Harga Pasar Wajar 

Harga pasar dari Efek Syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang 
sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan Efek tersebut dan/atau sesuai 
dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa. 

BAB VI 

PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI 
Pasal 7 



Dalam hal DSN-MUI memandang perlu untuk mendapatkan informasi, maka DSN-MUI 
berhak memperoleh informasi dari Bapepam dan Pihak lain dalam rangka penerapan 
Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. 



1 Akan disesuaikan pengertiannya dng yg ada di Bapepam/SRO 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 8 

1. Prinsip-prinsip Syariah mengenai Pasar Modal dan seluruh mekanisme kegiatan 
terkait di dalamnya yang belum diatur dalam fatwa ini akan ditetapkan lebih lanjut 
dalam fatwa atau keputusan DSN-MUI. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari 
ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana 
mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 
Pada tanggal : 08 Sva'ban 1424 H 
04 Oktober 2003 M 



DEWAN SYARIAH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 



Dr.K.H. M.A. Sahal Mahfudh Prof.Dr.H.M. Pin Svamsuddin 
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FATWA 

DEWAN SYARIAH NASIONAL 
Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004 

Tentang 

OBLIGASI SYARIAH IJARAH 

s ^ || o S j o 

JlUI 



Dewan Syariah Nasional setelah, 

Menimbang : a. bahwa Obligasi Syariah yang telah diterbitkan melalui fatwa 

DSN-MUI adalah Obligasi Syariah Mudharabah, sehingga 
belum dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat 
terhadap Obligasi Syariah yang lainnya; 

b. bahwa dewasa ini dibutuhkan instrumen obligasi berdasarkan 
prinsip Syariah untuk membiayai transaksi sewa-menyewa, 
sehingga diperlukan fatwa tentang Obligasi Syariah Ijarah; 

c. bahwa agar Obligasi Syariah Ijarah dapat diterbitkan, maka 
Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan 
fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman. 

Mengingat : 1. Firman Allah SWT., antara lain: 

a. QS. al-Maidah [5] : 1 : 

JjailU Ijljf IjU 



"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad 
itu..." 



b. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233: 



o l'* 1 O >or " ^ 0 i f i° * . 0 r*° £ 0. f 0 " \ 0 

IAjjuj IJj \C> ^ l W ^ I I j)X ^jl .. 

LaauUaJ (jt I j—alc.! J iAh\ I j_aSl j i lJ) jj'Ua 



"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 
lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada 
Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 
kamu kerjakan . " 



c. 



Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26: 






(j) 






iltj U4lAkl °£±\\1 



"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai 
ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada 
kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang 
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang 
kuat lagi dapat dipercaya. 



2. Hadis-hadis Nabi s. a. w., antara lain: 



a. Hadis Qudsi riwayat Muslim dari Abu Hurairah: 
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'♦o f i* ^ »*''*" ..j» i -'o-' a 9 9 a I'if** **Vt ** i * ^ " SS # " 4 " »4 S* 

^ )-»(-, I M u) AlDLi jyc. <&l (J 1_3 

iAiu (JSla ^t-J (J^jj i jJj L ala. 

olj j) 6 j_a! ftJaau AjL~a ^ g j3ji.,j.ula l^)_ia.f ^)3.1 aIui! <_)_a,jj 

^ ^ L L' /\ 



/\ //a/? Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Ada tiga 

kelompok yang Aku menjadi musuh mereka pada Hari 
Kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas 
nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang 
menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia 
memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang 
yang memperkerjakan seseorang, lalu pekerja itu 
memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak 
membayarkan upahnya" { HR. Muslim). 



b. Hadis Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi 
bersabda: 



9 " 35. ' o o i' o £ . » i * o f 

i fiaj (j| (_Jj3 sj^I I l_jJaC.l 



"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." 



c. 



Hadis riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu 
Sa'id al-Khudri, Nabi s. a. w. bersabda: 






.f A^M jktluil 



O* 



d. 



"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukan-lah 
upahnya . " 

Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia 
berkata: 



UUj £ jj 3! y 'jSJl Je. U IjS 

iL]_ 13 ^j_C- A_li j A 1. Ic. <Ul| Alil IjL^J- 3 tlfrJ-a 

i A-iJaj jt (j! Ijj-atj 



"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil 
pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami 
melakukan hai tersebut dan memerintahkan agar kami 
menyewakannya dengan emas atau perak. " 



e. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: 

LU! jt £U ^ ^ Oh >U y. 



Jf 



j! V^-a. L Vl ^g-laj^-Lu (j— ^ (jj-UUlj ^ j-a 

.Cal^a. (Ja.! 



"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat 
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram . " 



3. Ijma' ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa 
(Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Dr. Wahbah al-Zuhaili). 
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4. Kaidah fiqih : 

.1 jc. ^ uk y vi ^ 'juvi 



"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. " 



J, 4 9 CU*9 & <-* " +0 

a ^U) f -»S.rx ^!ia 



1 " ' ‘' -s - 



Uujt 



"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum 

Allah.." 



Memperhatikan 



1. Pendapat para ulama; antara lain: 

a. Imam al-Syairazi, al-Muhadzdzab, juz I, Kitab al-Ijarah, 
hal. 394: 

J\ SLkUsJI bVj JSc. Sjlk^l iSb. 

ylkVl «kkl 'jlk llB 

"Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas 
manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap 
manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh 
karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah 
seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat. ” 

b. Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz VIII, hal. 7: 

"Ijarah adalah jual beli manfaat; dan manfaat 
berkedudukan sama dengan benda. " 

c. Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz VIII, hal. 54: 



i ji Sjktku^i jk'j: y 



"Penyewa boleh menyewakan benda yang disewa jika ia telah menerima benda 
tersebut." 



d. Imam al-Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, juz 
XV, hal. 308; al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, juz II, hal. 
332; al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, juz III, hal. 108: 

v;** ‘Jy »%ii p ji*.yi] «ilis ‘d j... 

.^UftVl Cl) j ja. UaS tdJji d)j^a*3 (j£lu-aj 

"...kebutuhan orang mendorong adanya akad ijarah 
(sewa menyewa), sebab tidak setiap orang memiliki 
kendaraan, tempat tinggal dan pelayan (pekerja). Oleh 
karena itu, ijarah dibolehkan sebagaimana dibolehkan 
juga menjual benda." 

e. Imam al-Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzah, juz 
XV, hal. 383: 

g a 

;4kjt S jlk^l jl'jk ^ to ^2l 'Jk 



J 3 '» 






j 
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5^' y* ‘5^' lA ^ AAA ’JA ^ (&lkt) 

fSsLi Sjl^^lj t {j^aVsll JjI 

ja a^c. s jV «rjiik sj^i y (yoj) 

o .* o-*-» o^abh ^ o <» ^ ^ o .» o **V. t ^ " '♦o.^ 

^)JjJ ( ai3 4jJa 4 * q Loj) j 

O ^ Obi ^ 0 <* ** " ''.O.^ Obi * 

.02*1' f*-*-^' i^S 

Yj y l^V t Jk>3! a- l^jlkl ^ (kJlSTj) 
U? ^V t ja«>3l j£ JJ^J 



"Jika penyewa bermaksud menyewakan benda yang 
disewa kepada pihak lain sebelum benda itu diterima, 
maka mengenai kebolehan penyewaan (kedua) tersebut 
terdapat tiga pendapat. Pertama, tidak boleh, 
sebagaimana halnya benda yang dibeli; artinya, tidak 
boleh menjual benda yang dibeli sebelum diterima; 
sedangkan ijarah (sewa menyewa) sama dengan jual beli 
(bai 0 sebagaimana keterangan terdahulu. 

Kedua, penyewaan (kedua oleh penyewa) hukumnya 
boleh (sah), karena obyek ijarah adalah manfaat; 
sedangkan manfaat tidak dipandang telah diterima hanya 
dengan pemberi sewa telah menyerahkan benda yang 
disewakannya. Oleh karena itu, penyerahan benda tidak 
menimbulkan pengaruh hukum terhadap manfaat." 

Ketiga, boleh hukumnya menyewakan benda yang 
disewa tersebut kepada pemberi sewa (pertama), karena 
benda itu berada pada tangannya; namun tidak boleh 
menyewakannya kepada selain pemberi sewa (orang 
lain), karena benda itu tidak berada pada tangannya." 



f. Ibnu Qudamah, Al-Mughni, juz VIII, hal. 56: 

AA .'fAjj Jl* J JjkJl i J_s.l jal 11 m3) jjAj 

Jli 4 _Jj j i $\ llC* (J-C- L fJJJ 

* o.Ji dti * o i" o f. o 

_ (jjlj jjj jj|j t 



"Penyewa boleh menyewakan benda yang disewanya 
dengan sejumlah bayaran (sewa) yang sama atau lebih 
tinggi. Hal tersebut telah ditegaskan oleh Imam Ahmad. 
Pendapat yang sama dikemukakan pula 'Atha', al-Hasan, 
dan al-Zuhri; demikian juga dikemukakan oleh Iman 
Syafi'i, Abu Tsaur dan Ibn al-Munzir." 



g. Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz VIII, hal. 113: 




j! t Ajllaf o^a.l“ua 4 l 

? 



0 

l \AikA*\ 



"Benda yang disewa adalah amanah di tangan penyewa; 
jika rusak bukan disebabkan kelalaian, penyewa tidak 
diminta harus bertanggung jawab (mengganti)." 

h. Al-Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al- 
Fikr, 1983), Juz 3, Cet. Ke-4, hal. 208, 
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^ 1 Jl * 0 * " " °" °ti " ^ ^ 0 t fr*° ^ ^*o > "" 

JJ^JJ ... 6J»Lu4>a]| JS.JJ jl J^Lbauil) 

j! aj U'jkt U Juj l ^i G r>tsi^! 'j£J! jk'i 'j! 

'/J51 jt'*t 



Penyewa (musta'jir) boleh menyewakan barang 
sewaan.... Ia (penyewa) boleh pula menyewakan kembali 
dengan harga yang sama pada saat ia menyewa, lebih 
banyak atau lebih sedikit. 



Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Cet.4 
Juz 5; hal. 3842: 



aIs j-a a. jji lj jl I jl J -v t , M | j 

J^A ‘J “ > «! ' u-* ^ 

Aj| j! aJj 46 j»! S 



"Jika seseorang menyewa rumah, toko atau tempat 
lainnya, ia boleh memanfaatkannya sesuai dengan 
kehendaknya, baik ditempati sendiri atau dengan 
menempatkan orang lain ke dalamnya melalui akad sewa 
menyewa atau dengan cara meminjamkan; ia (penyewa) 
boleh juga menaruh (memasukkan) benda orang lain di 
dalam tempat tersebut." 



Dr. Ali Muhyiddin Ali al-Qarahdaghi, Buhuts fi al-Iqtishad 
al-Islami, hal. 352-353: 



^ - <y++ j ^ ^ ^y * -t ^ ^ ~y ^y < ^ Ly ™ ++^s 

ff Aljg'i.a jjc. j aJ m jlac-Vl ojIa. 1 diilS 

. JC£.Vl Sjlkl 



Demikian pula dimungkinkan penerbitan Obligasi Ijarah 
biasa (bukan Ijarah Muntahiya Bittamlik), baik ijarah atas 
barang (a 'ya n), bergerak maupun tidak bergerak, 
ataupun ijarah atas jasa tenaga kerja. 



Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz V, hal. 173: 

AjV, 4 jli. ^44 A ‘ 4k! (_£ jLujl j]_5 

4^j£a]| 44^43 ^4° c 

(173 ‘5 £ J 



"Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli 
porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh, karena ia 
membeli milik pihak lain . " 



Al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, juz III, hal. 9: 

y aji y y o’J blj #43 asyi 

j i (yj jii jV i£u. y^a) ...yj'jii jy issu. .yiii 

^ o -'aba ^ ^ ^ », «" 0 * " o*-; h # o o ^ o * 

AjjudJI L_L&j y C5^ 



A^j AiSjl! jj| £]| 2uajl! ^ im Ai“jl : a!^U 

o ** 23 a» k f 0 •* " o*'' 0 4 35 

(9 4 3 Ajoisj 
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"Wakil tidak boleh menjual kepada dirinya sendiri dan 
kepada orang yang ada di bawah pengampuannya, 
walaupun hal itu telah diizinkan dan telah pula 
ditentukan harganya. Hal ini berbeda dengan pendapat 
Ibnu Rif'ah; maksudnya, menurut Ibnu Rif'ah, wakil 
boleh menjual kepada dirinya sendiri dan kepada orang 
yang ada di bawah pengampuannya... Sayyid Umar al- 
Bashri menulis sebagai berikut: 'Pendapat Ibnu Rif'ah 
tersebut adalah pendapat yang sangat berbobot dan 
mempunyai landasan hukum, dilihat dari sudut makna 
(semangat hukum). Hanya saja, dilihat dari sisi naql, 
pendapat jumhur —yang memandang kuat bahwa wakil 
(dalam hibah) tidak boleh memberikan (hibah) kepada 
diri sendiri— menolak pendapat Ibnu Rif'ah tersebut.'" 

m. Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz V, 
hal. 4094: 



L (J jjk J AjI /UU jjc. (JJJJ 

f' ''O'' 9 <" o 9*0 9* f ** * .'i" i f 9 J'',' " 0.% k 

laik* Si jl Ja±u Ajj ...AjaiajJ 

9 't " *f o i < M " °' a ti i'* " 0 * *° * Vl 9 o 9 o 9 <±1 4 35 f " 

AA (j| y J \\ 

(4097 j) jSSU 



"Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa wakil tidak boleh 
membeli sesuatu untuk dirinya. Dengan demikian, 
nampak jelas bahwa ulama mazhab Hanafi secara mutlak 
tidak membolehklan wakil melakukan penjualan untuk 
(kepada) diri sendiri. Sementara itu, jumhur (mayoritas 
ulama) tidak membolehkan cara penjualan tersebut 
kecuali pihak yang mewakilkan mengizinkan penjualan 
kepada diri sendiri." 



n. Munzir Qahf, Mu'alajah al-'Ajz fi al-Mizaniyyah al-'Ammah 
fi al-Nizham al-Islami, h. 14 dan 16: 

pli] ' A jj ' ■ (jSIoJ US i - ^ ’u, Uii jl j ^ j) .aj aj ^ 4 . y* J pl 

jkj Uji ajuJ 4 Alak. *UIS j jZiJ A_a jkll ^ a±j aAjjlj Jj-ai 

( 'l 4 (j-a ( I A-alatll A_ijl jiajl ^3 A^ibtA i i a-. A jAlaJ 

4 a^vVv j^ jjg .a /U e jl_S 1^1 lUl 

0 f 0 t J* 0 t <*' o &*9 a>i Z t 'i 9 k o <* o o 9 o " o o * ** £ < " 

(jl ^-jjaiijud yj \1 (jl-3 c (JjlB i 

i^i f IL ^ ^ St/, j/ yu n 

(16 U^ 3 ) 4 AfilU jc- /UJIj 



"Penerbitan shukuk (obligasi) ijarah dapat dilakukan 
terhadap (untuk) aktiva (asset) tetap yang telah ada. 
Kepemilikan aktiva tersebut beralih ke pemegang 
shukuk ; dan (karena itu), penyewaan dilakukan dari 
mereka. Demikian juga, shukuk ijarah dapat diterbitkan 
terhadap (untuk) aktiva tetap di mana pemerintah 
membeli aktiva tersebut sebagai wakil dari pemegang 
shukuk, kemudian menyewanya dari mereka. 

Jika shukuk ijarah ditawarkan kepada publik untuk 
kepentingan taman umum yang belum ada (belum 
dibangun), maka pemerintah tidak dapat menggunakan 
dana terkumpul untuk selain pembangunan taman. Hal 



Al 0 
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Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



itu karena pemerintah hanya dalam penggunaan dana 
tersebut hanya berstatus sebagai wakil dari pemiliknya." 

2. Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Pembiayaan Ijarah; Fatwa DSN-MUI nomor 10/DSN- 
MUI/IV/2000 tentang Wakalah; Fatwa DSN-MUI nomor 29/DSN- 
MUI/VI/2002 tentang PRKS; Fatwa DSN-MUI nomor 32/DSN- 
MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah; Fatwa DSN-MUI nomor 
40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum 
Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal; 

3. Pendapat Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional MUI tanggal 12 
Muharram 1425/4 Maret 2004; 

4. Surat dari PT. Mandiri Sekuritas NO.062/MS/DIR/II/04 perihal 
permohonan Fatwa Obligasi Syariah Ijarah. 

MEMUTUSKAN 



FATWA TENTANG OBLIGASI SYARIAH IJARAH 

Ketentuan Umum 

1. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang 
berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Emiten 
kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten 
untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi 
syariah berupa bagi hasil/marjin/fee serta membayar kembali 
dana obligasi pada saat jatuh tempo. 

2. Obligasi Syariah Ijarah adalah Obligasi Syariah berdasarkan 
akad Ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan 
Syariah Nasional MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Pembiayaan Ijarah. 

3. Pemegang Obligasi Syariah Ijarah (OSI) dapat bertindak 
sebagai Musta'jir (penyewa) dan dapat pula bertindak 
sebagai Mu'jir (pemberi sewa). 

4. Emiten dalam kedudukannya sebagai wakil Pemegang OSI 
dapat menyewa ataupun menyewakan kepada pihak lain dan 
dapat pula bertindak sebagai penyewa. 



Ketentuan Khusus 

1. Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah Ijarah adalah 
Ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI 
nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, 
terutama mengenai rukun dan syarat akad. 

2. Obyek Ijarah harus berupa manfaat yang dibolehkan. 

3. Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan 
dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa 
DSN-MUI nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah dan nomor 
40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman 
Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. 
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4. Emiten dalam kedudukannya sebagai penerbit obligasi dapat 
mengeluarkan OSI baik untuk asset yang telah ada maupun 
asset yang akan diadakan untuk disewakan. 

5. Pemegang OSI sebagai pemilik aset ( a'yan ) atau manfaat 
(manafi') dalam menyewakan ( ijarah ) asset atau manfaat 
yang menjadi haknya kepada pihak lain dilakukan melalui 
Emiten sebagai wakil. 

6. Emiten yang bertindak sebagai wakil dari Pemegang OSI 
dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau menyewakan 
kepada pihak lain. 

7. Dalam hal Emiten bertindak sebagai penyewa untuk dirinya 
sendiri, maka Emiten wajib membayar sewa dalam jumlah 
dan waktu yang disepakati sebagai imbalan (' iwadh ma'lum) 
sebagaimana jika penyewaan dilakukan kepada pihak lain. 

8. Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas 
Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan 
Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah 
Ijarah dimulai. 

9. Kepemilikan Obligasi Syariah Ijarah dapat dialihkan kepada 
pihak lain, selama disepakati dalam akad 

Ketiga Penyelesaian Perselisihan 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiaannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

Keempat Ketentuan Penutup 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal : 12 Muharram 1425 H 
04 Maret 2004 M 



DEWAN SYARI’AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, Sekretaris, 
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FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
Nomor: 42/DSN-MUI/V/2004 

Tentang 

SYARIAH CHARGE CARD 



&*.‘J Al 



Menimbang 



Mengingat 



Dewan Syari'ah Nasional, setelah 



a. bahwa untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan 
kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi 
dan penarikan tunai diperlukan charge card; 

b. bahwa fasilitas charge card yang ada dewasa ini masih 
belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; 

c. bahwa agar fasilitas tersebut dilaksanakan sesuai dengan 
Syari'ah, Dewan Syari'ah Nasional memandang perlu 
menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan 
pedoman. 



1. Firman Allah SWT, antara lain: 



a. QS. al-Ma'idah [5] : 1 : 

o 0(4 jO Jio f |0 ^ 7 ^ O * 

PjA*JU I j2jl I jial 1§-Jl U 



“Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...". 



QS. Yusuf [12]: 72: 

Aj UI J Aj JMj 

aS o " % 

.(HP'J 



"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala 
Raja ; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, 
akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, 
dan aku menjamin terhadapnya. 



c. QS. al-Ma'idah [5]: 2: 

y 1° V c*" " +& tl" * 1t T 1° \' Z" 

C5 _iO y j i(Jj9L Lil j J-AJl C5 _iO # # 

'j 






...“Dan tolong -menolonglah dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong 
dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran..." 

d. QS. al-Furqan [25]: 67: 



aiji ^ jiSj i ^ i q 



‘Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 
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mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan 
adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang 
demikian. " 

e. QS. Al-Isra' [17]: 26-27: 

iJ'M t>s b) ‘i 'J$ r j... 

.IjjSS Zj olSj 



. . . “dan janganlah kamu menghambur-hamburkan 
(hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros- 
pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan 
itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. " 

f. QS. al-Isra' [17]: 34: 

.YjLu. ‘Ji l'ja'/j. . . 

. . . “Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti 
diminta pertanggunganjawabannya. " 



g. QS. al-Qashash [28]: 26: 

U J J\ ii’jzfc U cJIj cJli 



“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai 
ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada 
kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang 
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang 
kuat lagi dapat dipercaya. 







h. QS. al-Baqarah [2]: 275: 

^ % 'j J Jk v tfji! OjSSt 'jj! 

jji ’jL yai ui i jin jjl c> 

o- ^ J i;\k Ja 4311 titj 

cAlll JI V ‘JJj t LiL> U 4Ji VSli 

^ J3» 



‘Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 
mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka 
berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama 
dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli 
dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 
(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah 
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. " 
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i. QS. al-Baqarah [2]: 282: 



.J'JSH ia a.31 I^L 



“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amaiah tidak 
secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara 
tertulis... ". 



j. QS. al-Baqarah [2]: 280: 

. " " O' -*4 " » . ' t -i ,' o 9- 0 > ' 4 0 l' 

...o Cffjj ’» J ^ 0 J <ju u) J 

‘ban jika ia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, 
berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." 



2. Hadis Nabi s. a. w.; antara lain: 



a. 



Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al- 
Muzani, Nabi s. a. w. bersabda: 



.UI ja-JaJ 



‘Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat 
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram." 



b. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan 
yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s. a. w. bersabda: 

jljUaVj . 



‘Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri 
maupun orang lain. " 



Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa': 

SjUkj J fL (j 4 J fti J* Ji i y 

p t'v : ryu j u* : 'jii 

tfjLjG AjlIJ jj! (Jli 4 I jlLa 



‘Telah dihadapkan kepada Rasulullah s. a. w. jenazah 
seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah bertanya, 
'Apakah ia mempunyai hutang?' Sahabat menjawab, 
'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian 
dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 
'Apakah ia mempunyai hutang?' Mereka menjawab, 'Ya'. 
Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau 
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sendiri tidak mau mensaiatkannya). Lalu Abu Qatadah 
berkata, 'Saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah'. 
Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut. " 



d. 



Hadis Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban: 

(jc. J ^jC- 

^iC- J)]l ) aJI j AjIc. <Uil Lili (Jjjal J 'Jli 




“Za'im (penjamin) adalah gharim (orang yang menang- 
gung)." 

e. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, 
ia berkata: 



" 'i' ' o i . o .*i " i k i -y t' " o £ 

A^jujLg j p jjJ! (j-a ^ 9 )^judil LaJ pj UA 

(_jC. aJI A_j3c. *>Ill ^3 L^a iul tLg-lo fl-allj 

# AjJa 9 jl c_lA A j Jji j 



“Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) 
hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami 
melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami 
menyewakannya dengan emas atau perak. " 



f. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu 
Sa'id al-Khudri, Nabi s. a. w. bersabda: 



5 J^ 



1 A^alauls I 



O* 



g- 



“i Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah 
upahnya. " 



Hadis Nabi riwayat Muslim, Nabi bersabda: 

'°A 



n»'o A» 9 oy i " & ^ A» o &'a A# *o a' 'Z 't, o ' 

aUi cujAiI ( 3 ^ 

o » ''["i'' °^ a tl o ^ o * 9 i " ♦•-'«''.♦abi a' ' ^ a 

Aaxj) ^I^Ua A j» \l ^9 Jdil J (j-a 

0 * f o " 

UJ^ 



"Orang yang melepaskan seorang muslim dari 
kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan 
kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa 
menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong 
saudaranya" 

h. Hadis Nabi riwayat Jama'ah, Nabi bersabda: 

LP- 

“i Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 
mampu adalah suatu kezaliman..." 

i. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan 
Ahmad, Nabi bersabda: 

Aajj^C. j AjJa jf. JslJ Aa.1 jJl ^ 

“i Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 
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mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi 
kepadanya. " 

j. Hadis Nabi riwayat Bukhari, Nabi bersabda: 

^ < " i* o o f o A*' o & » 

. £ j q\ 

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang 
paling baik dalam pembayaran hutangnya." 



Memperhatikan 



3. Kaidah Fiqh; antara lain: 

a . . 'j si tR y Vj sigyi psuujai luv i 

‘Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. " 

b- 'uumSI Ldkj 

• ** * ^ * 



‘Kesulitan dapat menarik kemudahan. " 



c. 






‘Keperluan dapat menduduki posisi darurat. " 



d. 



jlilb CutSllS 



‘Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama 
dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama 
tidak bertentangan dengan syari'at). " 



e. 



*4 '' «" ■+" 0« & 4 »1 jl 0 " 

^\l L ^ ^ \l L * \\y ^ \n PjujlIaJ) £, j J 



“Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan 
(diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan." 



1. Pendapat fuqaha'; antara lain dalam: 
a. Kitab I'anah al-Thalibin, jilid III/77-78 : 



LL ■ (pAj® c . l '» * 1 L V) 

jjc- AjV AiLalia ^aj tLfrlaljJa IjIj AjLu 

^ o A#-' ^ ** if 0 " ^ o fco 'S o * i£* fch - S 

j ^uLuiAJl U x -^ ^5^ ^^Ludll 

\jf j #>> 4jLa ; Jll jl j ;^S\jA AjjGc. j Ij-aUia 

(jlS Lg-jJnxJ j! 4 jLo 3 ) 1^3 

i f o 5* " t ^ t t ** M '*'* 1 ^ ^ ♦ tl ^ ^ " o 4 4 " S o A*' 'i 

(j) (j-a ALc. LaJ uSLLa ^jUuJaj) A,"yj^ UA La 

.jU^I AkjVl 



"(Tidak sah akad penjaminan [ dhaman ] terhadap sesuatu 
yang akan menjadi kewajiban, seperti hutang dari akad 
qardh ) yang akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: 
'Berilah orang ini hutang sebanyak seratus dan aku 
menja-minnya/ Penjaminan tersebut tidak sah, karena 
hutang orang itu belum terjadi. Dalam pasal tentang 
Qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini — 
penjaminan terhadap suatu kewajiban (hutang) yang 
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belum terjadi — dan menyatakan bahwa ia sah menjadi 
penjamin. Redaksi dalam pasal tersebut adalah sebagai 
berikut: 'Seandainya seseorang berkata, Berilah orang ini 
hutang sebanyak seratus ... dan aku menjaminnya. 
Kemudian orang yang diajak bicara memberikan hutang 
kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau seba- 
giannya, maka orang tersebut menjadi penjamin menurut 
pendapat yang paling kuat ( awjah Dengan demikian, 
per-nyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang 
dhaman) yang menyatakan dhaman (terhadap sesuatu 
yang akan menjadi kewajiban) itu tidak sah bertentangan 
dengan pernyataannya sendiri dalam pasal tentang qardh 
di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah 
sebagai) dhaman." 



b. Kitab Mughni al-Muhtaj, jilid II: 201-202: 

(liilj) llk . . . oAlI jAj ( «j-a 

* O & " ''s. O ' O ■**■' 9 * & " V \ " 

j | a # a J\& i 

& k f * * 9*9" o f 9 9 o " i'- " ,9- " " i " " * 

i j) Ajl-UAju jLg f l i ^ « La (jLajJa 

• -'**< v * 



"(Hal yang dijamin) yaitu hutang (disyaratkan harus 
berupa hak yang telah terjadi) pada saat akad. Oleh 
karena itu, tidak sah menjamin hutang yang belum 
menjadi kewajiban... ( Qaul qadim —Imam al-Syafi'i— 
menyatakan sah pen-jaminan terhadap hutang yang 
akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang 
akan dijual atau sesuatu yang akan dihutangkan. Hal itu 
karena hajat —kebutuhan orang— terkadang mendorong 
adanya penjaminan tersebut." 



Kitab ai-Muhadzdzab, juz I Kitab al-Ijarah hal. 394: 

J\ CjYj ..ikt£31 Jz. jjk J 

Jc. jlk J\ 

Jk, ij+y 1 ^ 1 



"Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas 
manfaat yang diboiehkan... karena keperluan terhadap 
manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. 
Manakala akad jual beli atas benda diboiehkan, maka 
sudah seharusnya diboiehkan pula akad ijarah atas 
manfaat. " 



d. Kitab Fiqh al-Sunnah, Sayyid Sabiq 

e. Hai'ah al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li-al-Mu'assasah al- 
Maliyah al-Islamiyah, Bahrain, al-Ma'ayir al-Syar'iyah, 
Mei 2001: al-Mi'yar al-Syar'iy, nomor 2 tentang Bithaqah 
al-Hasm wa Bithaqah al-I'timan. 

2. Substansi Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Pembiayaan Ijarah; 

Substansi Fatwa DSN No.ll/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Kafalah; 
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Menetapkan 

Pertama 

Kedua 



Ketiga 



Substansi Fatwa DSN NO.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang 
Qardh; 

3. Surat-surat masuk dari BII Syariah, BNI Syariah, Bank 
Danamon Syariah, perihal permohonan fatwa kartu 
syariah (Islamic Card). 

4. Pendapat Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari 
Kamis, 07 Rabi'ul Akhir 1425 H. / 27 Mei 2004. 

MEMUTUSKAN 



FATWA TENTANG SYARIAH 
CHARGE CARD 

Hukum 

Penggunaan charge card secara syariah 

diboiehkan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut: 

Ketentuan Umum 

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: 

a. Syariah Charge Card adalah fasilitas kartu talangan 
yang dipergunakan oleh pemegang kartu (hamil al- 
bithaqah) sebagai alat bayar atau pengambilan uang 
tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus 
dibayar lunas kepada pihak yang memberikan 
talangan (mushdir al-bithaqah) pada waktu yang 
telah ditetapkan. 

b. Membership fee ( rusum al-'udhwiyah ) adalah iuran 
keanggotaan, termasuk perpanjangan masa 
keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan 
izin menggunakan fasilitas kartu; 

c. Merchant Fee adalah fee yang diambil dari harga objek 

transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan ( ujrah 
samsarah ), pemasaran ( taswiq ) dan penagihan ( tahsil 

al-dayn); 

d. Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan 
fasilitas untuk penarikan uang tunai ( rusum sahb al- 

nuqud) 

e. Denda keterlambatan ( Late Charge ) adalah denda 
akibat keterlambatan pembayaran yang akan diakui 
sebagai dana sosial. 

f. Denda karena melampaui pagu ( Overlimit Charge ) 
adalah denda yang dikenakan karena melampaui pagu 
yang diberikan (overlimit charge) tanpa persetujuan 
penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial. 



Ketentuan Akad 

Akad yang dapat digunakan untuk Syariah Charge Card 
adalah: 

a. Untuk transaksi pemegang kartu ( hamil al-bithaqah ) 
melalui merchant ( qabil al-bithaqah/per\er\ma kartu), 
akad yang digunakan adalah akad Kafalah wal ijarah. 
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Keempat 



Kelima 



Keenam 



b. Untuk transaksi pengambilan uang tunai digunakan 
akad al-Qardh wal ijarah. 

1. Ketentuan dan batasan ( dhawabith wa hudud ) Syariah 
Charge Card : 

a. Tidak boleh menimbulkan riba. 

b. Tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram 
atau maksiat. 

c. Tidak mendorong israf (pengeluaran yang berlebihan) 
antara lain dengan cara menetapkan pagu. 

d. Tidak mengakibatkan hutang yang tidak pernah lunas 
(g ha la bah al-dayn). 

e. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan 
finansial untuk melunasi pada waktunya. 

2. Ketentuan Fee: 

a. Iuran keanggotaan (Membership fee) 

Penerbit kartu boleh menerima iuran keanggotaan 
( rusum al-'udhwiyah ) termasuk perpanjangan masa 
keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan 
izin penggunaan fasilitas kartu. 

b. Merchant Fee (ujrah) 

Penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari 
harga objek transaksi atau pelayanan sebagai 
upah/imbalan ( ujrah samsarah ), pemasaran ( taswiq ) 
dan penagihan (tahsil al-dayn). 

c. Fee Penarikan Uang Tunai 

Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang 
tunai ( rusum sahb al-nuqud ) sebagai fee atas 
pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya 
tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. 

Denda-denda 

a. Denda Keterlambatan ( Late Charge) 

Penerbit kartu boleh mengenakan denda 
keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai 
dana sosial. 

b. Denda karena melampaui pagu (Overlimit Charge) 
Penerbit kartu boleh mengenakan denda karena 
pemegang kartu melampaui pagu yang diberikan 
(overlimit charge) tanpa persetujuan penerbit kartu 
dan akan diakui sebagai dana sosial. 

Ketentuan Penutup 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak 
terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan 
Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
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sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada Tanggal : 07 Rabi'ul Akhir 1425 H 

27 Mei 2004 M 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 



DR. K.H. M .A. Sahal Machfudh 



Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin 



FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 

Tentang 

GANTI RUGI (TA'WIDH) 



Dewan Syari'ah Nasional, setelah 

Menimbang : a. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) beroperasi berdasarkan 

prinsip syari'ah untuk menghindarkan praktik riba atau praktik 
yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial 
yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional; 

b. bahwa para pihak yang melakukan transaksi dalam LKS 
terkadang mengalami risiko kerugian akibat wanprestasi atau 
kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain 
yang melanggar perjanjian; 

c. bahwa syari'ah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang 
bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh 
ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya; 
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Mengingat 



d. bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para 
pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang 
menimbulkan kerugian tersebut; 

e. bahwa masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi 
dalam LKS meminta fatwa kepada DSN tentang ganti rugi akibat 
penunda-nundaan pembayaran dalam kondisi mampu; 

f. bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, 
DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi 
( ta'widh ) untuk dijadikan pedoman. 



1. Firman Allah SWT.; antara lain: 

a. QS. al-Ma'idah [5] : 1 : 

SJtiL I*j9jt fjU 'j^l 

"Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu..." 

b. QS. al-Isra' [17]: 34: 

kO _£o ^ ^ I ^ ^ O ^ i l 0 ^ Ok 4 |9 io f'" 

. j jluba (jlS ^juI (jl t t 'u I 

"...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggunganjawabannya. " 

c. QS. al-Baqarah [2]: 194: 

U» Ajlc. I jjuc.ll 

^ aHi y 44311 1 jSSlj 

"... maka , barang siapa melakukan aniaya (kerugian) 
kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah 
ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Aliah dan 
ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang 
bertakwa. " 

d. QS. al-Baqarah [2]: 279-280: 

® °L)Ij ; U J ' 0 ^ V. . . 

.U (j) (jlj 

"... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika 
(orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika 
kamu mengetahui. " 



2. Hadis-hadis Nabi s. a. w.; antara lain: 

a. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf: 

“Jkt ‘J 1131 « H\ 'cik 

ji. (JiJ jt ui V] j 




"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perjanjian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat 
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. " 
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Memperhatikan : 



b. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, 
Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn 
Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, 
Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu 
Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami 
dari Abu Hurairah): 






"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 
mampu adalah suatu kezaliman..." 



c. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu 
Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin 
Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid: 



} Z' o f* f " f ' o s5 * f ^ 't 

Aijac. J AjJajC- ^ 



"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang 
mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi 
kepadanya . " 



d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, 
riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya: 



"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain. " 



3. 



Kaidah Fiqh; antara lain: 






"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. " 



.3 jS 

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan." 



1. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, juz IV, hlm 342, 
bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan 
kerugian ( dharar ) dan karenanya harus dihindarkan; ia 
menyatakan: 



u’- 1 up : u 






'*& ' J J o,' J -t'* ** !f a». * o f Z' f ati • &*' J £o'' '*' o » £ «, i 

" 0 f 4^0 " ' t frf 0 4 'i / * ' "O. ^ o .1^* O » t ^ " o $ L 

£-3^ jl l ijua ^ (jL3 ,Vip 4 j 1C 

LSjj^ ‘ ^ ic. ^ Ua j 



"Jika orang berhutang (debitur) bermaksud melakukan 
perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud 
melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan 
sebagai berikut. Apabila jatuh tempo hutang ternyata sebelum 
masa kedatangannya dari perjalanan —misalnya, perjalanan 
untuk berhaji di mana debitur masih dalam perjalanan haji 
sedangkan jatuh tempo hutang pada bulan Muharram atau 
Dzulhijjah— maka kreditur boleh melarangnya melakukan 
perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian 
( dharar ) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat 
jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin 




rgsmitra.com 



atau menyerahkan jaminan (qadai) yang cukup untuk membayar 
hutangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan 
perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur 
dapat dihindarkan." 



2. Pendapat beberapa ulama kontemporer tentang dhaman atau 
ta'widh; antara lain sebagai berikut: 

a. Pendapat Wahbah al-Zuhaili, Nazariyah al-Dhaman, Damsyiq: 
Dar al-Fikr, 1998: 

(87) ji AjJaij _jA ) 

jjLJI JUI'M jA I j luil VT 

oli 'j£ -j .. C X- 1 S 

L>kj °n\± 

" J ' J U ' (94^-jL^l^- 

J) l£-yS\ lltj 

o •t'' o.'' S5 " > 4 'i A S5 f "ik» > o f '»''»»^0 > aki 

^ Jla J jljjJaVl jl (aIEu^I 

'JCJ! jA o*LJ & ! jV, t^sai ^1 JUt 

c ajAj) (96) 

(1998 ^ 3^1 

"Ta'widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi 
akibat pelanggaran atau kekeliruan" (h. 87). 



"Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat 
berupa: 

(a) menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), 
seperti memperbaiki dinding... 

(b) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali 
seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan 
benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal 
tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan 
benda yang sama (sejenis) atau dengan uang" (h. 93). 



Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya 
kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau 
kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal 
tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu 
karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret 
serta berharga (diijinkan syariat untuk memanfaat-kannya" 
(h. 96). 



b. Pendapat ' Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, Mafahim Asasiyyah 
fi al-Bunuk al-Islamiyah, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al- 
Fikr al-Islami, 1996: 



^ f, | ^J‘ ^11 0J)\Aa (jLalia 

(11 5) GAjuJI Ajjujla A GjVi U^J tplGiuJI 



"Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang 
mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil 
akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan 
akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut." 



c. Pendapat ulama yang membolehkan ta'widh sebagaimana 
dikutip oleh ' Isham Anas al-Zaftawi, Hukm al-Gharamah al- 
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Maliyah fi al-Fiqh al-Islami, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li- 
al-Fikr al-Islami, 1997: 



iib vi o'j Yj i jfti'jS ;r, A 'jrjj 

'u^I ^ V 

5> % " } " f " ^ f o f o ♦''o*'''' " o l ^ f ^ 0 * f ;* 

U’ ^ ^ji ^jujjj c L- u^i« il AjjJuj 3^11 f lU 3J^.u 

4 <j j^ X\.p> L-J-j^ai 3 l L-J J k^>x ^11 £$\jla 3^LjJaJ c 



(16-15) '^A ’jl (_1 jLmL^3I 2uj| L_Lk J! 



"Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari'ah dan 
kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan 
penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda 
pembayaran tidak akan memberikan manfaaat bagi kreditur 
yang dirugikan. 

Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena 
itu, seyogyanya stastus hukumnya pun sama, yaitu bahwa 
pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang 
d\-ghasab selama masa ghashab, menurut mayoritas ulama, 
di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang 
tersebut bila rusak." 



3. Fatwa DSN No.l7/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas 
Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran. 

4. Fatwa DSN No 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan 
Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS 

5. Rapat BPH DSN MUI - BI - Perbankan Syari'ah, 18 Juli 2004 di 
Lippo Karawaci-Tangerang. 

6. Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 
Agustus 2004. 

Dengan memohon taufig dan ridho Allah SWT 



MEMUTUSKAN 

Menetapkan FATWA TENTANG GANTI RUGI (TA'WIDH) 

Pertama Ketentuan Umum 

1. Ganti rugi ( ta'widh ) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau 
karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan 
menimbulkan kerugian pada pihak lain. 

2. Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud 
dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan 
dengan jelas. 

3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil 
yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya 
dibayarkan. 

4. Besar ganti rugi ( ta'widh ) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil 
(real loss ) yang pasti dialami ( fixed cost ) dalam transaksi 
tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi 
(potentiai loss ) karena adanya peluang yang hilang ( oppor-tunity 
loss atau al-furshah al-dha-i'ah). 
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5. Ganti rugi ( ta'widh ) hanya boleh dikenakan pada transaksi 
(akad) yang menimbulkan utang piutang ( dain ), seperti salam, 
istishna' serta murabahah dan ijarah. 

6. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh 
dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam 
musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi 
tidak dibayarkan. 

Kedua Ketentuan Khusus 

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui 
sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya. 

2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian 
riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para 
pihak. 

3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. 

4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara 
dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian 
perkara. 

Ketiga Penyelesaian Perselisihan 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi 
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiaannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

Keempat Ketentuan Penutup 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H 
11 Agustus 2004 M 



DEWAN SYARI’AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 




Sekretaris, 
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FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL 
NO. 44/DSN-MUI/VII/2004 

Tentang 

PEMBIAYAAN MULTIJASA 

4>l fU 



Dewan Syariah Nasional setelah, 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi 
kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multi jasa, yaitu 
pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah 
(LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu 
jasa; 

b. bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang 
berkaitan dengan jasa tersebut; 

c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip 
syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu 
menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan 
pedoman. 

1. Firman Allah SWT; antara lain: 



a. QS. al-Baqarah [2]: 233: 

‘fil* G j&Vjt J j&J 

. JjLwuUaJ idll 'J I Jalfrl j tiuil I j3jI j 



"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak 
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa 
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. " 



b. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26: 

u! ciuflj cJli 



"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! 
Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya.'" 



c. QS. Yusuf [12]: 72:: 

1«0 i 'Ji' o " * fco ''l'' O'*' <*» " i' * > .«o»-; |0 

5 U UI j Aj $.1^. (j-*? J UiLaJI Aaaj I ^119 



"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan 
barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan 
memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku 
menjamin terhadapnya. " 



d. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2: 

i" 3 J! Y |S Y i" Z. 2 4* Y 1 0 

y J Ij jl Jl C5 io IjJjlaJj 
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"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam 
(mengerjakan) dosa dan pelanggaran." 

e. QS. al-Ma'idah [5] : 1 : 

sj&l \°jtj fjU '^i t^tg 



"Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...", 
f. QS. al-Isra' [17]: 34: 

4*31 b\ ‘4*4 i'jSjt j. 



"...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggunganjawabannya. " 

2. Hadis-hadis Nabi s. a. w.; antara lain: 



a. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi 
bersabda: 

A3 jc. <— j\ Jja o j*. I I jlac-l 



"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." 

b. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu 
Sa'id al-Khudri, Nabi s. a. w. bersabda: 

% ' o f > 0 |0 o \ t " 



"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah 
upahnya." 

c. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia 
berkata: 



f CJlj t'Jji J J 'jUl Jc. Uu Jjl\ y; jS5 HS 

GjJj aji j pLj Ji j iji jc* a\ ’jjj ui^ii 

** i # * o f ** *• t"'"' 0 f 

jl c_ jAAj ^jl 



"Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil 
pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan 
hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya 
dengan emas atau perak." 



Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani: 

V) 'c& 44 yiflK 
.Q> 'Jkt jt VI 4^ o4£43lj 



"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 
perjanjian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat 
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. " 



e. Hadis Nabi riwayat Bukhari: 

'i j\ 4 J 4^-9 “4 3 ^1 <4*^ b ^_J^VI jj A<al_u) jc. 
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;'Jli ^ : y II ’<> Ajt I> ;'Jl2a S'jOkj ^ 

\ % o' a y J ‘t"ti < * 0 > 1 " 't" i 0 ^" 

4AU) (J j-jujju 4-Lp ;a^u_9 j_jI ^JL3 x^a Ic* I j\ 

,Aj1c- ^ll^aS 



"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang 
laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah 
ia mem-punyai hutang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, 
beliau men-salatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah 
lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai 
hutang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 
'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau 
mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya 
menjamin hutangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun 
menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah 
bin Akwa'). 

f. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan 
yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s. a. w. bersabda: 



"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun 
orang lain . " 



g. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban! 

Aji j 4 jlc. ■ a jill (_J j-j. j (_JLi ^j_! auI c. j ^ jta ^j_! j UI 4_al_a! j_jx. 

. c r 3^ : r 1 1 1 3 

h. Sabda Rasulullah SAW : 

CjjC- ls* jlSUa ,4*21 UJC- au'j 

"Allah menolong hamba selama hamba menolong 
saudaranya." 



3. Kaidah fiqh; antara lain: 

Jz. a J4 °J % J LS^-VT 



"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya." 

'J jS 



"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan." 



LjJkj 



"Kesulitan dapat menarik kemudahan" 

ClullllS e_sj*2lj 

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan 
sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak 
bertentangan dengan syari'at). " 
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Memperhatikan : 



Pendapat para ulama; antara lain: 

a. Kitab I'anah al-Thalibin, jilid III/77-78 : 

AjLo ;(Jll (jtS i 3 1 -aj V) 

y llj .Cuti j£ ^ Ml tit j 

^ ^ 4 " " 4^0* 4^ 4^ % A*-' ^ ** o " a . * 9 ^ o f«o|| «> 'i 

Aj^)UlPj b Ljj 3 ULaLJa ^LjIj ^Uuuiaji a*A& £JJ^aS 

4 jLg 3I Alia^ta (j-aliia l^J \jtj >#> 4 jLg l*A& • (Jti j 3 j ;t^SljA 

" " 0 4 '"9- 4 " 9 0 Ao^'i " 0 i 4,® 4 4 " «" 4 0 f 

^*Ac» u& La # 4 ^jAi) ^Ac» ULaLJa 1 g j j) 

VjVi y •<> y® uj ^ c£La\ 



"Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu yang 
akan menjadi kewajiban, seperti hutang dari akad qardh ) yang 
akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: 'Berilah orang ini hutang 
sebanyak seratus dan aku menja-minnya/ Penjaminan tersebut 
tidak sah, karena hutang orang itu belum fix. Dalam pasal 
tentang Qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini — 
penjaminan terhadap suatu kewajiban (hutang) yang belum fix— 
dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam 
fasal tersebut adalah sebagai berikut: 'Seandainya seseorang 
berkata, Berilah orang ini hutang sebanyak seratus ... dan aku 
men-jaminnya. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan 
hutang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau seba- 
giannya, maka orang tersebut menjadi penjamin menurut 
pendapat yang paling kuat ( awjah ).' Dengan demikian, per- 
nyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang 
menyatakan dhaman (terhadap sesuatu yang akan menjadi 
kewajiban) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya 
sendiri dalam pasal tentang qardh di atas yang menegaskan 
bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) dhaman." 



b. Kitab Mughni al-Muhtajj, jilid II: 201-202! 

titaji 'jik (tys) jaj kjzZj) 

. t ?’) 111 M (jLojJa ^ ■ '~' j) . . . ‘ . '-?• J (jLa-tJa ^ jMfl 

,4 j]I ol AaIUI (jV t A-i-ka^gjj.iiUa jl AjljjjjjUo 



(Hal yang dijamin) yaitu hutang disyaratkan harus berupa hak 
yang bersifat fix pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah 
menjamin hutang yang belum menjadi kewajiban... ( Qaul qadim - 
-Imam al-Syafi'i— menyatakan sah pen-jaminan terhadap hutang 
yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan 
dijual atau sesuatu yang akan dihutangkan. Hal itu karena hajat - 
-kebutuhan orang— terkadang mendorong adanya penjaminan 
tersebut." 



c. Kitab al-Muhadzdzab, juz I Kitab al-Ijarah hal. 394! 

£?IU! Jl *klk3l jYj £fltUl Jc. *&. jjkj 

°J Ljkj Jc. ^ 'jlk lAB C jti&Vl 

-iic- 

"Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang 
dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan 
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Pertama 



Ketiga 



Keempat 



keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda 
dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas 
manfaat. " 



2 Substansi Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Pembiayaan Ijarah 

3. Substansi Fatwa DSN No. ll/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. 

4. Hasil Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 
H/11 Agustus 2004. 

5. Surat Permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multi Jasa 
dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004 

6. Surat Permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multi Jasa 
daro Bank Danamon tanggal .... 

Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA TENTAG PEMBIAYAAN MULTI JASA 

Ketentuan Umum 

1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan 
menggunakan akad Ijarah atau Kafalah. 

2. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti 
semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah. 

3. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus 
mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah. 

4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat 
memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee. 

5. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan 
dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. 

Penyelesaian Perselisihan 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiaannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

Ketentuan Penutup 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H 
11 Agustus 2004 M 
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DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 




Sekretaris, 




FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
Nomor: 45/DSN/II/2005 

Tentang 

LINE FACILITY 

(A T- TAS H I LA T AS- S A QFIYAH ) 



o J || o 0 U 2- i 0 

VN^J) AU) 



Dewan Syari'ah Nasional, setelah 

Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang 

menjadi kebutuhan masyarakat adalah line facility (at- 
tashilat as-saqfiyah), yaitu fasilitas plafon pembiayaan 
bergulir dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan 
yang disepakati dan mengikat secara moral; 

b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon 
kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai 
produknya; 

c. bahwa agar fasilitas tersebut dilaksanakan sesuai dengan 
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Mengingat 



Syari'ah Islam, Dewan Syari'ah Nasional memandang 
perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk 
dijadikan pedoman. 



1. Firman Allah SWT, QS. al-Ma'idah [5] : 1 : 

I jljt I j4i 



"Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...". 



2. Firman Allah SWT, QS. al-Isra' [17]: 34: 

'jlS '4^1 Jjl \°J ‘J j. 

..."Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti 
diminta pertanggunganjawabannya ". 

3. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 275: 

..."dan Allah telah menghalalkan jual beli dan meng- 
haramkan riba..." 



4. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 275: 

4 UaS V) (jj-a V Ijjll (jjjll 

tUjii t jd 'in ;> 

'Z' o ** 'l • 0 ' * ' S'' o ' 't i U 'Z' ' ' o 'tk t ^ U * f'' 

AJdf* iujil Ali) (j^)j 

'M Jl 'M. ‘rUj .411 J! VjAj t LkL, U & 



“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 
mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka 
berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama 
dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli 
dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 
(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah 
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. " 



5. Hadits Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf 
al-Muzani, Nabi s. a. w. bersabda: 



Z *' f 0 f i i " 'Z' i&Otf k | " fcO S Q|| " O " 0« # " f <3t& hj" 



“j tiaji H\ jz, a> 



Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat 
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Memperhatikan 



dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram. " 



6. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, 
dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s. a. w. 
bersabda: 



‘ “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri 
maupun orang lain. " 

7. Hadits Nabi Riwayat Bukhari & Muslim dari Abu Hurairah: 

IjIj tL aT-v t t |ql ClAjI 

eljj) (jl^. 

"Tanda orang munafik ada tiga; jika berkata, ia dusta; 
apabila berjanji, ia ingkari; dan apabila diberi amanat, ia 
khianat." (HR. Muslim) 

8. Kaidah Fiqh: 

a. jc -jyi Lfe -j vs j luVi 



''Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. " 



b. 



'uumll LdkStfSJf 

*♦ ♦ ^ ♦ 



"Kesulitan dapat menarik kemudahan. " 



c. 



SjjjSjal! 'JJS taS 



"Keperluan dapat menduduki posisi darurat. " 

d. ^ jlijlj CjjIjIIS clulult 

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama 
dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama 
tidak bertentangan dengan syari'at . " 

1. Keputusan Majma' Al-Fiqh Al Islami Organisasi Konferensi 
Islam (OKI), Nomor: tahun tentang 



2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional 
pada hari Kamis, 08 Muharram 1426 H. / 17 Februari 
2005. 



MEMUTUSKAN 



Menetapkan 

Pertama 



FATWA TENTANG LINE FACILITY 

Ketentuan Umum 

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: 

a. Line Facility adalah suatu bentuk fasilitas plafon 
pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu yang 
dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. 
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Kedua 



Ketiga 



b- Wa'd adalah kesepakatan atau janji dari satu 

pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah) untuk 
melaksanakan sesuatu yang dituangkan ke dalam suatu 
dokumen Memorandum of Understanding. 

c. Wa'd yang telah disepakati tidak boleh disalahgunakan 
untuk pembiayaan di luar kesepakatan. 

d. Akad adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang 
menimbulkan hak dan kewajiban serta merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari Line Facility. 

Ketentuan Akad 

1. Line facility boleh dilakukan berdasarkan wa'd dan dapat 
digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tertentu 
sesuai prinsip syariah. 

2 Akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut di atas 
dapat berbentuk akad Murabahah, Istishna', 
Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah. 

3. Penetapan margin, nisbah bagi hasil dan/atau fee yang 
diminta oleh LKS harus mengacu kepada ketentuan- 
ketentuan masing-masing akad dan ditetapkan pada 
saat akad tersebut dibuat. 

4. LKS hanya boleh mengambil margin, bagi hasil dan/atau 
fee atas akad-akad yang direalisasikan dari Line Facility. 

5. Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Murabahah,, Fatwa DSN nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Jual Beli Istishna', Fatwa DSN nomor: 07/DSN- 
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), 
Fatwa DSN nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN nomor 09/DSN- 
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah berlaku pula 
dalam pelaksanaan akad-akad Pembiayaan yang 
mengikuti Line Facility. 

Ketentuan Penutup 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak 
terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan 
Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 
Pada Tanggal : 08 Muharram 1426 H 

21 Februari 2005 M 
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DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, Sekretaris, 



Dr. K.H. M.A. Sahal Machfudh Prof. Dr. H.M. Pin Svamsuddin 
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FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
Nomor: 46/DSN-MUI/II/2005 

Tentang 

POTONGAN TAGIHAN MURABAHAH 
(KHAS H M FI AL-MURABAHAH ) 

s ^ || o S j o 



Dewan Syari'ah Nasional setelah, 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah 
pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada 
umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu 
yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah; 

b. bahwa dalam hal nasabah telah melakukan 

pembayaran cicilan dengan tepat waktu, maka ia 
dapat diberi penghargaan. Sedangkan nasabah yang 
mengalami penuruan kemampuan dalam pembayaran 
cicilan, maka ia dapat diberi keringanan; 

c. Bahwa penghargaan dan merupakan mukafaah 
tasji'iyah ( insentif) keringanan dapat diwujudkan 
dalam bentuk potongan dari total kewajiban 
pembayaran; 

d. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah 
tersebut menurut ajaran Islam, DSN memandang 
perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS 
dan masyarakat secara umum. 

1. man Allah SWT; antara lain: 

a. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275: 

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba...." 



Firman Allah QS. Al-Nisa' [4]: 29: 

b ‘J V) (JJaluilj | jSjV 

0 . i" ** "* 0 f* 






ttfii W ij 



"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling 
memakan (mengambil) harta sesamamu dengan 
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan sukarela di antaramu...". 



c. Firman Allah QS. Al-Ma'idah [5]: 1: 

o j» 4 4 0 Ao f io T " o * i' s5f T' 

'u I I ^Lal d):?- . 

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu". 



Firman Allah QS. Al-Ma'idah [5]: 2: 

jz. v j jJi jz. 

(2 ;S^LoJI) 
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f. 



"... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan taqwa...." 

1 j g v /ji j e^)Jaj3 e^joiC- u)_5 

0 A»'* 1* 0 -'t 

... 



"... Jika 



2 . 



a. 



Hadis-hadis Nabi s. a. w.; antara lain: 

Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan 
shahihkan oleh Ibnu Hibban : 



^ 4 ^ * o ^ ^ i f . # o \ o|| o ^ o fo^ 

’jk yiS! ddl :'Jt I aJIj 

(U 1 ^ dh 1 ' A^.U (jj'j nl l oljj) 




Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, " Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh 
dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. 



b. 



idis Nabi riwayat al-Thabrani dalam al-Kabir dan al- 
Hakim dalam al-Mustadrak yang menyatakan bahwa 
hadis ini shahih sanadnya : 



dol aJIj AjIc. au' u' u jj '^ c- dw' U_9U 

jj d, \' t° <*'t> o J> o. is 4 i' o ' * i / (''•I ' ' % 

u ;l ^ La ^Ijiu ^al 

^ JJ C)j£ 12Tj 

aJ'j ^ Oj-j'cJli 

^3 a, " j o' ju) ' j'V *“*U 



4 -s. j 

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika Nabi Saw. 
memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, 
datanglah beberapa orang dari mereka seraya 
mengatakan: "Wahai Nabi Allah, Engkau telah 

memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami 
mempunyai piutang pada orang-orang yang belum 
jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah 
keringanan dan tagihlah lebih cepat". 



c. 



Hadits Nabi Riwayat Muslim: 

f o,'' 4 " i 'i 4''°.^ U ' A* o A* *o A o ' ^ flS ■* o 

4 jC* AU) 4UJ*lll (J-a j pJj u±A 

' i" 3 ^ 3*1 O'' 0 ^ 4 ^ .♦ 3*1 O'' " A* 3 Jt» -'o i» 

jaUU AlX \) ^-9 Jdi) j C^LgLlSj) ^ (J_*a 

»'jj) uj^ Ui 



"Orang yang melepaskan seorang muslim dari 
kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan 
kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa 
menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong 
saudaranya". 



idis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: 

'J ^ jk Ikl^ % 'c& - jilk yik' 




rgsmitra.com 



3. 



4. 



"Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal 
atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin 
terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat 
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram. " 



Kaidah fiqh: 

jz. OLL 'ji ‘j % j 

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. " 



Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 



Memperhatikan 



1. Surat dari pimpinan .... Nomor: 

2. Hasil workshop 9-10 Dzulqa'dah 1425/21-22 
Desember 2005. 



3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah 
Nasional pada hari Kamis, tanggal 08 Muharram 1426 
H./ 17 Februari 2005. 



MEMUTUSKAN 



Menetapkan 



Pertama 



Kedua 



FATWA TENTANG POTONGAN TAGIHAN 
MURABAHAH 

Ketentuan Pemberian Potongan 

3 . LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban 
pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) 
murabahah yang telah melakukan kewajiban 
pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan 
nasabah yang mengalami penurunan kemampuan 
pembayaran. 

4. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas 
diserahkan pada kebijakan LKS. 

5. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam 
akad. 

Ketentuan Penutup 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak 
terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 
Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 
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Ditetapkan di : Jakarta 
Tanggal : 08 Muharram 1426 H 
17 Februari 2005 M. 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 



Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh 



Prof. Dr. H.M. Pin Svamsuddin 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 

Tentang 

RESCHEDULING DALAM MURABAHAH 



Dewan Syari'ah Nasional setelah, 



Menimbang 



a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah 
pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada 
umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu 
yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah; 

bahwa dalam hal nasabah mengalami penuruan 
kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia 
dapat diberi keringanan; 

c. bahwa keringanan sebagaimana dimaksud di atas 
dapat diwujudkan dalam bentuk rescheduling dalam 
pembayaran kewajibannya. 

d. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah 
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Mengingat 



tersebut menurut ajaran Islam, DSN memandang 
perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS 
dan masyarakat secara umum. 

1. man Allah SWT; antara lain: 

a. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275: 

. . u'jii ya ’M ‘jkl; j . . . 

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba...." 

Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29: 

b _ °J H\ jluju rgto i'jLi gj 'g 

° t* . r * $■' \' - t * 

U-a' JJ 0° 6 UJ^- 1 

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling 
memakan (mengambil) harta sesamamu dengan 
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan sukarela di antaramu...". 

c. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1: 

\-jj \°ju\ g| g 

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu". 



e. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2: 

Vj jj3I fjtc- IjjjUuj . . . 

(2 

"... dan tolong -menolonglah dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan taqwa...." 

f ** °.f" **" " °" **" ° * ° \ ".1^* °. r 

i- (J) j a^)judC» jJ 

0 i**-* iS o 

... 

"... Jika 

2. Hadis-hadis Nabi s. a. w.; antara lain: 

a. Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan 
shahihkan oleh Ibnu Hibban : 

^ i ' \ 0 * ' £ f . ^ t * * 0j, *1l 0 0 fo" 

;> gp ip : 'jn gJj gij gk ai 

(uW^ 0^ <jj! j aljj) 

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh 
dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. 



b. idis Nabi riwayat al-Thabrani dalam al-Kabir dan al- 
Hakim dalam al-Mustadrak yang menyatakan bahwa 
hadis ini shahih sanadnya : 

CA aJIj ajIc. ^ (jl ^gc. lSjd 

g ;lj3Hs -La ^jjoU es-l^. Laill 

gjp g ^isii ui j u=j >g j*\ '<m t &\ 




rgsmitra.com 



Memperhatikan 



\ ~ L. Ail j AjIc. AUl ^ Akil (_JUt9 

liljYn.kl j t>\ jj) I j3k*jj 

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika 
beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, 
datanglah beberapa orang dari mereka seraya 
mengatakan: "Wahai Nabiyaliah, sesungguhnya 

Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami 
sementara kami mempunyai piutang pada orang- 
orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw 
berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat". 

c. Hadits Nabi Riwayat Muslim: 

^o»'' >1, * " £ 4^^ «| -'i^o ' o i*< * o f o " -'Z 'i. o " 

AU) ^ ^4 utjfl (j-C' ^^)-9 £y* 

^ iji.lt 4JJ-^ ^5-3 j Ch* 

.(fi^ 6 'jj) 4^ 03° Ui 



"Orang yang melepaskan seorang muslim dari 
kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan 
kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa 
menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong 
saudaranya". 



d. 



idis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: 



jf Vbk 'f jk IklL 

^ IV P V 5 



, % y* 



"Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal 
atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin 
terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat 
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram. " 



3. Kaidah fiqh: 

Jz. OLL °J % *k\#1 px.lk.3l J f £jj\ 

° ° r* 

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. " 



4. Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 



1. Surat dari pimpinan .... Nomor: 

2. Hasil workshop 9-10 Dzulqa'dah 1425/21-22 
Desember 2005 



2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah 
Nasional pada hari Kamis, tanggal 08 Muharram 1426 
H./ 17 Februari 2005. 
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Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG RESCHEDULING HUTANG 
MURABAHAH 

Ketentuan Rescheduling 

LKS boleh melakukan rescheduling hutang murabahah 
bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi 
pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah 
disepakati, dengan ketentuan: 

a. Tidak menambah jumlah hutang yang 
tersisa; 

b. Pembebanan biaya dalam proses 
rescheduling adalah biaya riil; 

c. Perpanjangan masa pembayaran harus 
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

Ketentuan Penutup 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak 
terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 
Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 08 Muharram 1426 H. 

17 Februari 2005 M. 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 



Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh 



Prof. Dr. H.M. Pin Svamsuddin 
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FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 

Tentang 

PENYELESAIAN DALAM MURABAHAH TAK MAMPU BAYAR 



Dewan Syari'ah Nasional setelah, 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah 
pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada 
umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu 
yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah; 

b. bahwa dalam hal nasabah mengalami penuruan 
kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia 
dapat diberi keringanan; 

c. bahwa keringanan sebagaimana dimaksud di atas 
harus diwujudkan dengan cara yang tidak melanggar 
prinsip-prinsip ajaran Islam; 

d. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah 
tersebut menurut ajaran Islam, DSN memandang 
perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS 
dan masyarakat secara umum. 

1. man Allah SWT; antara lain: 



a. 



b. 



Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275: 



"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba...." 



Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29: 

H\ JLUJU l-jfctsv l’jki 'U 

° • r * i' - ° k* 

U-a I JJ CP- (JJ^ 



"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling 
memakan (mengambil) harta sesamamu dengan 
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan sukarela di antaramu...". 



c. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1: 

Sjti U \°JJ u 

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu' 



e. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2: 

'IAjUUj V j j jj3I Jc- 'jjjUUj . . . 

(2 

"... dan tolong -menolonglah dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan taqwa...." 

f tv ** °.f" **" " ° * ° \ r 

1 ■ I (J’ J tajJuLi* ^-1] aj-ka. a^)judC» jJ (j)j 
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0 i*>-* 1* 0 -% 

e 1 



"... Jika 



2. Hadis-hadis Nabi s. a. w.; antara lain: 



a. 



Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan 
shahihkan oleh Ibnu Hibban : 



Jtt\ j q\ Aic- Jh\ j JC. 

ip ±rj & yai ;'jn 4 j 2»i 

(u4^ Oi\ A -^^ J ®' Jj) 



Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, " Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh 
dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. 



b. 



c. 



idis Nabi riwayat al-Thabrani dalam al-Kabir dan al- 
Hakim dalam al-Mustadrak yang menyatakan bahwa 
hadis ini shahih sanadnya : 



ikl aJIj AjIc. u' U JJ '^ C- clw' U_5U 

^ O-U jlUaj]' Jii £l jaAj 'J*\ 

^ jjji ^dJi jc uij u=j >1 uu 

j AjIc- l>J ' 

^ H j 6 'ju) 



j 

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika 
beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, 
datanglah beberapa orang dari mereka seraya 
mengatakan: "Wahai Nabiyaiiah, sesungguhnya 

Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami 
sementara kami mempunyai piutang pada orang- 
orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw 
berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih 
cepat". 

Hadits Nabi Riwayat Muslim: 



S O,'' 4 " di 'i O *0 f O ' ^ O'* 

AU) 4Ua11i ^Jjoba 

Aa*3I J L>^ 

.(f^* o' jj) ujk y 



"Orang yang melepaskan seorang muslim dari 
kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan 
kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa 
menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong 
saudaranya". 



d. idis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: 

jt \k3La H\ '<£} y* 

^ ) 2 *. Ua^jjuj V) ^ l *‘ cs^ - Jkl 

.a> ‘Jkt jt 
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4. 

Memperhatikan 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 

Pertama : 



Kedua 



"Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal 
atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin 
terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat 
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram. " 

Kaidah fiqh: 

'J'i 3 VI I j tf-Vi 

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. " 

Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 

1. Surat dari pimpinan .... Nomor: 

2. Hasil workshop 9-10 Dzulqa'dah 1425/21-22 
Desember 2005 

3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah 
Nasional pada hari Kamis, tanggal 08 Dzulhijjah 1426 
H./ 17 Februari 2005. 



FATWA TENTANG PENYELESAIAN MURABAHAH 
TIDAK MAMPU BAYAR 

Ketentuan Penyelesaian 

LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) 

murabahah bagi nasabah yang tidak bisa 
menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai 
jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan 
ketentuan: 

d. Obyek murabahah dijual oleh nasabah 
kepada atau melalui LKS dengan harga pasar 
yang disepakati; 

e. Nasabah melunasi sisa hutangnya 
kepada LKS dari hasil penjualan; 

f. Apabila hasil penjualan melebihi sisa 

hutang maka LKS mengembalikan sisanya kepada 
nasabah; 

g. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari 
sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi 
hutang nasabah; 

h. Apabila nasabah masih memiliki sisa 

hutang kepada LKS dan memiliki jaminan , maka 
LKS boleh menjual jaminan lainnya tersebut 
untuk melunasi hutang nasabah; 

i. Apabila obyek murabahah sulit untuk 
dijual, maka LKS dapat menjual jaminan lainnya. 

Ketentuan Penutup 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
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atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak 
terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 
Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 08 Muharram 1425 H. 

17 Februari 2005 M. 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

Ketua, Sekretaris, 



Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh Prof. Dr. H.M. Pin Svamsuddin 
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FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005 

Tentang 

RECONDITIONING DALAM MURABAHAH 

fUj 



Dewan Syari'ah Nasional setelah, 



Menimbang 



Mengingat 



a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah 
pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada 
umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu 
yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah; 

b. bahwa dalam hal nasabah mengalami penuruan 
kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia 
dapat diberi keringanan; 

c. bahwa keringanan sebagaimana dimaksud di atas 
dapat diwujudkan dalam bentuk reconditioning dalam 
penyelesaian pembayaran kewajiban. 

d. Bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah 
tersebut menurut ajaran Islam, DSN memandang 
perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS 
dan masyarakat secara umum. 

1. man Allah SWT; antara lain: 



a. 



b. 



Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275: 

. . . U jll ^ jkj 2»! tfcJ j 



"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba...." 



Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29: 

°J % JL12U ‘fSl 'Jj l’jJtfSV TjU l*J 'U 



"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling 
memakan (mengambil) harta sesamamu dengan 
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan sukarela di antaramu...". 



c. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1: 

jja*3U I jSjl ! jlU I^j! U 

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu". 



e. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2: 

t s^- 'jJjUUj 'i j jj2 I IjjjUuj . . . 

(2 ;S^Loll) 

"... dan tolong -menolonglah dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan taqwa...." 

f ** °.f" **" " ° * ° \ r 

1 ■ I j (jl j 4 6^)JudC» jJ 
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0 i*>-* 1* 0 -% 

e 1 



"... Jika 



2. Hadis-hadis Nabi s. a. w.; antara lain: 



a. 



Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan 
shahihkan oleh Ibnu Hibban : 



Jtt\ j q\ Aic- Jh\ j JC. 

ip ±rj & yai UcS) :'Jll 'fil J aJIj 2»! 

(u4^ j^' j^'j C5%}^' °'jj) 



Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, " Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh 
dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. 



b. 



c. 



idis Nabi riwayat al-Thabrani dalam al-Kabir dan al- 
Hakim dalam al-Mustadrak yang menyatakan bahwa 
hadis ini shahih sanadnya : 



CA aJIj aJc. <uj' j' jj' 

C5^ ^ Jii £r\ 'jali 'Ja\ 

^ Jc U3 j U=J >u” jj I>i juj ciil 

4j'_j AjIc- 



j 

/br?u Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika 
beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, 
datanglah beberapa orang dari mereka seraya 
mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya 

Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami 
sementara kami mempunyai piutang pada orang- 
orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw 
berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih 

cepat". 

Hadits Nabi Riwayat Muslim: 



S o,'' » " di 'i \\ o *» A» ho^o-' ^ ^ o ** 

aUI 4Ua11i 

AjjJI UJ^ j 

.(j^*** o' J J) j Jp y 



"Orang yang melepaskan seorang muslim dari 
kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan 
kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa 
menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong 
saudaranya". 



idis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: 

•J IVLU V' jj^l^l' oh 

V) ^^Ic. (_jji j j Ua' jj.' 

‘jkt ~ 
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4. 

Memperhatikan 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 

Pertama : 



"Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal 
atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin 
terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat 
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram. " 

Kaidah fiqh: 

'J'i '3 VI I j tf-Vi 

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh 
dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. " 

Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 

1. Surat dari pimpinan .... Nomor: 

2. Hasil workshop 9-10 Dzulqa'dah 1425/21-22 
Desember 2005 

3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah 
Nasional pada hari Kamis, tanggal 08 Muharram 1426 
H./ 17 Februari 2005. 



FATWA TENTANG RECONDITIONING 
MURABAHAH 

Ketentuan Reconditioning 

LKS boleh melakukan reconditioning (membuat akad 
baru) bagi nasabah yang tidak bisa 
menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya 
sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi 
masih memiliki prospektif dengan ketentuan: 

j. Akad murabahah dihentikan dengan 

cara: 



i. obyek murabahah dijual oleh 

nasabah kepada LKS dengan harga pasar; 

ii. Nasabah melunasi sisa 
hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan; 

iii. Apabila hasil penjualan melebihi 

sisa hutang maka LKS mengembalikan 
sisanya kepada nasabah; 

iv. Apabila hasil penjualan lebih 

kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap 
menjadi hutang nasabah yang cara 
pelunasannya disepakati antara LKS dan 
nasabah. 

k. LKS menyewakan obyek ex-murabahah 

yang telah dibeli kepada nasabah ex-murabahah 
dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSN- 
MUI/III/2002 Tentang Al Ijarah Al-Muntahiyah Bi 
Al-Tamlik. 
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Kedua 



Ketentuan Penutup 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak 
terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui 
Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : Jakarta 

Tanggal : 08 Muharram 1426 H. 

17 Februari 2005 M. 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 



Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh 



Prof. Dr. H. M. Pin Svamsuddin 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 50/DSN-MUI/III/2006 

Tentang 

AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH 



Dewan Syari'ah Nasional setelah: 

Menimbang : a. bahwa beberapa fatwa DSN yang memuat mudharabah, seperti 

Fatwa No. l/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa No. 2/DSN- 
MUI/IV/2000 tentang Tabungan, Fatwa No. 3/DSN-MUI/IV/2000 
tentang Deposito, Fatwa No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Pembiayaan Mudharabah dan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 
tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah khususnya mengenai 
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akad Tijarah (Mudharabah) belum memuat akad Mudharabah 
Musytarakah. 



b. bahwa akad Mudharabah Musytarakah, yaitu salah satu bentuk 
akad Mudharabah di mana pengelola ( mudharib ) turut 
menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi, diperlukan 
karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya 
serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para 
pihak 

c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang 
perlu menetapkan fatwa tentang Mudharabah Musytarakah untuk 
dijadikan pedoman. 

1. Firman Allah SWT, antara lain: 

U % ^ kkf ijkSb \°j£) Tjkl U (1 

* 0 2 t' f A«0 ^ 1 S» t 1 * f f 0 Ojj *£ $ " O 0 i^.0 

^ ^ ul ‘f J -f' LST^ 

(1 



"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad -akad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 
(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 
kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan 
hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (QS. al-Maidah 
[5]: 1). 



Ikj ^1 pUUtll \JSj$ °cj aJII (2 

'JS 'M Lkg M JklU t ‘Jt ^ Uli 



OH p 



(58 :»U) i U; 



•LOjuo 



"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya; dan apabila kamu 
menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat. "(QS. an-Nisa [4]: 58). 



kUkt l\j j_uk3l j Ikl t 'jkJ L$g (3 



"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 
dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan 
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan" (QS. al-Maidah [5]: 90). 

(275 r.jijli) ...Sj» Kj-j jP ai ‘J-b ... (4 



"...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." 
(QS. Al-Baqarah [2]: 275). 



•fSS °ol I k rjjYj 2il t Tjki 'jjkt \-S U (5 

.(278 :« JM') 



"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman" (QS.2 : al- 
Bagarah [2]: 278). 
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y vi l ^ -jayi i-jjfls v r£j; u«x 
y_s <111 y ■ ;-<'■ -w lyua v j ^ y rj-ks 

("29 r^tuuiU Uua> j 



(6 



"Hai orang yang berima!, Janganlah kalian memakan 
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa 
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 
Maha Penyayang kepadamu." ( QS. an-Nisa' [4] : 29). 



2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam, antara lain: 



d 



(Jkj j V) j^jud j ### 



(2 



"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka 
buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram." ( HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf). 



^alma ftl (j£. u J Allc. 4_ll! 4-11! 

(_jC- j I jl 1 j j iba jiill j 



"Rasulullah SA W melarang jual beli yang mengandung gharar" 
(HR. Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari 
Abu Hurairah). 

’illjC. (jC. 4_^,La 1 j_jI oljj) j) jjJaV J JaV 

(cr^ (j^ (jjl (jc. 



"Tiidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula 
membahayakan orang lain." (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah 
dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan 
Malik dari Yahya). 



3. Kaidah fiqh, antara lain: 

t^jk3 Jz. OLL J (1 



"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. " 



,p£.y\ Jii’&'JJ*» (2 



“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin. " 



/J (3 

"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan." 

4. Ijma', sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili: 

j£jj flj L ^ k ’^a (JUa I kA (jC- lj? ■>. V I Lafj 

.(3925 



"Mengenai Ijma', diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat 
menyerahkan harta anak yatim sebagai mudharabah, dan tidak 
ada seorang pun mengingkarinya. Oleh karena itu, hai tersebut 
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adalah ijma'." (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 
[Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004], juz V, h. 3925). 



Memperhatikan 



1. Pendapat para ulama, antara lain: 

‘ " UI A4 i dJjjaJI ^JLaJ ^ ^ A f Uil Ij T Lt . ^ aJ j A 'lr_ ( j 

(jjV A_j^ull sjJxu]l) .aJ I jjLa lAA*_j olfi4 (J4 ii3J3 (jlSj 

(4 11 : . (_>“= ‘ Aj j .AjC. -'l t Aj jUiaUI ^Uaj jJjJaJ ^ 'S ' t j 4 1 I . (_>a 

'7Vab/ shallallahu alaihi wa sallam pergi berniaga sebagai 
mudharib ke Syam dengan harta Sayyidah Khadijah binti 
Khuwailid sebelum menjadi nabi; setelah menjadi nabi, beliau 
menceritakan perniagaan tersebut sebagai penegasan (taqrirj. " 
(Ibn Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyah, [al-Qahirah: Dar al-Hadis, 
2004], juz I, h. 141; Muhammad Abd al-Mun'im Abu Zaid, Nahwa 
Tathwir al-Mudharabah, [al-Qahirah: Maktabah al-Ma'had al- 
'Alami li-al-Fikr al-Islami, 2000], h. 411). 



jjj 'a 3 Ajc. jj .L41 oAA (J4j La i _ a L44l jJjjj i aLU- itj ^ 'a r. A ■ A. 41 (2 

(1 1 :.(_K> ‘ A ^ jl . ^\l ^Uaj _^L) AjUI ^VLm 



"Mudharabah adalah akad yang disyari'atkan tanpa ada 
perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh. Dalil pensyari'atan 
tersebut ditetapkan dengan ijma' yang didasarkan pada sunnah 
taqririyah." (Muhammad Abd al-Mun'im Abu Zaid, Nahwa Tathwir 
al-Mudharabah, [al-Qahirah: Maktabah al-Ma'had al-'Alami li-al- 
Fikr al-Islami, 2000], h. 11). 



3) ‘ A , >. ^ j A^ Ia^2 SUaaU. 1 ^ . y*- ' ^ yAjj UjIUlj jjl ~ > Uli 

(jjlfl J <— sl! Sr-ilVi AjlAj (JJ-J (jli£ jJbj 

UJ q> ^ ' LL 1 c^>" U>^ u' (jr 1 ^ 4^ u' A I ‘ ,t> ' U^a' i .v> 1 

‘U4^ ^jjJi ue 'ja'j ‘^igsij caju ^ jj&j .JlI® 

c^jll a! a*l tdB'j ‘4iuj J^UJTj cApUj! 

1 " ^ ji 4 siabf o -*i " -* " i'* 4 f ^ 0 " * 1 ^ °l t j>0 >: " *i ^ A j5 " 

lAll ^Llil juj juo) j 

OlSj i'jlk yjj >5lj '4^. ^ Uli aUI LL-it 

46 ‘[2004 ‘ L' u' W 1 1 jlq ;ejAlall] <jjV ...Ujaljflj aS°^>U 

(348 



Bagian keempat: bermusyarakah dua modal dengan badan 
(orang) pemilik salah satu modal tersebut. Bentuk ini mengga- 
bungkan syirkah dengan mudharabah; dan hukumnya sah. 
Apabila di antara dua orang ada 3000 (tiga ribu) dirham: salah 
seorang memiliki 1000 dan yang lain memiliki 2000, lalu pemilik 
modal 2000 mengizinkan kepada pemilik modal 1000 untuk 
mengelola seluruh modal dengan ketentuan bahwa keuntungan 
dibagi dua antara mereka (50:50), maka hukumnya sah. Pemilik 
modal 1000 memperoleh 1/3 (satu pertiga) keuntungan, sisanya 
yaitu 2/3 (dua pertiga) dibagi dua antara mereka: pemilik modal 
2000 memperoleh % (tiga perempat)-nya dan amil (mudharib) 
memperoleh V4 (seperempat)-nya; hal ini karena amil 
memperoleh V 2 (setengah) keuntungan. Oleh karena itu, 
keuntungan (sisa?) tersebut kita jadikan 6 (enam) bagian; 3 
(tiga) bagian untuk amil, (yaitu) porsi (keuntungan) modalnya 2 
(dua) bagian dan 1 (satu) bagian ia peroleh sebagai bagian 
karena ia mengelola modal mitranya; sedangkan porsi 
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Menetapkan 

Pertama 



Kedua 



Ketiga 



(keuntungan) modal mitranya adalah 4 (empat) bagian, untuk 
amil 1 (satu) bagian, yaitu V4 (seperempat)... Jika seseorang 
(shahib al-mal) menyerahkan kepada mudharib seribu sebagai 
mudharabah, dan ia berkata, "Tambahkan seribu dari anda, dan 
perniagakanlah modal dua ribu tersebut dengan ketentuan dibagi 
antara kita: untuk anda 2/3 (duapertiga) dan untukku 1/3 
(sepertiga)," ha tersebut boleh hukumnya, dan itu aalah syirkah 
(musyarakah) dan qiradh (mudharabah)... (Ibn Qudamah, al- 
Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 348). 



^jj j 4 ljj iJUa j ^ . tij (jf t . . ^ . «a 

4 ~ ^ La (Jia jJUa ^JUall j ^3 tdall 

4_2La]l dl^Lalx-a]l) aL jiV.'iall Aj j' . >. 4' a JA j c JaslII ^jc. AjIc. AjL^sj 

(1 07.O=> ^ AjA j e^)a-alx-a]l 



(4 



"Mudharib (pengelola) boleh menyertakan dana ke dalam 
akumulasi modal dengan seizin rabbul mal (pemilik modal yang 
awal). Keuntungan dibagi (terlebih duhulu) atas dasar 
musyarakah (antara mudharib sebagai penyetor modal/dana 
dengan shahibul mal) sesuai porsi modal masing-masing. 
Kemudian mudharib mengambil porsinya dari keuntungan atas 
dasar jasa pengelolaan dana. Hal itu dinamakan mudharabah 
musytarakah". (Wahbah al-Zuhaili, al-Mu'amalat al-Maliyyah 
al-Mu'ashirah, [Dimasyq: Daral-Fikr, 2002], h. 107) 
Ditambahkan: 



2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional 
pada 23 Shafar 1427/23 Maret 2006. 



MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH 
Ketentuan Umum 

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana 
pengelola ( mudharib ) menyertakan modalnya dalam kerjasama 
investasi tersebut. 



Ketentuan Hukum 

Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh LKS, karena 

merupakan bagian dari hukum Mudharabah. 

Ketentuan Akad 

1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, 
yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah. 

2. LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam 
investasi bersama nasabah. 

3. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya ( musytarik ) 
memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang 
disertakan. 

4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik 
dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana 
sesuai dengan nisbah yang disepakati. 

5. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik 
menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang 
disertakan. 
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Keempat 



Ketentuan Penutup 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika 
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 

Pada Tanggal : 23 Shafar 1427 
23 Maret 2006 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 



Dr. K.H. M.A. Sahal Machfudh 



Drs. H. M. Ichwan Sam 
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FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 51/DSN-MUI/III/2006 

Tentang 

AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH 
PADA ASURANSI SYARIAH 



Dewan Syari'ah Nasional setelah: 

Menimbang : a. bahwa akad Mudharabah Musytarakah untuk asuransi sangat 

diperlukan oleh industri asuransi syariah; 

b. bahwa fatwa Mudharabah Musytarakah untuk asuransi perlu 
dibuat secara khusus sebagai implementasi dari fatwa DSN 
NO.50/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah; 

c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang 
perlu menetapkan fatwa tentang Akad Mudharabah Musytarakah 
pada Asuransi Syariah untuk dijadikan pedoman. 



Mengingat 



1. Firman Allah, antara lain : 

1 j cAlll I jSjjla 1 tiUcjJa (Ja 1 jSjj jl plipj 

.(9 :«.Luull) 



(1 



"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang 
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab 
itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah 
mereka mengucapkan perkataan yang benar." (QS. Al-Nisa' [4]: 
9). 

1 jS5l J i&l 'cL&Ka UJI t jtft I jL. i 'jkl! (2 

(18: jkJ) ^ a11! ol c a11! 



"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat 
untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" 
(QS. al-Hasyr [59]: 18). 



(jjjl! H\ f UaHll (ja I JJL& "p\j. . . (3 

. (24 : u-a) . . . ‘f* k j pUJlkJt I 1‘jL! 



"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 
bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada 
sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan 
amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini..." (QS. Shad [38]: 
24). 

U H\ ^ kkf SjtiL ! 0 jSjt l“jk! 'Jkl! \-S ^ (4 

* £■' 0 ' "b » iZ t 2 * o o iZ o o A«o 

AUJ u AUl Ci JAC. Jjc. is Sh 

(1 : S^Ui!) 



"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 




rgsmitra.com 



kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 
Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 
(QS. al-Maidah [5]: 1) 



'jts aJII ol v J ^ u^Ih b^ s 

(29 



"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan 
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa 
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu. " (QS. an-Nisa [4] : 29) 



'6* 'ps* ia;, i A'A 'd ^ ’d (6 

'JS 3il d. I- ^.-3 2|I d. ' J d 



(58 iU) l'ja-i li 



IAjuJ 



"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu 
menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat." ( QS. an-Nisa [4]: 58). 



v J ts J 'jjM ^ (7 

.(2 ;S^U!) uU b\ ^ ' jSSt j 



"Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesung-guhnya 
Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-Maidah [5]: 2) 



2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang beberapa 
prinsip bermu'amalah, antara lain: 



uy jj u ^ ut a»! b! (i 

ol Jd) .' Ur- 6 L " '?* J ^ 

.(* yJ 6° 4^* j J jl j 



"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang 
yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak 
yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari 
mereka." (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari 
Abu Hurairah). 



o ' o A» o.' ** i " Z 'i tl ^ A* o ''o A» *o 2 o " ' & 'i o ' / 1“\ 

qa Aj^£> A-ic» aUI iUJAil ^ 

o % f o-' o » J 1 o ' » . ' . ' i ' ab | o ' o ** ' 4 ' ,<si| o-' -'A» 

A-j^l AaxJ) jauU 1) ^9 2di) j 4 A^Li9j) ^ 

• (“ gA 0° e 'jj) 



"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di 
dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; 
dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) 
menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah). 
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(3 .u'S* J Vbu vi ^ j... 

(_jj j^aC- (jc. elj^)) 



"...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat 
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram." (THR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf) 



Memperhatikan 



3. Kaidah fiqh: 

is^- cJaj °jt V) CjbUU-all ^ JLaVI 



"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. " 



1. Pendapat para ulama : 



41 axj & ^sJJj C_J^) ^ x ti J (j! CJ^jl k ^ xa\\j 

A j. Jj. ■— ' ^ J*a JS JUo j ^3 jLJooll 

AuAj o^ualaLAli aJLa]1 C12)LqIjla] 1 ) A^jauLo3i e3Aj t ^jc- A jlr. 

(107. o 3 



"Mudharib (pengelola) boleh menyertakan dana ke dalam 
akumulasi modal dengan seizin rabbul mal (pemilik modal yang 
awal). Keuntungan dibagi (terlebih duhulu) atas dasar 
musyarakah (antara mudharib sebagai penyetor modal/dana 
dengan shahibul mal) sesuai porsi modal masing-masing. 
Kemudian mudharib mengambil porsinya dari keuntungan atas 
dasar jasa pengelolaan dana. Hal itu dinamakan mudharabah 
musytarakah". (Wahbah al-Zuhaili, al-Mu'amalat al-Maliyyah 
al-Mu'ashirah, h. 107, Dimasyg: Dar al-Fikr, 2002) 



2. Hasil Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI dan AASI (Asosiasi 
Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumad al-Ula 1426 H / 
14-15 Juni 2005 M. 



3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional 
pada 23 Shafar 1427/23 Maret 2006. 



MEMUTUSKAN 

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH PADA 

ASURANSI SYARIAH 



Pertama Ketentuan Hukum 

1. Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan 
asuransi, karena merupakan bagian dari hukum Mudharabah. 

2. Mudharabah Musytarakah diterapkan pada produk asuransi 
syariah yang mengandung unsur tabungan (saving). 

Kedua Ketentuan Akad 

6. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, 
yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah. 

7 . Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modalnya 
dalam investasi bersama peserta. 

8. Modal perusahaan dan dana peserta diinvestasikan secara 
bersama-sama dalam portofolio. 
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Ketiga 



Keempat 



Kelima 



9. Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana 
tersebut. 

10. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan : 

a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan; 

b. besaran, cara dan waktu pembagian nisbah; 

c. syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi 
yang diakadkan. 

11. Hasil investasi : 

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu 
alternatif sebagai berikut: 

Alternatif I : 

a. Hasil investasi dibagi antara Perusahaan (sebagai mudharib) 
dan peserta (sebagai shahibul mal) sesuai dengan nisbah yang 
disepakati. 

b. Bagian hasil investasi sesudah diambil oleh/ dipisahkan untuk/ 
disisihkan untuk Perusahaan Asuransi (sebagai mudharib), 
dibagi antara Perusahaan Asuransi (sebagai musytarik) dengan 
para peserta sesuai dengan porsi modal masing-masing. 

Alternatif II : 

a. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara dana 
Perusahaan (sebagai musytarik) dan peserta (shahibul mal) 
berdasarkan porsi modal masing-masing. 

b. Bagian hasil investasi sesudah diambil oleh/ dipisahkan untuk/ 
disisihkan untuk Perusahaan Asuransi (sebagai musytarik), 
dibagi antara Perusahaan Asuransi sebagai mudharib dengan 
nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. 

7. Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik 

menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang 
disertakan 

Kedudukan Para Pihak dalam Akad Mudharabah Musytarakah 

3. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai mudharib 
(pengelola) dan sebagai musytarik (investor). 

4. Peserta (pemegang polis) dalam produk saving, bertindak 
sebagai shahibul mal (investor); 

Investasi 

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan 
investasi dari dana yang terkumpul. 

2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. 

Ketentuan Penutup 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika 
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 
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Ditetapkan di : Jakarta 

Pada Tanggal : 23 Shafar 1427 
23 Maret 2006 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 



Dr. K.H. M.A. Sahal Machfudh 



Drs. H. M. Ichwan Sam 



FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 52/DSN-MUI/III/2006 

Tentang 

AKAD WAKALAH BIL UJRAH 
PADA ASURANSI DAN REASURANSI SYARI'AH 



Dewan Syari'ah Nasional setelah: 

Menimbang : a. bahwa fatwa DSN No.lO/DSN-MUI/2000 tentang Wakalah dan 

fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi 
Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu 
dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci; 

b. bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang 
Wakalah bit Ujrah untuk asuransi dan reasuransi, yaitu salah satu 
bentuk akad Wakalah di mana peserta memberikan kuasa 
kepada Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dalam pengelolaan 
dana mereka dengan pemberian ujrah (fee); 
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Mengingat 



c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang 
perlu menetapkan fatwa tentang Wakalah bil Ujrah untuk 
dijadikan pedoman. 



1. Firman Allah SWT, antara lain : 



aIII Cy* ^ (1 

9 ;«.Lau!ij IjjjljJ 



"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak 
yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahtera- 
an) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa 
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar." (Q S. Al-Nisa' [4]: 9). 

i jSSij iilzsu JlJ i^rg (2 

.(18 * ^ <111 (jt cAHI 



"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat 
untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada 
Aliah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan" ( QS. al-Hasyr [59]: 18). 

ujUTjI! yjj el'juSJ LSI (3 

60 :AJjSSl) r j<^ Al]l j aIII ^ja aIII ‘ L ' C5^-J (jJ^)t*SI^ 

.( 



"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang- 
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, 
para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 
budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 
untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai 
suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. Al-Taubah [9]: 60). 



Ijlll ^ i’Jjll (Jll ilu IjV-l ■ \ t-^VS K j (4 

°.A wt iTrJ Ijlll jt UjjJ \joj3 

0 >■.4'' ^ 1 ** 1" 't >* 0 t " o **-; o - abj -ii ♦ " o ><.* " 

^SjIi J9 L^Uia U§j1 j Jalila 

.(1 9 .1^! ^ s j>^ Yj L ^ J-jjj 



"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling 
bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di 
antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di 
sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu 
atau setengah hari/ Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu 
lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka 
suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan 
membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat 
manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia 
membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku 
lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan 
halmu kepada seseorang pun." (QS. Al-Kahf [18]: 19). 

.(55 ‘Jl ua> J* (5 
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Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesung- 
guhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi 
berpengalaman. '\QS. Yusuf [12]: 55). 



'C& IjI'j £! pUUt 3! t £££ 'aM U 

'JM M liu 'A\ o) JajOL I “j £13! 

(58:^1) 



IAjuJ 



"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila 
kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Mendengar lagi Maha Melihat. " (QS. an-Nisa' [4]: 
58). 



^jl t j aIa! yc t ^ ^3:; j 

(35 ;*i-*^l) Ijjji. <j^ ' ■'gY.' 



"Dan jika kalian khawatirkan terjadi persengketaan di 
antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari 
keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga wanita. 
Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, 
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menilik" 
(QS an-Nisa' [4]: 35) 



JjM\j £01 Jk. I Yj csj&Jfj £3! I £jUuj 

.(2 ul3JI a13I £ a13( I jSSl j 



"Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada 
Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al- 
Ma'idah [5]: 2) 

U % f U0V1 £3 C3kf j£ 0U l£j \°JM '££ £t 0 

f o * i' * i & 4 i* f f o o i o o i*<o 

u uJ £'j 

(1 : s^U3l) 



"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan 
haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum 
menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1) 



£ % ££ £3 !£J !£E V !£^ ££ l£tO 

£S illl o) V j £ S ££ ££$ 

0(29 j 



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan 
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika 
berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara 
kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; 
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sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."" 
(QS. an-Nisa [4] : 29) 



2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam, antara lain: 

jc. i . yj ui t Tv w ciil jijc. y ( 'l 

^ t 1 * A .'i" 0 * 0 ***" Z * * " H 0 " " tl t 

JdJ) ^ ^jl (J-C* J C5”^ c 1 xxljuj ; JLa 

Aj AJ iSljuJ Aj AJ ^£ < JAjuiJ Ijljjp &Uac4 ^5 jujj A-ll j 

AJ \jc,xk cSLjuj j 4^)U-jAj UiAl^-k.1 ^U_9 4 ^jjjL-juo 

a! jj) Aj_9 LjI ^ jlLai! jJ <jU£j cAjtliJ ^9 

‘323 lk» ‘2 £ ‘[1995 ‘j-^' 

(3642 <A 



"Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, Syabib binGharqadah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar 
penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabi s. a. w. 
memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan 
seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia 
membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor 
dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar 
dan satu eor kambing. Nabi s. a. w. mendoakannya dengan 
keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli 
tanah pun, ia pasti beruntung." (H. R. Bukhari). 



UjLj ;'Jll t A& ftl (2 

t ** <1 A. V ^ ^_ic. j k j\ ^ ^ j 'i n 4J! J AaIc. <Ul! ^Jj| 

jllll e>\ jj) 4,'ujjW f .\ l lUa tAlaill jil A ■*■ L ’ 

1500 fSj t322 u-a ‘1 £ ‘[1995 



"Diriwayatkan dai Abu Humaid al-Sa'idi r. a., ia berkata: 
Rasulullah s. a. w. mengangkat seorang laki-laki dari suku 
Asd bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk 
menarik zakat dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas 
tersebut), Rasulullah memeriksanya." (H. R. Bukhari). 



_LLqJL_LjuO) 



;'JLS If&Ul 'ji! y 



Al* 



. 0 0 -* " /O 

Ch? 0-° (o 



'jlt 4111 llplj l«la lila tAltUl ^ 

°_j\l ll'(\ UrJ H H -'JUa iJh ih UjI ’ih ^ caJLwu 

< ** «- • ^ -- f • -s -* 

o % -*c2 "1" " tt" 0 't" t 26" ^ I ho s: " o " ^ ^ a» 

C^j1aa9 ajjujj AJ) J JdJ) ^ L^a JdJ) C* L> 

aJ\j 4jJc- 2jI iil LT^J yj ULSa 'JL« lajaa 
(jala) . jl-flJj US 'Jllj y JJC- [> lili ‘luialf lil 

[2000 tClij4aJl jlj ;ojAla]l] jUajVl cJl •4-ilc. 

(527 :.o^ ‘4 ‘ 



"Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibn Sa'diy al-Maliki 
berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil 
sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya 
menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar 
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Memperhatikan 



saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja 
hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang 
kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa 
Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata 
seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda 
kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu 
minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah." (Muttafaq 
'alaih. Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadits, 
2000], j. 4, h. 527). 



' 3 S 3 f ' 4 ^ A- o *» 'o * O * O ' ' * '* o ' 

AJiC. Jdil 4 LiJAli 'A jaia 

o-' o » \ ' °^ a tt o " o ♦ Jij, o-- -'i^o 

^9 AaxJI AlJt \l ^9 JdJ) j 4^L<aLlll) ^ jJ (j-a 

.(^Iuj- 9 ol jj) 



(4 



"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu 
kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya 
pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba - 
Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim 
dari Abu Hurairah). 



# Jkt j\ £k Uap Vl Jk 0jXi3lj... 

jj j^aC. (jC- j-ajjll oljj) .Ikl^a. 



(5 



"...Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang 
mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal 
atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr 
bin 'Auf) 



3. Kaidah fiqh: 

cJaj jl V) JksaVl 



"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. " 

1. Pendapat para ulama, antara lain: 

lljf 'JTj Jl-j aJIj ^ 'p» tjll t 'J£$l jjkjj (1 

j . j toUj fl^>4 ^ A-olil ^ 

ji -j ; d bjl ] tA-oljS ^ji-41) aJUoC. jsj ^ y) aJLaC- t ~ ut " 

(468 .o 3 ‘6 .£ ‘[2004 

"Akad taukil (wa kalah) boleh dilakukan, baik dengan 
imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi 
shallallahu ’alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan 
kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah 
untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk 
melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberi-kan 
imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya 
untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan 
imbalan kepada mereka." { Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: 

Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468). 

Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr 
bin Sa'id (hadis nomor 3): 

jJa^Vl (Jjj) okj -ikl ^ jull iS (b* tjl ^ ‘ (2 

(527 :.<_> a ‘4 ‘ [2000 1 1 * n w I I jb jAlill] 
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Menetapkan 

Pertama 



"Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa 
orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' 
(semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) 
boleh menerima imbalan." (Al-Syaukani, A/a/7 al-Authar, 
[Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527). 

Jjijj J aJ14j!| jl l' ^7- i j 

(89 l.o 3 ^ AaA J J ijj * 41 A_2L4l 



"Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena 
diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan 
maupun tanpa imbalan." (Wahbah al-Zuhaili, al-Mu'amalat 
al-Maliyyah al-Mu'ashirah, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], 
h. 89) 



1XJJ Aji j A jlr. ^1 t JA3LJJ aJIS^I 

(^Jjt^j) ^Li aJISjII 131 j _ aJ^oc- j aJLoc. 

‘2 .a^ ‘6 .j; ‘ lyAU 

(4058 .c>= 5.r 



(3 



(4 



"Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa 
imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa 
sal la m pernah mengutus para pegawainya untuk memungut 
sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada 
mereka... Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan 
imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah . " 

(Fath al-Qadir, juz 6, h. 2; Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh 
allslami wa Adillatuh, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], juz 
5, h. 4058). 

^ jtSa tfb aJ 'jjsf a 2 V jjki J£jA\ ^ (J£'^l) a} 'jjl (5 

(470 ‘6 ‘[2004 jIj ;oj&llill] 4A.al.lij (jjV LS '* *4i) .Ajka 

"(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan 
(kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal 
tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada 
wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan 
kepada orang lain)." (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar 
al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470). 

2. Hasil Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI dan AASI (Asosiasi 
Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumad al-Ula 1426 H / 
14-15 Juni 2005 M. 

3 . Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah 
Nasional pada 23 Shafar 1427/23Maret 2006. 



MEMUTUSKAN 

: FATWA TENTANG AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA 

ASURANSI DAN REASURANSI SYARI'AH 



Ketentuan Hukum 

3 . Wakalah bil Ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi 
atau reasuransi dengan peserta. 

4. Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada 
perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana 
peserta dan/atau melakukan kegiatan lain sebagaimana 
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disebutkan pada bagian kedua angka 3 (tiga) Fatwa ini dengan 
pemberian ujrah (fee). 

5. Wakalah bil Ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah 
yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun unsur 
tabarru' ( non-saving ). 

Kedua Ketentuan Akad 



1. Akad yang digunakan adalah akad Wakalah bil Ujrah. 




kedua) 



3. Objek Wakalah bil Ujrah meliputi antara lain : 

a. kegiatan administrasi 

b. pengelolaan dana 

c. pembayaran klaim 

d. underwriting 

e. pengelolaan portofolio risiko 

f. pemasaran 

g. investasi 

4. Dalam akad wakalah bil ujrah, sekurang-kurangnya harus 
disebutkan : 

a. hak & kewajiban peserta dan perusahaan; 

b. besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah fee atas premi; 

c. syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi 
yang diakadkan. 

Ketiga Kedudukan Para Pihak dalam Akad Wakalah bil Ujrah 

5. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang 
mendapat kuasa) untuk melakukan kegiatan sebagaimana 
disebutkan pada bagian kedua angka 3 (tiga) di atas. 

6. Peserta (pemegang polis) sebagai individu dalam produk saving, 
bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa). 

7. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun tabarru', 
bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa). 

8. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang 
diterimanya, kecuali atas izin muwakkil (pemegang polis); 

9. Akad Wakalah adalah bersifat amanah ( yad amanah ) dan bukan 
tanggungan ( yad dhaman ) sehingga wakil tidak menanggung 
risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang 
telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. 

10. Perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai wakil tidak berhak 
memperoleh bagian dari hasil investasi karena akad yang 
digunakan adalah akad Wakalah. . 

Keempat Investasi 

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib 
menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib 
dilakukan sesuai dengan syariah. 

2. Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana tabarru' 
maupun saving, dapat digunakan akad Wakalah bil Ujrah dengan 
mengikuti ketentuan seperti di atas, akad Mudharabah dengan 
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Kelima 



mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah, atau akad Mudharabah 
musytarakah dengan mengikuti ketentuan fatwa Mudharabah 
musytarakah. 

Ketentuan Penutup 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika 
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 

Pada Tanggal : 23 Shafar 1427 
23 Maret 2006 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 



Dr. K.H. M.A. Sahal Machfudh 



Drs. H. M. Ichwan Sam 
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FATWA 

DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
NO: 53/DSN-MUI/III/2006 

Tentang 

AKAD TABARRU' 

PADA ASURANSI DAN REASURANSI SYARI'AH 



Dewan Syari'ah Nasional setelah: 

Menimbang : a. bahwa fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum 

Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga 
perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci; 

b. bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang 
Akad Tabarru' untuk asuransi; 

c. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang 
perlu menetapkan fatwa tentang Akad Tabarru' untuk dijadikan 
pedoman. 

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain : 

ajI /ir/t /i /3! 'jA 1 jJSj y j i jj /r/t /»£31 l // (i 

.(2 1jjj£ L/. (jli 
Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) 
harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan 
yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama 
hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan 
memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. Al-Nisa' [4]: 

2 ). 

y/ r/ /Jj aiii i //s r/a uoa, // /ai / r// / // (2 

.(9 1 1 ii 

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak 
yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahtera- 
an) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa 
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar." (QS. Al-Nisa' [4]: 9). 

i jS&i j c /j ^ jkssrj <ni t i \°j^\ '^i I^rg (3 

.(18: 'u fjLklUu "jjA aIII .<111 

"Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat 
untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan" (QS. al-Hasyr [59]: 18). 

2. Firman Allah SWT tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik 
yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain: 

U % lokf 0^1 U (1 

(1 /ilUlt) 
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"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan 
haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum 
menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1). 



Gj i^Ja! puatsi <111 (2 



0 £ 0 

f 



M j\ 2i\ JajIU I kl °J ^jiill 



(58 



IAjuj 



"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 
amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila 
kamiu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Mendengar lagi Maha Melihat. " (QS. an-Nisa [4]: 58). 



^ 'JS <ill ol \‘J& Yj ^ ^ fjUj 

(29 



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan 
(mengambil)harta orang lain secara batil, kecuali jika 
berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara 
kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. " 
(QS. an-Nisa [4] : 29). 



3. Firman Allah SWT tentang perintah untuk saling tolong menolong 
dalam perbuatan positif, antara lain : 



i J jlUl j ^ t jJjUl V j Ih» ^ t jJjUIj 

.(2 : s^Ul) <111 s jl <311 1 jSSlj 



"Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesung- 
guhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-Maidah [5]: 2). 



4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang beberapa 
prinsip bermu'amalah, antara lain: 



<Jj^ <JC- <Ull tlliill (j-« <J^)l£ uia ('l 

UJC- 11*11 pl*l' UJC- 11» I J Jja 

(j c. ^Laio eljj) <jil 



"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu 
kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya 
pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba- 
Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim 
dari Abu Hurairah). 
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(2 ^suSl 131 Ajoj^ 3I ^jg.j^aUuj jj ^9 (Jxa 

(JC* ^Lu^a al jj) ^-XL^3I J < j^judllj Pjua^JI ^)jlljJ aJ ^C»I3j jjJaC» 4-La 

( 0^ jLa*jll 

"Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling 
mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); 
jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan 
turut menderita" { HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir). 

(3 J* (jfr ^lui«a o\ ' 1 ^a* J A i ja* J AjuIj £jUmJlS 

"Seorang mu 'min dengan m u 'min yang lain ibarat sebuah 
bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain" (H R 
Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari). 

(4 Yj 4 aj >S2a UU a! 'Jj ;> 

t - 'j» ju!i j^aC- CLuAa. J (^g-llaS j el Jji) 

( ^ ^ Ajc- o-l^. (JjC- Ajji (_jC- 

"Barang siapa mengurus anak yatim yang memiliki harta, 
hendaklah ia perniagakan, dan janganlah membiarkannya 
(tanpa diperniagakan) hingga habis oleh sederkah (zakat 
dan nafakah)" (HR. Tirmizi, Daraquthni, dan Baihaqi dari 
'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin 
'Amr bin Ash). 

(5 *Jkt °j ' e jk Jz. 

| c_fl^c> (_jj j^aC- (jc. elj^)) 

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka 
buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 
'Auf). 

^0 cdiaLu^all (_jj ij-l-AC. (jc. A^La al Jj) S‘ 5 J J - -^V 

(jc. i^llLaj (_jjI (_jC- JLa^.1 j 

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh 
pula membahayakan orang lain." (Hadis Nabi riwayat Ibnu 
Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 
'Abbas, dan Malik dari Yahya). 

5. Kaidah fiqh: 

Jz. JXA^\ J _1 

"Pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. " 

-2 

"Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin. " 

/J jS -3 



"Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan." 
Memperhatikan : 1. Pendapat ulama; antara lain: 
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Menetapkan 

Pertama 



jrtjkJI ‘CiM (jl*j t a_Lo Ic. jjj (jjSj liljjliJI «Tw4t * 



^JjlLo ^JJC- AjJaka A-k A A-okj tA_Jc. ^Ikjll 

(276 . t_>^ *4» 41 aJUII Cj3/LgI*- 4I) ^ua jjC- 



Sejumlah dana (premi) yang diberikan oleh peserta 
asuransi adalah tabarru' (amal kebajikan) dari peserta 
kepada (melalui) perusahaan yang digunakan untuk 
membantu peserta yang memerlukan berdasarkan 
ketentuan yang telah disepakati; dan perusahaan 
memberikannya (kepada peserta) sebagai tabarru' atau 
hibah murni tanpa imbalan. (Wahbah al-Zuhaili, al- 
Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah, [Dimasyq: Dar 
al-Fikr, 2002], h. 287). 

U AUJ °<J £ j 211 j J±Q ^ 3 ! 

‘59-58 .u-»"** ISjjB u^hil f lkj) .<£0 'kc. f t'^1 

c 247-244. u - * 3 , ..v i ^ j. s^ c ' 5 a^c- 

(53. L) -3 ‘SA^ j^aI LS (jjj 



(1 



(2 



Analisis fiqh terhadap kewajiban (peserta) untuk 
memberikan tabarru' secara bergantian dalam akad 
asuransi ta'awuni adalah "kaidah tentang kewajiban untuk 
memberikan tabarru'" dalam mazhab Malik. (Mushthafa 
Zarqa', Nizham al-Ta'min, h. 58-59; Ahmad Sa'id Syaraf al- 
Din, 'Uqud al-Ta'min wa 'Uqud Dhaman al-Istitsmar, h. 244- 
147; dan Sa'di Abu Jaib, al-Ta'min bain al-Hazhr wa al- 
Ibahah, h. 53). 



^.ujj (^c-Lakll Jac. Akjoj (jjlaljlkll (jjj LSlu °^j]l AjjjjlSl AlitsJI (jl 

^jll 1 ^a aJc. jj ' . - 1 Uoj ^ j ^ > .i n jjjII 

L)A UaJ Aj AjoiflJ Alkali j i 

(33 .L^ jJlu: 1 V * «aJ AjC. 



Hubungan hukum yang timbul antara para peserta asuransi 
sebagai akibat akad ta'min jama'i (asuransi kolektif) adalah 
akad tabarru'; setiap peserta adalah pemberi dana tabarru' 
kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ganti rugi 
(bantuan, klaim) yang menjadi haknya; dan pada saat yang 
sama ia pun berhak menerima dana tabarru' ketika terkena 
musibah (Ahmad Salim Milhim, al-Ta'min al-Islami, h, 83). 



(3 



2. Hasil Lokakarya Asuransi Syari'ah DSN-MUI dengan AASI 
(Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) tanggal 7-8 Jumad al-Ula 
1426 H / 14-15 Juni 2005 M. 



4. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah 
Nasional pada 23 Shafar 1427/23 Maret 2006. 



MEMUTUSKAN 

FATWA TENTANG AKAD TABARRU' PADA ASURANSI DAN 
REASURANSI SYARI'AH 

Ketentuan Hukum 

11. Akad Tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua 
produk asuransi syariah. 

12. Akad tabarru' pada asuransi syariah adalah semua bentuk akad 
yang dilakukan antar peserta pemegang polis. 
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Kedua 



Ketiga 



Keempat 



Kelima 



13. Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi 
jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi. 

Ketentuan Akad 

3. Akad Tabarru' pada asuransi syariah dan reasuransi adalah 
semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan 
tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan 
untuk tujuan komersial. 

2. Dalam akad Tabarru', sekurang-kurangnya harus disebutkan: 

a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu 

b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun 
tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok; 

c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim; 

d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis 
asuransi yang diakadkan. 

Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru' 

11. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan dana hibah 
yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain 
yang terkena musibah. 

12. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima 

dana tabarru' (mu'amman/mutabarra' lahu, di-O-*) dan 

secara kolektif selaku penanggung (mu'ammin/mutabarri'- 

14* Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar 
akad wakalah dari para peserta di luar pengelolaan investasi. 

Pengelolaan 

4f Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh 
dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang 
amanah. 

^ Pembukuan dana Tabarru' harus terpisah dari dana lainnya. 

Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta 
(dana tabarru') dan dibukukan dalam akun tabarru'. 

7. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah 
dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah 
atau akad mudharabah musytarakah, atau memperoleh ujrah 
(fee) berdasarkan akad wakalah bil ujrah. 

Surplus Underwriting 

1. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru', maka 
boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut: 

a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun 
tabarru'. 

b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan 
sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat 
aktuaria/manajemen risiko. 

c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat 
dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan 
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Keenam 



Ketujuh 



reasuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para 
peserta. 

2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus 
disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam 
akad. 

Defisit Underwriting 

1. Jika terjadi defisit underwriting (defisit tabarru') atas dana 
tabarru', maka perusahaan asuransi atau reasuransi wajib 
menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh 
(pinjaman). 

2. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan ditutup dari 
surplus dana tabarru'. 

Ketentuan Penutup 

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika 
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 



Ditetapkan di : Jakarta 

Pada Tanggal : 23 Shafar 1427 
23 Maret 2006 



DEWAN SYARI'AH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA 



Ketua, 



Sekretaris, 



Dr. K.H. M.A. Sahal Machfudh 



Drs. H. M. Ichwan Sam 




